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BAB1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara
sangat menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar tahun 1945, tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan
kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata baik material
maupun spiritual. Hal itu dipertegas dengan ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3)
Undang Undang Dasar 1945.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih adil dan
merata, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ketenagalistrikan
diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Negara berkaitan dengan penyediaan dan
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Penye]enggaraan usaha
ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN ( Persero ) wajib menganut azas manfaat,

efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya,

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

berkelanjutan, percaya, dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan
keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. ( Pasal 2 UU Ketenagalistrikan )

Menindakianjuti pelaksanaan usaha ketenagalistrikan menurut Undang-Undang
No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha
penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam hal penyediaan tenaga listrik,
jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh PT PLN ( Persero ) meliputi : !

a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
c. Distribusi Tenaga Listrik;

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan usaha penyediaan
tenaga listrik tersebut dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik
negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
yang selanjutnya disebut dengan perusahaan milik negara atau PT PLN (Persero).

Pada penulisan skripsi ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan transmisi dan sistem tenaga listrik. Sistem tenaga
listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi, dan distribusi
yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik. (Pasal 1 angka
6 UU Ketenagalistrikan) Sedangkan pengertian dari transmisi tenaga listrik adalah
penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau -
kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. (Pasal 1 angka 8 UU

Ketenagalistrikan)

" TUndang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, LN Tahun 1985 No. 74, TLN No. 3317,
ps. 6 ayat (2}
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Dalam rangka penyediaan tenaga listrik di Pulau Madura, PT PLN (Persero) pada
tahun 1986 telah memasang 2 buah kabel laut (sirkuit 1 dan 2) kemudian dilanjutkan
pada tahun 1996 memasang 1 buah kabel laut (sirkuit 3). Kabel laut itu dipasang guna
mengalirkan aliran listrik ke Pulau Madura dari PLTU Gresik. Selama 12 tahun kabel laut
Jawa — Madura telah beroperasi dengan lancar, sampai suatu ketika pada awal tahun 1999
muncul peristiwa Lego jangkar pada kabel laut Jawa Madura oleh K.M Kota Indah
sehingga mengakibatkan terputusnya aliran listrik dari Pulau Jawa ke Pulau Madura.

Peristiwa itu terjadi pada hari Jum’at tanggal 19 Februari 1999, K.M Kota Indah
yang memiliki berat 10.592,2 ton, dengan muatan 27.627,2 metrik ton, berat jangkar 2,8
ton/segel, dengan jenis kapal container memasuki perairan pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya pada pukul 11.59 WIB. Mengingat dermaga Pelabuhan Tanjung Perak masih
padat, maka K.M Kota Indah stanbay diluar dermaga (berlabuh sementara) dan lego
jangkar. Selanjutnya kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

» Pada pukul 12.06 WIB nahkoda memundurkan kapal kearah utara (buritan kapal)
dan setelah jangkar kapal makan atau lego jangkar nahkoda mematikan mesin
kapal. Perintah memundurkan kapal kearah utara tersebut telah membuat posisi
kapal lebih dekat lagi kearah kabel laut dan larangan daerah berlabuh jangkar.

* Pada pukul 12.10 WIB Kapten (Nahkoda) kapal meninggalkan kapal diikuti
dengan pandu, para perwira jaga mualim I dan III, dan para ABK lain juga
beristirahat di kamar / kabin masing-masing. Pada saat itu dianjungan kapal hanya
ada 1 orang perwira jaga saja (mualim 1I} tanpa ada pendamping. Setelah pukul
12.00 WIB arus air berubah ke utara dengan kecepatan 2,5 knot, arus kuat

mendekati kabel laut.
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= Pada pukul 12.30 WIB Si perwira jaga atau Mualim Il mengetabui kapal larat
kearah utara tetapi dibiarkan saja karena dia beranggapan bahwa kapal masih
berada dalam areal range aman 2,5 cable. Karena kapal dibiarkan larat akhirnya
kapal melewati alur kabel laut aliran listrik didaerah bagian yang tidak tertanam
didasar laut dan jangkar kapal yang beratnya + 6 ton menggaruk / mengait 3 kabel
laut aliran listrik didaerah bagian yang tidak tertanam didasar laut tersebut
menjadi rusak.

= Pada pukul 13.12.03 WIB aliran listrik dari PLTU Gresik ke Pulau Madura yang
disalurkan lewat kabel laut terputus. Pada saat itu perwira jaga masih tetap saja
membiarkan kapalnya larat terbawa arus sampai posisi kapal sudah berada di
utara melewati garis merah sebelah utara tanda kabel dipeta.

» Pada pukul 13.15 WIB alarm pada GPS berbunyi yang menandakan posisi kapal
larat telah melewati range aman 2,5 cable, melihat posisi kapal telah melewati
alur kabel laut dan mendekati daerah dangkal pantai pulau Madura, perwira jaga
berusaha menghubungi nahkoda kapal.

= Pada pukul 13.20 WIB nahkoda kapal baru dapat dihubungi. Setelah menerima
laporan, nahkoda memerintahkan para awak (ABK) menghidupkan mesin kapal.

» Pada pukul 13.32 WIB setelah mesin kapal hidup, nahkoda kapal melakukan
tindakan memajukan kapal. Ternyata jangkar kapal mengait kabel. Mulanya
jangkar kapal mengait kabel 3 sampai putus, kemudian kapal tetap larat dan
mengait kabel | yang sedang beroperasi lalu terjadi hubungan pendek dan kabel
terputus. Karena kejadian tersebut diatas secara tidak langsung menimbulkan

kerugian bagi dua pihak yaitu terutama bagi PT PLN (Persero) dan masyarakat
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pulau Madura karena tidak dapat menikmati aliran listrik sejak tanggal 19
Februari 1999 sampai dengan tanggal 30 April 1999.

Berdasarkan kejadian diatas PT PLN (Persero) berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban (tanggunggugat) kepada pihak-pihak yang terkait dengan K.M Kota
Indah berdasarkan pada pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum dan kesalahan,
baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. (kecerobohan) Orang yang
menimbulkan kerugian pada orang lain, sejauh kerugian tersebut inerupakan akibat dari
pelanggaran suatu norma (pelanggaran kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang)
dan pelakunya dapat menyesali bahwa karena perbuatannya telah melanggar norma serta
menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Maka menurut pasal 1365 BW pelaku tersebut
wajib untuk bertanggunggugat.

Pasal 1365 BW

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain,

mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal diatas, maka syarat-syarat tanggunggugat
adalah sebagai berikut : perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar
hukum; Timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan tersebut (Hubungan Kausal antara
perbuatan dengan kerugian); Pelaku tersebut bersalah (ada unsur kesalahan); dan Norma
yang dilanggar mempunyai strekking untuk mengelakkan timbulnya kerugian. (Teori
Relativitas) Pada dasamya tanggunggugat menurut pasal 1365 BW bertumpu pada duva
tiang yaitu perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, yang pada akhimya akibat
perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu kerugian.

Syarat tanggunggugat yang pertama yaitu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan

melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain; atau
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bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau bertentangan dengan kesusilaan; atau
bertentangan dengan kepatutan atau kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas
(pergaulan) masyarakat terhadap diri pribadi dan/atau barang orang lain.

Dengan demikian yang dimaksud perbuatan melanggar hukum disini adalah suatu
perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain dalam hal ini PT PLN
(Persero), sebagai akibat tindakan dari nahkoda K.M Kota Indah tidak memenuhi atau
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya berdasarkan
ketentuan yang ada pada pasal 15 ayat (1), pasal 57 ayat (1), (2), dan (4), serta pasal 60
ayat (1) Undang — Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran serta ketentuan yang
ada pada peraturan keselamatan pelayaran yaitu Safety of Life at Sea. (SOLAS) Dengan
adanya pelangaran kewajiban tersebut serta dengan timbul suatu kerugian maka kepada
nahkoda K.M Kota Indah dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Sedangkan syarat tanggunggugat yang kedua yaitu kesalahan, dalam ilmu hukum
dikenal 2 (dua) kategori yaitu perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan dan
perbuatan melanggar hukum karena kelalaian. (Kecerobohan atau Kurang hati-hati) Pada
kasus lego jangkar disini, dapat dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum karena
kelalaian, kecerobohan yang dilakukan oleh nahkoda K.M Kota Indah. Hal ini dapat
dilihat dari kelalaian nahkoda dalam memantau posisi kapal walaupun telah mengetahui
bahwa kapal sudah mulai hanyut / larat, tetapi dia tidak melakukan usaha-usaha untuk
mencegah agar kapal tidak hanyut lebih jauh.

Disamping itu nahkoda telah ceroboh dalam memantau posisi kapal karena hanya
berpatokan pada alat GPS yang hasilnya ternyata tidak akurat. Padahal sebagai seorang

pelaut yang professional dan handal ia mengetahui ketentuan SOLAS yang

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

mengharuskan bahwa alat pemantau posisi kapal ketika berada pada alur pelabuhan ialah
menggunakan baringan darat sebagai andalan utama sedangkan alat lain hanya digunakan
sebagai alat bantu. Karena kecerobohannya sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Jo pasal
1366 BW, nahkoda kapal dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal pemenuhan
ganti rugi. (Tanggunggugat kesalahan dengan klasifikasi kecerobohan / kelalaian)

Pasal 1366 BW

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau

kurang hati-hatinya.

Sebagai akibat dari kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sehingga
seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka nantinya akan
menimbulkan kerugian bagi pihak yang hak atau kewajibannya dilanggar. (korban)
Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh
perbuatan (melakukan atau membiarkan} yang melanggar norma oleh pihak lain.
Kerugian yang dimaksud disini adalah suatu keadaan berkurangnya nilai atau harta
kekayaan PT PLN (Persero) sebagai akibat adanya pengeluaran biaya-biaya yang
langsung disebabkan oleh perbuatan Nahkoda K.M Kota Indah. Biaya-biaya tersebut
digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk biaya penyelidikan, perbaikan dan penggantian
kabel serta biaya pengoperasian / penyewaan mesin diesel / pembangkit listrik untuk
penerangan sementara pada saat kabel laut sedang dalam proses perbaikan.

Perihal tanggunggugat kesalahan berdasarkan pasal 1365 BW, dalam kasus ini
dibebankan kepada tiga pihak yaitu Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik K.M
Kota Indah dan Nahkoda K.M Kota Indah. Ketiganya wajib secara tanggung renteng

membayar ganti rugi yang diderita oleh PT PLN (Persero). Sesuai dengan ketentuan pasal
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1367 ayat (1) dan (3) BW Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M
Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik dan pemegang
kekuasaan atas route perjalanan K.M Kota Indah dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Nahkoda kapal.
Dapat diartikan kedua pihak tersebut mempunyai hubungan dengan nahkoda sebagai
majikan dengan pekerja yang dalam hal ini nahkoda K.M Kota Indah berada dibawah
kekuasaan / perintah Advance Container Lines (PTE) LTD dan Pacifik International
Lines (PTE) LTD.
Pasal 1367 BW

(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

(3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan
mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya.

Melihat apa yang dialami oleh PT PLN (Persero} adalah sebagai akibat dari
kesalahan (kecerobohan/kurang hati-hati) yang dilakukan oleh Nahkoda K.M Kota Indah,
maka berdasarkan kejadian diatas maka Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik
K.M Kota Indah serta Nahkoda K.M Kota Indah wajib bertanggunggugat terhadap
kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero). Apabila dalam kenyataannya Pengusaha
dan pemilik K.M Kota Indah tidak memberikan tanggapan positif terhadap upaya damai
yang diajukan oleh PT PLN (Persero) dan terkesan melepaskan tanggungjawab serta

melemparkan kesalahan pada PT PLN (Persero), maka dalam hal ini PT PLN (Persero)

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengusaha dan pemilik K.M Kota Indah,
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sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan latar
belakang diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimana hubungan hukum antara PT PLN (Persero) dengan K.M Kota
Indah terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat rusaknya kabel
Laut (sirkuit 1, 2, dan 3) Pulau Jawa Madura.
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT PLN (Persero)

sebagai akibat rusaknya kabel Laut (sirkuit 1, 2, dan 3) Pulau Jawa Madura.

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan yaitu Tanggung Gugat Pemilik,
Pengusaha dan Nahkoda Kapal Akibat Lego Jangkar Terhadap Kerugian Perusahaan
Listrik Negara. (Studi Kasus : Kasus Lego Jangkar antara K.M. Kota Indah dengan PT
PLN) maka dalam hal ini penulis menitikBeratkan pada tanggung gugat K.M Kota Indah
baik oleh pemilik, pengusaha, maupun nahkoda kapal, mengingat hal ini sangat penting
sekali, sehingga dapat diketahui sejauh mana usaha atau upaya untuk menanggung segala
kerugian yang dialami oleh PT PLN (Persero).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan arti tangggunggugat sebagai
hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan dengan arti tanggungjawab. Menurut
arti katanya (secara harfiah) tanggungjawab adalah kewajiban untuk menanggung segala
sesuatu. (kalau ada sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya)® Dengan
kata lain tanggungjawab harus dikenakan kepada pelaku itu sendiri (tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain) dan istilah tersebut lebih melekat pada aspek hukum

T3 1.S.Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Cet..V ,Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.1014
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publik. (Responsibility) Sedangkan arti tanggunggugat adalah kewajiban dari seorang
pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dalam suatu gugatan yang diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita terhadapnya.’®

Istilah tanggunggugat lebih melekat pada aspek hukum privat atau keperdataan
(Liability), dimana seseorang harus mengganti kerugian yang timbul pada pihak lain
setelah adanya gugatan. (suatu kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang
melakukan kerugian) Selain itu dalam hal adanya tuntutan di pengadilan, tanggunggugat
dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap cakap berbuat hukum ataupun kepada
pihak yang menurut Undang-Undang dianggap cocok untuk mewakili.

Pemilik kapal adalah seseorang yang bertanggungjawab atas setiap kerusakan dan
hambatan yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya pada sarana bantu navigasi
pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta fasilitas alur pelayaran di sungai atau danau.’

Pengusaha kapal adalah seseorang yang terikat oleh segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh mereka, yang bekerja tetap atau sementara pada kapalnya, didalam
jabatan mereka dan dalam lingkungan kekuasaan mereka.’

Nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan
umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan

oleh perbuatan ( melakukan atau membiarkan ) yang melanggar norma oleh pihak lain.”

¥ Moegni Djojoditjo, Perbuatan Melanggar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h.113.

4 Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3480, ps. 10

5 Wethoek van Koophandel (W.v.K), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Terjemahan R. Subekti dan
R. Tjitrosudibio), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, ps. 321

% Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Op.cit., ps. 1 angka (12)

7 J. H.Nieuwenhuis, Op.cit., h.5
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Perusahaan Listrik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha
ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang terdiri dari usaha
penyediaan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik 2

Oleh karena itu pengertian Tanggung Gugat Pemilik, Pengusaha dan Nahkoda
Kapal Akibat Lego Jangkar Terhadap Kerugian Perusahaan Listrik Negara adalah
kewajiban dari pemilik sekaligus pengusaha kapal beserta pelaku yaitu Nahkoda K.M
Kota Indah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan di depan pengadilan yang
diajukan oleh PT PLN (Persero) terhadapnya, dikarenakan berkurangnya harta kekayaan

sebagai akibat dari adanya biaya-biaya yang dikeluarkan guna perbaikan kabel laut.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau yang biasa disingkat dengan
PT PLN ( Persero), sebagai penyelenggara kegiatan usaha ketenagalistrikan di Indonesia
yang memproduksi tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik
pemakaian serta pemegang kuasa atau izin usaha ketenagalistrikan, seharusnya dapat
memberikan kualitas hasil produksi yang optimal. Kualitas produksi yang optimal
tentunya didukung pula oleh adanya suatu usaha pengadaan, pemanfaatan, serta

penunjang tenaga listrik yang optimal.

¥ Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, Op.cit, ps. 7 ayat (1)
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Namun dalam kenyataannya saat ini muncul beberapa masalah ataupun kendala
yang dialami oleh PT PLN (Persero) untuk mewujudkan usahanya tersebut. Salah satu
diantaranya yaitu masalah kerusakan kabel listrik bawah laut Jawa — Madura yang
dialami oleh PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan Pengaturan Beban Jawa Bali (P3B)
Region Jatim dan Bali. Dengan rusaknya rangkaian instalasi tenaga listrik bawah laut
Jawa Madura tersebut, akan timbul beberapa akibat yang mungkin terjadi diantaranya,
pertama secara tidak langsung akan mengganggu proses produksi tenaga listrik Pulau
Jawa dan Madura, kedua jika proses produksi terganggu pasti aliran tenaga listrik di
Pulau Madura juga akan terganggu dan pada akhirnya timbul keluhan dari masyarakat
terhadap pelayanan PT PLN (Persero) yang tidak optima! karena mereka tidak dapat
menikmati aliran listrik. Apabila hal itu terjadi pasti akan menyebabkan munculnya
permasalahan baru, sedangkan disisi lain masalah utama dari penyebab rusaknya kabel
bawah laut tersebut belum diselesaikan.

Dalam hal ini untuk mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak semakin
membesar, maka PT PLN (Persero) Kantor P3B Jawa Bali harus secepat mungkin
menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas penulis berusaha
untuk mencarikan alternatif penyelesaian sehingga apabila suatu ketika terjadi masalah

yang sama maka PT PLN (Persero) dapat secepat mungkin menyelesaikannya.

- 4. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan adalah untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi
dan juga ingin mengembangkan, serta menguji kebenaran pengetahuan dalam bidang

ilmu hukum, disamping itu penulisan skripsi ini mempunyai tujuan antara lain:
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1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara PT PLN (Persero)
dengan pihak-pihak yang terkait dengan K.M Kota Indah akibat peristiwa
lego jangkar kapal pada kebel listrik bawah faut sirkuit 1, 2, dan 3 Pulau
Jawa Madura;

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT PLN
(Persero) sebagai akibat rusaknya kabel listrik bawah laut sirkuit 1, 2, dan

3 Pulau Jawa Madura.

5. Metodologi Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari pengumpulan data dan
bahan-bahan. Sebab dengan tersedianya bahan, penyusunan skripsi ini dapat terlaksana.
a. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalah yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach). Dimana
melalui pendekatan tersebut penulis berupaya untuk mengkaji ataupun meneliti
sebuah kasus, dengan kata lain penulis disini mengaitkan antara statute approach
dengan case approach.
b. Sumber Bahan Hukum
Pada skripsi ini penulis membagi bahan-bahan hukum yang diperoleh menjadi 2
(dua) jenis yaitu :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum Primer berasal dari Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia yaitu UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, uu
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No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, PP No. 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Pemanfaatan
Tenaga Listrik, PP No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa
Timur No. 20/Pdt/2001/PT.Sby serta Putusan Mahkamah Agung RI No.
1801 K/PDT/2002.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder berasal dari studi kepustakaan (Studi Literatur),
termasuk didalamnya studi terhadap literatur-literatur yang terkait dengan

masalah ini.

¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan
hukum melalui tehnik Riset Lapangan (Field Research) dan Riset Kepustakaan
(Library Research). Riset tersebut dilakukan oleh penulis di Kantor PT PLN
(Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) Jawa Bali Region Jatim.

Kegiatan Riset Kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan
hukum primer dan sekunder yang berkaitan langsung dengan fakta-fakta hukum
dari permasalahan yang ada. Sedangkan Riset Lapangan bertujuan untuk
mendapatkan informasi-informasi tambahan dari para pejabat yang terkait

langsung dengan perkembangan kasus lego jangkar K.M. Kota Indah. Tentunya
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dalam pelaksanaannya penulis terlebih dahulu melakukan wawancara
(Interview) dengan menggunakan alat bantu tape recorder. Untuk memudahkan
perolehan informasi penulis menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin.
(Guide Interview)

Dalam wawancara bebas terpimpin penulis hanya akan memakai catatan-
catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih
dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi ketika wawancara dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok ini
bertujuan agar arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang
dari permasalahan yang akan ditulis pada skripsi ini.

Dari semua bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, diseleksi,
diuraikan dan dianalisa berdasarkan sifat serta keadaan bahan, dan dikaitkan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang relevan, kemudian dipadukan
dengan beberapa teori di bidang Hukum. Selanjutnya diolah dan dirumuskan
secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh

suatu bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, bahan yang terhimpun diolah sebagai
dasar pembahasan dalam skripsi ini, maka untuk mempermudah pembahasan
digunakan metode Deskriptif Analistis. Deskriptif yaitu dengan memaparkan
teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Analistis dengan

menganalisa bahan yang terhimpun untuk kemudian dihubungkan dengan teori-
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teori ilmu hukum yang ada, yang pada akhimya akan ditemukan suatu
penyelesaian masalah sehingga dapat digunakan untuk membantu penulis dalam

penulisan yang menyajikan hal kesimpulan dan saran.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan penelaahannya, skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang
masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan yang
digunakar; untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Pada Bab I penulis akan memberikan suatu gambaran secara garis besar tentang
permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Dengan kata lain Bab 1
merupakan Bab Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi 6 sub-bab
yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,
tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Sedangkan sebagai landasan untuk mempermudah pemahaman terhadap pokok
permasalahan pada bab berikutnya, maka penulis akan memberikan uraian mengenai
Hubungan Hukum Antara PT PLN (Persero) dengan Pengusaha dan pemilik K.M Kota
Indah yang didalamnya menjelaskan Kedudukan para pihak (Hak dan Kewajiban),
Kerugian yang timbul akibat kesalahan Nahkoda K.M Kota Indah, dan Wujud
penggantian kerugian yang dituntut oleh PT PLN (Persero) kepada K.M Kota Indah,
semua itu akan penulis uraikan pada Bab IL

Dengan keinginan untuk memberikan pengetahuan yang luas mengenai pokok
permasalahan dalam skripsi ini, maka pada Bab 111 akan diuraikan secara jelas mengenai

Upaya Hukum PT PLN (Persero) sebagai Pihak yang Dirugikan Akibat Rusaknya Kabel
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listrik bawah laut Jawa Madura. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yaitu Tanggunggugat
KM Kota Indah atas Kerugian yang Ditimbulkan, Dasar Gugatan yang Dizjukan oleh PT
PLN (Persero), dan Forum Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh oieh Kedua
Belah Pihak.

Sebagai penilaian atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka akan
diberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang kiranya dapat memberikan sumbangan
pikiran sebagai alternatif pemecahan masalah apabila dalam kenyataannya suatu saat PT
PLN (Persero) mengalami kejadian yang sama akibat kasus lego jangkar kapal pada kabel
listrik bawah laut. Uraian tersebut ditempatkan pada Bab IV yang merupakan Bab

Penutup.

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BABII
HUBUNGAN HUKUM ANTARA K.M. KOTA INDAH DENGAN

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

1. Kedudukan Para Pihak (Hak dan Kewajiban)

Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam Kitab Undang-Undang
yang menjadi acuan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,
disingkat B.W.), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel,
disingkat W.v.K) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Stafrecht,
disingkat W.v.S) Terlebih lagi dalam kaitannya dengan pengaturan hukum perdata di
Indonesia, yang menjadi kiblat atau acuan berkenaan dengan perbuatan melanggar
hukum, dapat digunakan BW sebagai dasar hukum.

Sebagaimana kita lihat, Buku [II BW berjudul “Perihal Perikatan”, perkataan atau
istilah perikatan (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari istilah perjanjian,
karena dalam Buku III itu diatur juga prihal hubungan hukum yang sama sekali tidak
bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, melainkan juga diatur perihal perikatan
yang timbul dari Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) dan perikatan yang
timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan pada persetujuan /
perjanjian. (zaakwaarneming) Berbeda halnya dengan Buku Il BW yang mengatur
perihal hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak kebendaan), Buku III BW
juga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak

perseorangan), meskipun ada kemungkinan yang menjadi obyeknya juga suatu benda.

18
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Oleh karena itu sifat hukum yang termuat dalam Buku HI BW selalu berkaitan erat
dengan upaya tuntut-menuntut. (Gugatan Perdata)

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku IIl BW ialah suatu hubungan
hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang
satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini
diwajibkan memenuhi tuntutan it Mengenai sumber-sumber perikatan, berdasarkan
pasal 1233 BW diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan
(perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang sesuai
dengan pasal 1352 BW dapat dibagi lagi atas 2 (dua) golongan yaitu perikatan-perikatan
yang lahir dari Undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-undang karena
suatu perbuatan orang.

Pada golongan yang pertama yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja,
termasuk didalamnya peristiwa hukum, seperti misalnya: kematian seseorang yang
melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pewaris kepada
para kreditur, atau keadaan hukum seperti dalam hal diputuskannya pernyataan pailit,
yang kemudian melahirkan suatu keadaan dimana pihak yang dinyatakan pailit
kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan
bahwa seluruh harta kekayaannya yang disita dipergunakan untuk melunasi seluruh
kewajibannya kepada kreditor.® Dikehendaki atau tidaknya suatu perbuatan hukum
karena terjadinya peristiwa hukum diatas maka undang-undang demi hukum melahirkan

kewajiban dalam lapangan harta kekayaan pihak-pihak yang terkait.

5 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, h. 122
8 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang (Seri Hukum
Perikatan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 76
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Terhadap golongan yang kedua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang
karena suatu perbuatan orang, pasal 1353 BW membaginya lagi kedalam perikatan yang
lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia atau orang perorangan yang
diperkenankan oleh undang-undang, yang halal, yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perikatan yang lahir dari undang-
undang sebagai akibat dari perbuatan manusia atau orang perorangan yang melanggar
undang-undang, yang tidak diperkenankan oleh hukum, yang melanggar hukum.

Pasal 1233 BW

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.
Pasal 1234 BW

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau
untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1352 BW

Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-
undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 BW

Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan
orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.

Suatu pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang tidak berakar dari
perikatan nantinya akan menimbulkan suatu perbuatan melanggar hukum. Yang
dimaksud dengan kewajiban hukum disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh
hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun
hukum tidak tertulis.""

Dengan adanya pelanggaran kewajiban tersebut akan menimbulkan kewajiban-

kewajiban lain bagi pelaku untuk bertanggunggugat membayar ganti rugi.

T Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2602, h. 8
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Kewajiban dalam membayar ganti rugi karena Perbuatan Melanggar Hukum
dikualifikasikan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu perikatan. Dalam hal ini
perikatan untuk membayar ganti rugi mempunyai sifat primair karena tidak didahului
oleh pelanggaran suatu perikatan, melainkan melalui pelanggaran terhadap suatu
kewajiban hukum yang tidak obligatoir."?

Oleh karena itu sebagai akibat perbuatan seseorang yang melanggar hukum
pastinya akan menimbulkan suatu perikatan untuk membayar kerugian. Perihal Perikatan
yang lahir dari undang-undang untuk mengganti kerugian karena perbuatan seseorang
yang melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 BW yaitu tiap perbuatan yang melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal ini menetapkan, bahwa setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan orang
yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk
membayar kerugian itu. Pada mulanya para ahli begitu pula hakim menganggap bahwa
perbuatan melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-
undang atau hak orang lain saja (subjectiefrecht), namun lama kelamaan pendapat itu
dirasakan tidak tepat dan kurang memuaskan. Pada suatu waktu Hoge Raad
meninggalkan penafsiran sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang
perbuatan melanggar hukum. Hal itu terlihat jelas pada putusannya yang sangat terkenal
yaitu Putusan tanggal 31 Januari 1919 pada kasus Lindenbaum / Cohen. (HR 31-1-1919,

NJ 1919, 101; Lindenbaum/Cohen)

T2 J.H.Nieuwenhuis, Op.cit, h.117.
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Sejak putusan itu perbuatan melanggar hukum tidak saja perbuatan yang
melanggar undang-undang atau hak orang lain saja, melainkan sejak saat itu yang
diartikan dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang :

(1) melanggar hak orang lain; atau

(2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau

(3) bertentangan dengan kesusilaan; atau

(4) bertentangan dengan kecermatan atau kepatutan yang harus diindahkan datam
lalu lintas (pergaulan) masyarakat terhadap diri pribadi dan/atau barang orang lain.?
Dalam hal ini penulis mengidentifikasikan permasalahan lego jangkar K.M Kota Indah
sebagai perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban
hukum pelaku dan bertentangan dengan kecermatan atau kepatutan yang harus
diindahkan dalam lalu lintas (pergaulan) masyarakat terhadap diri pribadi dan / ataun

barang orang lain.

1.1 Perbuatan Melanggar Hukum yang Bertentangan dengan Kewajiban Hukum
Pelaku.

Bahwa sebelum terjadinya suatu kesalahan, kecerobohan sehingga menyebabkan
timbulnya peristiwa lego jangkar, masing-masing pihak baik pelaku maupun korban
mempunyai hak dan kewajiban yang harus .dipatuhi dan dijalankan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban pelaku diatur pada undang-
undang Pelayaran, undang-undang komunikasi, dan peraturan tentang keselamatan

pelayaran atau SOLAS serta Surat Edaran Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Sby.

B bid h.118.
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Sedangkan hak dan kewajiban korban diatur pada undang-undang Ketenagalistrikan dan
peraturan pemerintah tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Oleh karena itu dengan adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran baik
terhadap kewajibannya sendiri maupun melanggar hak / kewajiban pihak lain, yang
nantinya akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang merasa tidak dapat
memenuhi kewajibannya dan merasa dirugikan akibat perbuatan pihak tersebut yang
melanggar hukum, maka secara tidak langsung akan menimbulkan hubungan hukum
antara kedua belah pihak.

Disatu sisi pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan upaya-upaya seperti
pengajuan tuntutan atau gugatan penggantian kerugian kepada pihak yang dianggap telah
melakukan perbuatan melanggar hukum. Disisi lain si pelaku berkewajiban untuk
bertanggunggugat membayar kerugian kepada korban. Serta jika pihak korban merasa
telah melakukan kewajibannya dengan benar namun dianggap oleh pihak lain telah
melakukan kesalahan maka pihak tersebut juga berkewajiban untuk membuktikan bahwa
ia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan apabila ia tidak mampu
membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka dalam hal ini si pelaku berkewajiban untuk
sebaliknya melakukan pembuktian yang biasa disebut dengan beban pembuktian terbalik.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hukum pelaku, sesuai dengan ketentuan
yang ada pada Undang — Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Pelayaran pasal 1
angka 12, nahkoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan
umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nahkoda merupakan pimpinan diatas kapal

yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan,
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keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan yang menjadi kewajibannya.
(pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran) Maka berdasarkan ketentuan diatas nahkoda
kapal mempunyai kewajibannya untuk :

Pasal 15 ayat (1) UU Pelayaran

Nahkoda atau pemimpin kapal selama berlayar wajib mematuhi aturan-aturan
yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, system rute,
sarana navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran yang diatur dalm
undang-undang ini.

Pasal 1 angka 6 UU Pelayaran

Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk
secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam
menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau
rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar,;

Pasal 57 UU Pelayaran
1) Nahkoda atau pemimpin kapal, wajib berada dikapal selama berlayar,
kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.
2) Nahkoda atau pimpinan kapal yang akan berlayar, wajib memastikan
bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan

4) Nahkoda atau pimpinan kapal wajib memperhatikan dan memelihara
kondisi kapalnya tetap laik laut untuk berlayar.

Pasal 60 ayat (1) UU Pelayaran

Nahkoda atau pimpinan kapal untuk kapal ukuran tertentu, wajib

menyelenggarakan buku harian kapal.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan keselamatan pelayaran
yaitn Safety of Life at Sea. (SOLAS), nahkoda K.M Kota Indah mempunyai tugas atau
kewajiban yaitu :

1. Nahkoda sebagai pelaut yang handal dan professional harus selalu waspada dan
ekstra hati-hati untuk menjaga agar K.M Kota Indah tetap berada pada posisi yang
aman, tidak bergeser / hanyut sehingga memasuki daerah larangan yang
dikhawatirkan jangkar kapal terkait pada kabel laut. Tindakan yang harus

dilakukan oleh nahkoda yaitu :

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
25

» Sewaktu kapal sedang berada di alur pelabuhan maka untuk menentukan
posisi diyakinkan dulu dengan memakai baringan darat dan cek radar,
sedangkan alat elekironik seperti GPS (Global Position System ) hanya
digunakan sebagai pengecek;

» Hasil penentuan posisi dengan baringan darat atau dengan alat lain harus
dicatat pada log book kapal;

» Diadakan jaga laut dan harus ada perwira dianjungan yang terus menerus
memantau posisi dan diplot di peta; dan

» Adanya instruksi yang jelas untuk melakukan pengecekan posisi sesering
mungkin dan selalu berpatokan pada benda-benda darat.

Nahkoda harus mempunyai peta dan peta tersebut harus up to date;
Nahkoda mempunyai keharusan untuk mendengarkan radio pantai minimal 8 jam
schari.

Sesuai dengan Kketentuan yang ada pada Surat Edaran Administrator

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya No. HK. 506/01/01/ADPL/SBA-97 tanggal S

Januari 1998 Tentang Larangan Daerah Berlabuh Jangkar, semua nahkoda kapal

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dibawah ini yaitu :

1.

Dilarang berlabuh jangkar didekat posisi kabel laut sesuai dengan ketentuan pada
peta hidral no. 84;
Menjaga dengan baik kapalnya agar tidak larat atau hanyut pada saat berlabuh

jangkar atau lego jangkar;

. ABK kapal harus cukup cakap saat kapal sedang berlabuh jangkar sehingga siap

sewaktu-waktu bila diperlukan.
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Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, menurut pasal 40 ayat (1) Undang-
Undang Pelayaran, setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di
pelabuhan wajib mematuhi peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran
lalu lintas kapal di pelabuhan, yang pengawasannya dilakukan oleh syahbandar. Dengan
adanya peraturan tersebut maka nahkoda K.M Kota Indah harus tetap mematuhinya
walaupun posisi kapal pada saat lego jangkar berada di luar dermaga (berlabuh

sementara), mengingat dermaga Pelabuhan Tanjung Perak pada saat itu masih padat.

1.2 Perbuatan Melanggar ﬁukum yang Bertentangan dengan Kecermatan atau
Kepatutan yang harus diindahkan dalam lalu lintas (pergaulan) masyarakat
terhadap diri pribadi dan/ataun baranrg orang lain.
Bahwa dalam kasus lego jangkar ini perbuatan yang dilakukan oleh Nahkoda K.M
Kota Indah dikategorikan oleh penulis sebagai perbuatan yang telah melanggar azas
kecermatan atau kepatutan dalam lalu lintas pelayaran terhadap keberadaan Instalasi
kabel listrik bawah laut milik PT PLN (Persero), karena pada dasarnya :
= Nahkoda kapal menyadari bahwa K.M Kota Indah bertabuh jangkar diposisi yang
sangat dekat (too close) dengan kabel laut;
= Nahkoda kapal telah ceroboh dalam memantau posisi kapal pada saat lego
jangkar, pada saat itu nahkoda menentukan posisi kapal hanya dengan
menggunakan alat Global Position System (GPS). Dengan dipakainya alat GPS
menyebabkan posisi K.M Kota Indah setelah diplot di peta tidak cocok / tidak
akurat dengan keadaan yang sebenarnya, pada hal seharusnya sebagai pelaut yang

professional sudah mengetahui ketentuan-ketentuan Internasioanl (SOLAS) yang
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mewajibkan bahwa sewaktu kapal sedang berada di alur pelabuhan andalan utama
untuk menentukan posisi ialah menggunakan baringan darat. Baringan darat
adalah cara mengambil posisi kapal dengan mengambil patokan benda darat
seperti mercu suar, buoy, ujung dermaga, ujung belokan, tanjung, cerobong asap,
dll. (Sedangkan alat lainnya seperti GPS hanya digunakan sebagai alat Bantu)
= Nahkoda kapal tidak menghiraukan keberadaan pelampung suar kuning yang
berpasangan dengan rambu suar kuning yang merupakan Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran scbagai sarana yang berfungsi memberitahukan adanya bahaya dan/atau
rintangan dalam hal ini yaitu kabel laut;
» Selama K.M. Kota Indah berlabuh jangkar diposisi tersebut, nahkoda kapal tidak
melakukan pengamatan yang baik atau cermat melalui penglihatan, pendengaran
atau penggunaan alat tertentu yang dapat mengetahui secara dini adanya gejala
bahwa kapalnya telah mengalami farat atau hanyut pada saat berlabuh jangkar.
Namun kenyataan pada saat K.M Kota Indah sedang lego jangkar dan berada
pada alur pelabuhan, nahkoda kapal tidak melaksanakan dengan benar kewajiban atau
tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
yang ada serta sesuai dengan azas kecermatan atau kepatutan yang berlaku pada lalu
lintas pelayaran, sehingga akhimya menimbulkan peristiwa lego jangkar yang
mengakibatkan padamnya aliran listrik ke Pulau Madura.

Sedangkan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hukum korban yaitu PT PLN
(Persero), menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan

Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan
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(Persero), maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara
sebagaimana pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan adalah :
1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk
keuntungan berdasarkan prinsip pengeloiaan perusahaan;
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai
dengan tujuan untuk :
a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan
penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;
3. Merintis kegiatgm usaha penyediaan tenaga listrik;
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga
listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 25 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyedian dan Pemanfaatan
tenaga listrik Jo UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, PT PLN
(Persero) sebagai pemegang kuasa dari usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin dari
usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam rangka menyediakan tenaga
listrik wajib :

a. Memberikan pelayanan yang baik;
b. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
¢. Menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik;
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d. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa,
kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan

e. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang
mungkin timbul.

Selain hal tersebut diatas, perlu dipertegas bahwa demi keamanan pelabuhan,
sebelum kabel laut tersebut dipasang telah dilakukan survey terlebih dahulu oleh Tim
Gabungan dari pihak yang berwenang, PT PLN (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut
dimana pemasangannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana
dituangkan pada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PP.72/1/7-86
tanggal 19 Maret 1986 tentang [jin Pemasangan Kabel Laut Sirkuit I — II dan Surat
Keputusan Dirjen Perbubungan Laut No. PLN.87/1/18-96 tanggal 24 April 1996
tentang Ijin Pemasangan Kabel Laut Sirkuit 111

Dengan adanya peristiwa lego jangkar K.M Kota Indah pada kabel laut Jawa
Madura, PT PLN (Persero) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
ketentuan diatas pada butir (a) dan (b). Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada saat
peristiwa padamnya aliran listrik Pulau Madura. Dengan padamnya aliran listrik di Pulau
Madura menyebabkan masyarakat disana tidak dapat menikmati aliran listrik secara
optimal selama + 3 (tiga) bulan. Dengan kejadian itu secara tidak langsung PT PLN
(Persero) telah merugikan masyarakat se-pulau Madura. Karena masyarakat Madura
merasa terganggu akibat kejadian tersebut atau mengalami kerugian maka PT PLN
(Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab meskipun kejadian tersebut

timbul bukan karena kesalahannya.
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Tanggung jawab PT PLN (Persero) diwujudkan dengan jalan memperbaiki kabel
listrik bawah laut Jawa Madura. Pastinya dalam upaya-upaya perbaikan tersebut pthak PT
PLN (Persero) mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang digunakan untuk
penyelidikan, perbaikan, penggantian kabel, biaya penyewaan mesin diesel untuk
penerangan sementara pada saat kabel laut dalam proses perbaikan dsb. Padahal patut
untuk diketahui bahwa timbulnya kerugian masyarakat se-pulau Madura tersebut
disebabkan oleh peristiwa lego jangkar K.M Kota Indah yang secara langsung menunjuk
pada kesalahan nahkoda kapal karena akibat kecerobohannya ia tidak melaksanakan
kewajiban yang telah dibebankan kepadanya oleh hukum.

Dengan adanya peristiwa lego jangkar yang mengait kabel laut sirkuit 1 dan 3
tersebut, menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan K.M Kota Indah
secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar
hukum yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 Jo pasal 1366
BW. Kewajiban untuk membayar ganti kerugian inilah yang diartikan oleh penulis
sebagai suatu perikatan. Dalam hal ini perikatan untuk membayar ganti rugi mempunyai
sifat primair karena tidak didahului oleh pelanggaran suatu perikatan, melainkan melalui
pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.
“...pelanggaran kewajiban tersebut boleh diperkenankan untuk memperoleh ganti rugi
karena kesalahan perdata melanggar kewajiban undang-undang.'* Oleh karena itu sebagai
akibat perbuatan seseorang yang melanggar hukum (undang-undang) pastinya akan
menimbulkan suatu perikatan untuk membayar kerugian. Hal ini dapat penulis

interpretasikan dari ketentuan pasal 1239 BW.

¥ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, h.231
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Pasal 1239 BW

Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesnatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,

apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya

dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan ketentuan diatas, sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum
kelalaian, kecerobohan nahkoda K.M Kota Indah sehingga tidak memenuhi kewajiban
dengan semestinya sesuai ketentuan yang ada pada Undang-undang Pelayaran dan
Ketentuan peraturan keselamatan pelayaran yaitu SOLAS ( Safety of Life at Sea ), maka
secara tidak langsung akan menimbulkan hubungan hukum atau perikatan antara nahkoda
K.M Kota Indah dengan PT PLN (Persero).

Perikatan yang dimaksud oleh penulis disini berkaitan erat dengan kewajiban
untuk membayar ganti rugi kepada PT PLN (Persero). Ganti kerugian disini meliputi rugi
/ kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh PT PLN (Persero). Jadi berdasarkan
alasan diatas patutlah bahwa PT PLN (Persero) sebagai pihak yang dirugikan berhak
untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Jo pasal 1366 BW,

Dengan adanya permohonan atau gugatan ganti rugi ke pengadilan secara tidak
langsung akan menimbulkan suatu perikatan antara PT PLN (Persero) dengan ketiga
pihak yang terkait dengan K.M Kota Indah. Disatu sisi PT PLN (Persero) sebagai korban
berhak untuk meminta pertanggungjawaban, disisi lain pihak pelaku yaitu Nahkoda K.M
Kota Indah beserta pihak-pihak ketiga lainnya yang terkait langsung dengan K.M Kota
Indah berkewajiban untuk bertanggunggugat membayar ganti kerugian kepada

Perusahaan Listrik Negara.
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2. Kerugian yang Diderita oleh PT PLN (Persero)

Akibat umum dari adanya perbuatan melanggar hukum selain akan menimbulkan
kerugian bagi korban juga akan menimbulkan kekotoran dalam tubuh masyarakat,
kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan pendek kata
dapat dinamakan sebagai suatu keganjilan, keganjilan ini dapat mengenai pelbagai
perhubungan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan seorang
manusia seperti kekayaan harta benda, tubuh, jiwa, dan kehormatan.'® Berkaitan dengan
perbuatan melanggar hukum, kerugian menjadi bagian yang paling penting yang harus
dibuktikan oleh korban. Mengingat kerugian itu harus diganti oleh orang-orang atau
pelaku yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian itu.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang merupakan dasar hukum perdata di
Indonesia, dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum mengatur kerugian dan
ganti rugi melalui 2 (dua) pendekatan yaitu : 1

1. Ganti Rugi Umum; dan
2. QGanti Rugi Khusus,

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk
kasus-kasus wanprestasi, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya
termasuk karena perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 BW.
Ketentuan tentang perikatan untuk mengganti kerugian yang timbul dari perbuatan

wanprestasi oleh BW diatur pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 BW.

= R Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang dari Sudut Hukum Perdata),
Mandar Maju, Bandung, 2000, h.13
' Munir Fuady, Op.cit, h. 136.
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Dikarenakan ketentuan yang ada pada pasal 1365 Jo pasal 1366 BW hanya mengatur

tentang tanggunggugat dalam bentuk kerugian saja, maka dalam hal perikatan untuk

mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dalam bentuk biaya dapat penulis

analogikan dengan menggunakan ketentuan pasal 1246 BW.

Pasal 1246 BW

Biaya, rugi, dan bunga yang oleh kreditor boleh dituntut akan penggantiannya,
terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya
harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian
serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Dalam hal ini pasal 1246 BW membagi komponen ganti rugi menjadi 3 (tiga)

bagian, yaitu sebagai berikut :'’

1. Biaya;

Biaya adalah setiap cost atau uang, ataupun yang dapat dinilai dengan
uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan,
sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak
dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya
perbuatan melanggar hukum.

Rugi (kerugian); atau

Rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurangnya /
merosotnya nifai kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi
atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk
perikatan karena adanya perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda
seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari
seseorang manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. **

Bunga.

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak
jadi diperoleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi atau sebagai
akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan
karena adanya perbuatan melanggar hukum.

Dalam hal ini, pengertian bunga dalam pasal 1243 Jo pasal 1246 BW lebih
luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti
“bunga uang® (interest), yang hanya ditentukan dengan prosentase dari
hutang pokok.

™ Ibid h. 137

1* R Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, h.16
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Sedangkan ganti rugi khusus yaitu ganti rugi khusus terhadap kerugian yang
timbul dari perikatan-perikatan tertentu, misainya ganti rugi untuk perbuatan melanggar
hukum, ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang fain, ganti rugi untuk
pemilik binatang, ganti rugi untuk pemilik bangunan atau gedung yang ambruk, ganti
rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh, ganti rugi karena orang
yang telah luka atau cacat anggota badan atau ganti rugi karena tindakan penghinaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebagai akibat dari kelalaian,
kecerobohan atau kekurang hati-hatian nahkoda K.M Kota Indah sehingga menyebabkan
kabel laut sirkuit 1 & sirkuit 3 Pulau Jawa Madura terputus serta menyebabkan salah satu
ujung kabel 2 (arah Gresik) melengkung membentuk lingkaran dan ujung arah Tajungan
belok kearah selatan sehingga menyebabkan aliran listrik di Pulau Madura padam selama
+ 3 bulan. Dengan kejadian tersebut secara tidak langsung menimbulkan kerugian
terutama bagi PT PLN (Persero) serta masyarakat se-pulau Madura.

Pada azasnya kerugian dapat dihitung secara concreet, artinya harus diperhatikan
kerugian atau kerusakan apa yang diderita oleh si korban atau secara abstract artinya
bahwa kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian yang diderita yang
biasanya dibandingkan atau disesuaikan dengan keadaan umum. Perihal kerugian dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kerugian Materiil;
Kerugian yang dapat dihiting secara matematis yang sejak semula dapat
dinilai dengan sejumiah uvang. Biasanya kerugian materiil disebut juga

dengan kerugian harta benda. (vermogens schade)

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari



IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

35

Mengenai kerugian harta kekayaan dapat dibedakan lagi menjadi 2
(dua) pos kerugian yaitu :

» Biaya-biaya, baik untuk perbaikan dan pemulihan; (bantuan dokter
dan pengobatan)

» Kerugian penghasilan yang terdiri atas selisih antara penghasilan
yang akan diperoleh korban, andaikata ia tidak menderita kerugian,
dan penghasilan yang masih diperoleh sekarang sebagai akibatnya
itu. (kehilangan nafkah)

2. Kerugian Inmateriil; atau
Kerugian inmateriil merupakan kerugian berupa pengurangan kesenangan
atau gairah hidup karena ketakutan, rasa sakit (kesakitan) maupun cacat
badan yang ditimbulkan oleh penganiayaan, yang tidak dapat dihitung
secara matematis. (Kerugian Non-Materiil) Ganti kerugian inmateriil yang
dapat dikabulkan yaitu yang menyangkut kematian (Pasal 1370 BW),
luka-luka (pasal 1371 BW), suatu kejahatan yang dilakukan terhadap
pribadi seseorang (pasal 1371 ayat 3 BW), adanya pelanggaran terhadap
nama baik. (Penghinaan)

3. Kerugian Idiil.
Kerugian yang semula tidak dapat dikatakan mempunyai nilai uang,
sekalipun mungkin nantinya dijabarkan antara lain oleh pengadilan
melatui putusannya dalam jumlah tertentu. Dapat disebut juga sebagai
Kerugian Moril. Misalnya : kerugian berupa penggantian biaya-biaya

pemakaman dan uang duka.
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Kerugian yang dimaksud disini adalah suatu keadaan berkurangnya nilai atau
harta kekayaan korban yaitu PT PLN (Persero) sebagai akibat adanya pengeluaran biaya-
biaya yang langsung disebabkan oleh perbuatan Nahkoda K.M Kota Indah. Biaya-biaya
tersebut digunakan oleh PT PLN (Persero) untuk biaya penyelidikan, perbaikan dan
penggantian kabel serta biaya pengoperasian / penyewaan mesin diesel / pembangkit
listrik yang digunakan untuk penerangan sementara pada saat kabel laut sedang dalam
proses perbaikan.

Dalam hal ini perincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT PLN
(Persero) adalah sebagai berikut :

1. Biaya survey hidrografi untuk melakukan penyelidikan tentang kabel laut yang

terputus sebesar US § 20.691;

2. Biaya perbaikan dan pemasangan kabel laut yang terputus;
» Enabling work cirkuit 1 dan circuit 2 sebesar US $ 2.288.000;
= Repair work circuit 1 dan repair work circuit 2 sebesar US $ 1.623.000;
= Pembelian bahan material yaitu :
» Cable sepanjang 472 meter sebesar US $ 354.000;
» Fixed joint + flexible joint sebesar US § 391.304;
» Cable fluid sebanyak 50 drum sebesar US $ 53.000;
» Protection works sebesar US $ 970.000.
3. Biaya untuk mengadakan rehabilitasi dan mobilisasi genset-genset;
= Pemindahan, pembuatan pondasi dan operasional genset Rp. 5.484.040;

» Mobilisasi genset emergensi jaringan 20 Kv Rp. 716.994.823;
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= Kerugian dari penghasilan penjualan Kwh yang hilang selama 2 2 bulan
sebesar Rp. 4.000.000.000;

4. Biaya untuk mengatasi aliran listrik di Pulau Madura yang padam, sementara
kabel laut dalam proses perbaikan;

» Biaya untuk menyewa 6 unit mesin diesel dari PT Sumberdaya Sewa

Tama sebesar Rp. 4.769.154.475;

» Biaya untuk menyewa 6 unit mesin diesel dari PT Kratimex Energi
sebesar Rp. 7.380.370.510;

» Biaya untuk menyewa 7 unit mesin diesel dari PT Kera Sakti Bahana
sebesar Rp. 1.698.955.900;

* Biaya untuk menyewa 4 unit mesin diesel dari UD Mandiri sebesar

Rp.1.146.448.020;

Lh

. Biaya untuk menarik dan memindahkan PLTD Apung I dari Pontianak ke Madura

sebesar Rp. 467.719.000; (perjanjian yang dibuat dengan PT Samapta Nusantara)

(=)

. Biaya penarikan PLTD Apung dari pelabuhan khusus PT Garam di Camplong ke
Kalianget sebesar Rp. 28.820.000; (perjanjian yang dibuat dengan PT EMKL

Sanusi Sipatakkong)

=

Biaya penempatan PLTD Apung sebesar Rp. 11.220.000; (perjanjian yang dibuat

dengan PT Garam)

bl

Biaya relokasi 2 (dua) unit PLTG, salah satunya yaitu PLTG Gresik sebesar Rp.

23.921.000.000;

e

Biaya lain-lain sebesar Rp. 2.210.000.000; (biaya konsultan maritime, kelautan,

cable ecpert, biaya penyelam, biaya sewa kapal, akomodasi, dil)
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Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sehubungan dengan
kasus lego jangkar K.M Kota Indah yaitu sebesar US $ 5.699.995 (lima juta enam ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima dollar Amerika
Serikat) dan sebesar Rp. 15.800.687.905; (lima belas milyard delapan ratus juta enam
ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah)

Berdasarkan pada seluruh perhitungan-perhitungan diatas maka PT PLN (Persero)
telah mengajukan gugatan / tuntutan ganti rugi kepada Advance Container Lines (PTE)
LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku
pemilik K.M Kota Indah dan Nahkoda K.M Kota Indah sebagai orang yang dianggap
berkewajiban untuk bertanggung gugat terhadap kondisi atau kerugian yang dialami oleh
PT PLN (Persero). Gugatan ganti rugi tersebut didasarkan pada Pasal 1365 Jo pasal 1366

BW dan pasal 1367 ayat (1) and (3) BW.

3. Wujud Penggantian Kerugian yang Dituntut oleh PT PLN (Persero)

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi dengan konsep
ganti rugi karena Perbuatan Melanggar Hukum. Pada dasarnya kedua hal tersebut
memiliki kesamaan bentuk dalam hal adanya tuntutan ganti rugi. Pada wanprestasi
bentuk ganti rugi dapat berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan bentuk ganti rugi
pada perbuatan melawan hukum dapat berupa segala bentuk ganti rugi yang diinginkan
oleh penggugat dalam hal ini pihak yang menderita kerugian, dengan syarat hakim
menilai mungkin atau menganggap sesuai atau wajar dengan situasi dan kondisi kerugian

yang ada pada saat itu.
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Disamping itu pihak penggugat dalam hal ini PT PLN (Persero) harus mampu
membuktikan segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan kabel listrik
bawah laut Jawa Madura. Pembuktian itu dapat dilakukan pada saat proses persidangan
berlangsung dengan cara menunjukkan bukti-bukti pembayaran dari awal perbaikan
sampai dengan perbaikan selesai berupa surat bukti transfer bank. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 164 HIR, bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu bukti dengan surat; bukti
dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Bentuk ganti rugi yang dikenal dalam perbuatan melanggar hukum adalah sebagai
berikut : 1*

1. Ganti rugi nominal;
2. Ganti rugi kompensasi;
3. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi nominal (nominal damages) merupakan ganti rugi berupa pemberian
sejumlah vang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang. Bahkan,
bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali. Dalam kasus perbuatan melanggar
hukum yang mengandung unsur kesengajaan layak diterapkan ganti rugi ini, sedangkan
untuk kasus perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur kelalaian kurang layak
diterapkan ganti rugi ini. Dengan kata lain jika ada perbuatan melanggar hukum yang
serius, seperti halnya perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi akibatnya
tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat
diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung seberapa

besar kerugian yang diderita oleh korban tersebut.

7 Munir Fuady, Op.cit., h. 134
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Ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti rugi berupa
pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami atau diderita
secara aktual (nyata) oleh pihak pelaku akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum
baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian. Ganti rugi kompensast ini
dapat dihitung dengan mudah sehingga keluar angka atau nominal kerugtan sekian
rupiah. Oleh karena itu ganti kerugian seperti yang telah dijelaskan diatas dapat disebut
juga dengan ganti rugi actual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan
oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk
penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain sebagainya.

Ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan ganti rugi dalam jumlah
yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti
rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini
layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajan yang berat.

Misalnya, diterapkan terhadap kasus penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa
kemanusiaan.

Sedangkan menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo sebagai akibat-akibat dari
adanya onrechtmatigedaad, si korban dapat mengajukan tuntutan-tuntutan atau gugatan-
gugatan sebagai berikut : 2°

1. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang;
Si korban berhak atas ganti rugi penuh, yaitu kerusakan atau kerugian
yang diderita (geledenschade), keuntungan yang seharusnya diperoleh

(gederfdewinst), ongkos / biaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

w R.Soctojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Onrechtmatige Daad, Djumali, Surabaya, 1979,
h.36
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2. Tuntutan pemulihan dalam bentuk natura; (herstel in de vorige toestand)

Pihak korban yang seharusnya memperoleh ganti rugi dalam bentuk uang,
disamping itu dapat juga menuntut ganti rugi (pemulihan) dalam bentuk
natura atau dalam keadaan asal. Ganti rugi yang berbentuk pengembalian
keadaan seperti semula adalah suatu cara yang lebih sederhana untuk
mencapai hasil yang dikehendaki daripada bentuk uang.
Lagipula cara itu memberi keuntungan bagi korban perbuatan melanggar
hukum bahwa ia tidak perlu membuktikan besarnya nilai kerugian yang
dideritanya. Dalam pelaksanaan putusan pengembalian keadaan seperti
semula, hakim dapat menambahkan hukuman uang paksa (dwangsom)
bagi pelaku perbuatan melanggar hukum. 2

3. Gugatan untuk melarang suatu perbuatan - gugatan ancaman; atau
Suatu gugatan dapat diajukan bilamana seseorang bersalah melakukan
suatu perbuatan onrechtmatig, tetapi juga dapat bilamana si pelaku sama
sekali belum berbuat onrechtmatig.

4. Gugatan terhadap pernyataan untuk hukum, bahwa suatu perbuatan adalah
onrecht. Suatu gugatan khusus ditujukan untuk menetapkan adanya
hubungan hukum dengan adanya suatu vonis hanyalah diizinkan, bilamana
si penggugat mempunyai kepentingan.

Pada kasus lego jangkar K.M Kota Indah menimbulkan kewajiban bagi Advance
Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah, Pacifik International

Lines (PTE) LTD selaku pemilik K.M Kota Indah dan Nahkoda K.M Kota Indah secara

*IR.M. Surycdiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang, Tarsito, Bandung, 1982, h. 48
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tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada pihak PT PLN (Persero), sesuai
dengan ketentuan pada pasal 1367 ayat (1) dan (3) BW, karena seperti yang telah
disebutkan pada sub bab sebelumnya Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik
dan pemegang route perjalanan K.M Kota Indah bertanggungjawab terhadap perbuatan
melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Nahkoda K.M Kota Indah.

Bahwa sebagai akibat dari kelalaian, kurang hati-hati dan kecerobohan tersebut
telah menyebabkan jangkar K.M Kota Indah terkait dengan kabel listrik bawah laut Jawa
Madura sehingga menyebabkan kabel laut terputus. Serta dengan terputusnya kabel laut
tersebut menyebabkan aliran listrik di Pulau Madura padam sejak jam 13.13 WIB pada
tanggal 19 Februari 1999 sampai dengan tanggal 30 April 1999.

Oleh karena itu diharapkan ganti kerugian yang diberikan oleh K.M Kota Indah
berbentuk ganti kerugian kompensasi (uang) sebagai total biaya yang dikeluarkan oleh
PT PLN (Persero) untuk biaya penyelidikan, perbaikan kabel laut, pergantian dan
penyewaan mesin diesel selama kabel laut sedang dalam perbaikan. Ganti kerugian
kompensasi yang akan diberikan oleh K.M Kota Indah disini merupakan ganti rugi
pembayaran secara langsung kepada PT PLN (Persero) sebagai korban yang benar-benar
menderita atau mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh nahkoda K. M. Kota Indah yang berakibat pada rusaknya kabel listrik bawah laut

sirkuit 1 dan 3 Pulau Jawa Madura.
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BAB IH
UPAYA HUKUM PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ATAS

KERUGIAN YANG DIDERITANYA

1. Tanggunggugat K.M Kota Indah Atas Kerugian PT PLN (Persero)

Dalam ruang lingkup hukum perdata yang lazim dilakukan berkaitan dengan
perbuatan melanggar hukum yaitu pembebanan tanggungjawab atau tanggunggugat
berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pelaku yang telah bersalah
melakukan suatu pelanggaran kewajiban hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis. Dengan kata lain pengertian tanggunggugat disini adalah kewajiban dari pelaku
yaitu Nahkoda K.M Kota Indah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum
beserta dengan pihak lain yang juga ikut bertanggunggugat secara tanggung renteng yaitu
Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik
International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route perjalanan K.M
Kota Indah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu gugatan yang
diajukan dihadapan pengadilan oleh PT PLN (Persero) terhadap mereka.

Oleh karena itu mengenai tanggunggugat atas kerugian yang ditimbulkan pada
pihak lain menurut J.H. Nieuwenhuis dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 2

1. Tanggunggugat Kesalahan (schuld aan sprakelijkheid),
2. Tanggunggugat Resiko (resico aan sprakelijkheid);

3. Tanggunggugat Kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian.

Z J H.Nieuwenhuis, op.cit, h. 135
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1.1 Tanggunggugat Kesalahan; (schuld aan sprakelijkheid)
Perihal tanggunggugat kesalahan dalam kasus K.M Kota Indah berkaitan erat
dengan pasal 1365 Jo pasal 1366 BW.
Pasal 1365 BW
Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak

lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.

Pasal 1366 BW
Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang discbabkan karena
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau
kurang hati-hatinya.
Dalam hal ini seseorang hanya dapat bertanggunggugat atas kerugian orang lain jika :
a. Adanya perbuatan; (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu)
b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum;
c. Adanya kesalahan; (kesengajaan atau kelalaian)
d. Menimbulkan kerugian;
e. Kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum si pelaku.
(Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian)
Unsur-unsur diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi secara bersama-sama (syarat
komulatif) untuk tanggunggugat berdasarkan pasal 1365 BW, namun kenyataannya
tanggunggugat berdasarkan pada pasal 1365 BW bertumpu pada dua tiang yaitu
perbuatan melanggar hukum dan kesalahan.
Perihal melanggar hukum, perbuatan dikatakan melanggar hukum jika diawali
oleh suatu perbuatan dari pelaku, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu

sesuai dengan ketentuan pada pasal 1239 BW. Dengan demikian yang dimaksud
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perbuatan melanggar hukum disini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan
timbulnya kerugian bagi PT PLN (Persero), sebagai akibat dari tindakan nahkoda KM
Kota Indah yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah
dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 15 ayat (1), pasal 57
ayat (1), (2), dan (4), serta pasal 60 ayat (1) Undang — Undang No. 10 Tahun 1992
Tentang Pelayaran serta ketentuan yang ada pada peraturan keselamatan pelayaran.
Perihal kesalahan, kesalahan harus mempunyai hubungan kausal dengan
timbulnya kerugian. Kesalahan adalah suatu keadaan dimana pelaku dapat menyesali
(verweten) segala tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang telah
dilakukannya.” Oleh karena itu unsur-unsur dari kesalahan yaitu :
=  Sj pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; (toerekenbaar)
Harus dilihat dari subyeknya itu sendiri, apakah dia dapat menyadari akibat dari
perbuatannya atau tidak. (Sudut Subyektif)
* Si pelaku dapat menduga sebelumnya bahwa perbuatan tersebut bersifat
melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Sehingga orang tersebut akan
memilih apakah dia akan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar

hukum. (Sudut Obyektif)

Bahwa sesuai dengan kasus lego jangkar K.M Kota Indah yang menggaruk dan
mengaijt kabel laut milik PT PLN (Persero) sebagaimana yang diuraikan dalam bab
sebelumnya, merupakan tanggungjawab dari nahkoda kapal yang dilakukan setidak-

tidaknya karena kelalaiannya berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

» 1bid, h.129.
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« Nahkoda kapal mengetahui bahwa arah dan kekuatan arus laut berubah dari
selatan ke utara serta mengetahui bahwa kekuatan arus laut naik menjadi 13 knot
dan mencapai puncaknya menjadi 16 knot pada jam 14.00 WIB berdasarkan data
dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Hidrografi TNI AL, namun ia tidak
melakukan upaya apapun untuk menjaga dengan baik K.M Kota Indah agar tidak
larat / hanyut sejak berlabuh jangkar pada jam 11.00 - 13.00 WIB;

= Nahkoda K.M Kota Indah telah lalai dalam memantau posisi K.M Kota Indah
walaupun pada jam 12.30 WIB telah mengetahui kapal sudah mulai hanyut atau
larat tetapi dia tidak melakukan usaha / tindakan apapun untuk mencegah secara
dini agar kapal tidak hanyut / larat lebih jauh;

» Selain itu perbuatan kecerobohan / kurang hati-hati yang dilakukan oleh nahkoda
juga dapat dilihat pada saat nahkoda mematikan mesin kapal. Seharusnya mesin
kapal tidak dimatikan dan semestinya mesin kapal tetap hidup untuk menjaga
kemungkinan kapal berubah posisi karena larat, mengingat membutuhkan waktu
+ 1 jam untuk menghidupkan kembali mesin kapal. Sehingga apabila kapal larat
sampai posisi kapal mendekati areal kabel laut dan larangan daerah berlabuh
jangkar, maka nahkoda dapat mengembalikan kapal ke posisi semula atau ke

tempat yang aman.

Dalam hal ini penulis selain menerapkan pasal 1365 BW juga menerapkan pasal
1366 BW, dengan maksud untuk menjelaskan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh
pelaku tersebut mengandung unsur kelalaian (culpoos) sehingga nantinya pelaku dapat

digugat untuk membayar ganti rugi. Hal ini bertentangan dengan pendapat Wirjono
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Prodjodikoro, bahwa pasal 1365 BW tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang
berhati-hati, melainkan hanya menyatakan bahwa harus ada kesalahan (schuld) di pihak
pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar
ganti kerugian.24 Namun pernyataan penulis tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa
dengan digunakannya pasal 1366 BW mengenai onrechtmatige daad tersebut
sesungguhnya bertujuan untuk mempertegas atau memperjelas bahwa tidak hanya
perbuatan yang disengaja saja, tetapi juga perbuatan culpoos atau kelalaian dapat digugat
| untuk membayar ganti rugi.”®
Berkaitan dengan hal tersebut diatas terdapat 3 (tiga) unsur penting kesalahan
perdata karena kelalaian yaitu : 2
1. Bahwa tergugat dibebankan kewajiban berhati-hati dalam melakukan kewajiban
hukumnya;
Tindakan berhati-hati yang layak itu seharusnya selalu dilakukan guna
menghindarkan kerugian terhadap setiap orang yang erat sekali / dipengaruhi
oleh perbuatan tergugat, dan terhadap siapa saja yang seharusnya mengira secara
layak mungkin dirugikan olehnya. (Azas Tetangga)
2. Bahwa kewajiban hukum itu dilanggar;
Kelalaian akan dianggap ada jika tergugat tidak berbuat dengan cara yang layak
dalam keadaan pada waktu itu. Suatu kelalaian diukur dengan suatu ukuran yang

layak karena makin besar resiko maka makin besar pula kewajiban berhati-hati itu .

diperlukan.

# R.Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, h. 24
3 R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op.cit, h. 2
% Abdulkadir Muhammad, Op.cit, h.212
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3. Bahwa akibat pelanggaran itu timbul kerugian.

Penggugat harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian sebagai akibat dari

pelanggaran kewajiban berhati-hati oleh tergugat. Dalam kerugian itu dapat

termasuk kerugian terhadap harta benda, kerugian pribadi, dan dalam beberapa
hal juga meliputi kerugian uang.

Sedangkan pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang
satu karena perbuatan pihak yang lain. Kemudian untuk membuktikan adanya hubungan
kausal antara perbuatan pelaku (kesalahan) dengan kerugian berkembang 2 (dua) macam
teori yaitu Teori Conditio sine Quanon dan Teori Adequate Veroorzaking. ¥

Teori condition sine quanon menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu
akibat; suatu akibat tidak akan terjadi jika sebabnya tidak ada. Jadi dalam teori ini dikenal
serangkaian sebab dan akibat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang
lainnya. Sedangkan teori adequate veroorzaking menyatakan bahwa suatu akibat baru
dapat dikatakan terjadi dikarenakan oleh suatu sebab, jika sebab tersebut dapat dikira-kira
terlebih dahulu (wajar/patut) bahwa dengan terjadinya suatu hal yang menjadi penyebab,
akan terjadilah suatu akibat.

Berkaitan dengan hal diatas penulis berusaha untuk menghubungkan kesalahan
dengan perbuatan yang dilakukan oleh nahkoda K.M Kota Indah sehingga karena
kelalaian, kecerobohannya menyebabkan jangkar KM Kota Indah mengait kabel laut
sirkuit 1 dan.3 Pulau Jawa Madura sampai terputus. Sedangkan yang dimaksud dengan
Kerugian disini adalah suatu keadaan berkurangnya nilai atau harta kekayaan PT PLN

(Persero) sebagai akibat adanya pengeluaran biaya-biaya yang langsung disebabkan oleh

T Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Op.cit, h. 117
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perbuatan Nahkoda K.M Kota Indah tersebut. Sesuai dengan feori adequate veroorzaking
dapat diartikan bahwa sebagai seorang pelaut yang professional, nahkoda K.M Kota
Indah dapat mengira-ngira sebelumnya (waspada atau hati-hati) karena perbuatan,
kesalahannya akan mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero)

Dalam hal ini sesuai dengan rentetan perbuatan melanggar hukum dan kesalahan
yang dilakukan oleh nahkoda kapal sehingga mengakibatkan kabel laut milik PT PLN
(Persero) digaruk dan dikait oleh jangkar K.M Kota Indah dan karenanya aliran listrik ke
Pulau Madura terputus serta timbul kerugian bagi pihak Perusahaan Listrik Negara, maka
nahkoda K.M Kota Indah berkewajiban untuk bertanggunggugat atas kerugian PT PLN

(Persero) sesuai dengan Ketentuan pasal 1365 Jo pasal 1366 BW.

1.2 Tanggunggugat Resiko (resico aan sprakelijkheid).

Perihal tanggunggugat resiko, sesuai dengan ketentuan pada pasal 1367 ayat (1)
dan (3) BW, majikan bertanggunggugat atas dasar kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan melanggar hukum bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya
yang dimaksud majikan disini adalah Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik
serta pemegang route perjalanan K.M Kota Indah.

Pasal 1367 BW

(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan
karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

(3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk
mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan
mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya.
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Berdasarkan ketentuan diatas tanggunggugat resiko “majikan” dipengaruhi oleh beberapa
hal yaitu:

a) Tanggunggugat berlandaskan pada hubungan atasan dan bawahan. Hal yang
menentukan disini adalah kewenangan dalam memberikan perintah atau instruksi
kepada bawahannya, kewenangan ini dapat timbul dari adanya perjanjian kerja;

b) Tanggunggugat bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melanggar hukum
tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

c) Tanggunggugat berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum dan kesalahan
pada pihak bawahan; dan

d) Tanggunggugat tidak berdasarkan pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan

yang dilakukan oleh majikan. (majikan tidak bersalah)

Bahwa dalam peristiwa lego jangkar ini selain nahkoda kapal terdapat pihak lain
yang harus terikat dan harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang disebabkan
oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh nahkoda K.M Kota Indah yaitu
Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik
International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route perjalanan K.M
Kota Indah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Pelayaran dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 33 UU Pelayaran

(2) Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung]awab untuk mengganti kerugian
atas setiap keruskan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum yang
diakibatkan oleh kapalnya;

(3) Untuk menjamin pelaksanaan tanggungjawab atas ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) pemilik dan/atau operator kapal wajib memberikan
jaminan.
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Pasal 321 KUHD

(1) Pengusaha adalah terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh

mereka, yang bekerja tetap atau sementara pada kapalnya, didalam jabatan

mereka dalam lingkungan kekuasaan mereka.

(2) Dia adalah bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan pada

pihak ketiga, oleh sesuatu perbuatan melanggar hukum dari mereka yang bekerja

tetap atau sementara pada kapalnya guna kepentingan kapal atau muatannya, asal
perbuatan melanggar hukum tadi dilakukan dalam jabatan mereka atau pada
waktu mereka itu sedang melakukan pekerjaan mereka.

Seperti yang telah disebutkan Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik
K.M Kota Indah bertanggungjawab atas kerugian PT PLN (Persero) karena dianggap
kedua pihak mempunyai hubungan dengan nahkoda K.M Kota Indah sebagai majikan
dengan pekerja yang dalam hal ini nahkoda K.M Kota indah dapat diartikan berada
dibawah kekuasaan Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota
Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route
perjalanan K.M Kota Indah.

Bahwa berdasarkan alasan diatas karena perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh nahkoda K.M Kota Indah sehingga mengakibatkan kerugian pada PT PLN
(Persero) mengharuskan Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M
Kota Indah dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang
route perjalanan K.M Kota Indah ikut bertanggungjawab untuk menanggung kerugian
atau dengan Kata lain kedua pihak tersebut secara tanggung renteng dengan nahkoda K.M
Kota Indah (bertanggunggugat) untuk membayar ganti rugi kepada PT PLN (Persero).

Pada dasarnya ketentuan mengenai tanggung renteng tidak dapat diterapkan pada

kewajiban untuk bertanggunggugat menanggung kerugian oleh pihak-pihak tersebut
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karena tanggung rtenteng hanya ada bilamana beberapa orang bersama-sama

bertanggunggugat atas suatu hutang.
Pasal 1278 BW .
Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi
antara beberapa orang berpiutang, jika didalam perjanjian secara tegas kepada
masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang
pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang
meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa
orang berpiutang tadi.

Oleh karenanya lebih tepat jika digunakan istilah Tanggung Renteng yang Tidak

Sewajarnya atau Gugatan Berbarengan (samenloop van vorderingen) karena antara si

pelaku dengan masing-masing pihak ketiga yang terkait terletak perikatan atau kewajiban

khusus.

1. 3 Tanggunggugat Kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian

Jika dalam keadaan normal pihak yang dirugikan (Penggugat) wajib
membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sedangkan
dalam hal tanggunggugat kesalahan dengan pembagian ataupun pembalikan beban
pembuktian jika telah terjadi secara nyata pelanggaran norma, maka pihak pelaku
(Tergugat) berkewajiban untuk meniadakan anggapan atau persangkaan dalam
menunjukkan bahwa dia tidak bersalah atau tidak berbuat melanggar hukum. Hal ini
dilakukan sebagai konskwensi dari keterbatasan kemampuan korban untuk mendatangkan
saksi-saksi atau alat-alat bukti lainnya guna membuktikan adanya perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu dalam prakteknya dikenal 3 (tiga)

macam doktrin berkaitan dengan pembuktian yaitu :
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1. Doktrin Pembuktian Terbalik;

Doktrin Pembuktian Terbalik (omkering van bewijslast) adalah suatu
kewajiban pembuktian yang ditekankan kepada pihak yang disangkakan
sebagai pelaku. Dengan demikian beban pembuktian bahwa pihak pelaku
tidak bersalah ada pada pundak pelaku sendiri, karena pihak pelakulah
yang dianggap paling banyak mengetahui tentang hal ikhwal terjadinya
kejadian tersebut. Sehingga apa yang terjadi sebenarnya adalah
pembalikan alat bukti dari pundak korban ke pundak pelaku. 8

2. Doktrin Res Ipsa Loquitor; dan
Doktrin Res Ipsa Loquitor merupakan suatau doktrin dalam bidang
pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu
perbuatan melanggar hukum dalam bentuk kelalaian atau dalam bentuk
kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari
pihak pelaku, tetapi cukup dengan menunjukkan fakta-fakta yang terjadi
dan kemudian menarik sendiri kesimpulan, bahwa pihak pelaku
kemungkinan besar melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.
Dengan kata lain doktrin Res Ipsa Loquitor bertujuan untuk mencapai
keadilan, dimana pihak korban dari perbuatan melanggar hukum dalam
kasus-kasus tertentu yang sangat sulit untuk membuktikan adanya unsur
kelalaian, terlebih lagi jika bukti-bukti tersebut berada dalam akses atau
kontrol pelaku, dan karenanya tidak adil jika pihak korban yang harus
menanggung sendiri akibat dari 2gerbuatan yang sebenamnya merupakan
kelalaian dari pihak lain tersebut.

3. Doktrin Tanggung Jawab Mutlak.

Doktrin tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah suatu tanggung
jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melanggar
hukum tanpa melihat apakah pihak yang bersangkutan dalam melakukan
perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini
pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun
dalam melakukan perbuatannya itu dia melakukannya dengan tidak
sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian,
maupun ketidakpatutan,

Jenis tanggunggugat kesalahan dengan pembagian ataupun pembalikan beban
pembuktian tersebut berbeda dengan jenis tanggunggugat sebagaimana yang ditentukan
dalam pasal 1365 Jo pasal 1366 BW yang biasa disebut dengan Tanggunggugat

Kesalahan dengan klasifikasi unsur kelalaian - kecerobohan.

# Munir Fuady, Op.cit, h.100.
2 bid, h.101
3 Ibid, h.173
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Jenis tanggunggugat ini biasanya dikaitkan dengan kewajiban penggugat untuk
membuktikan adanya kesalahan dari pihak tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam

pasal 1865 BW atau pasal 163 HIR. (Memberikan pedoman dalam hal Pembagian Beban

Pembuktian)

Pasal 1865 BW

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk

pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.

Namun pada kenyataannya pihak penggugat yaitu PT PLN (Persero) dan pihak
tergugat yaitu Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah
dan Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route
perjalanan K.M Kota Indah serta nahkoda K.M Kota Indah mempunyai porsi atau takaran
yang seimbang dalam hal pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu dalam

gugatan yang diajukan oleh PT PLN (Persero) hanya berdasarkan pada tanggunggugat

kesalahan dan tanggunggugat resiko saja.

2. Dasar Gugatan PT PLN (Persero) Kepada K.M Kota Indah
Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis, Pasal 1365 BW membuka kemungkinan
pengajuan berbagai dasar gugatan yang terpenting menjadi 3 (tiga) hal yaitu: 3
1. Gugatan atas ganti rugi
2. Gugatan atas pernyataan sebagai hukum

3. Gugatan dalam bentuk perintah atau larangan hakim

3 J H.Nieuwenhuis, Op.cit, h.133.
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2.1 Gugatan atas Ganti Rugi

Perihal dasar gugatan atas ganti kerugian dapat berupa gugatan atas kerugian
secara materiil maupun gugatan atas kerugian immaterial. Rugi atau kerugian (dalam arti
sempit) adalah keadaan berkurangnya / merosotnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat
adanya wanprestasi atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya,
termasuk perikatan karena adanya perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian secara
materiil dapat berupa pengembalian dalam bentuk semula maupun penggantian dalam
bentuk biaya, rugi dan bunga. Penggantian dalam ketiga bentuk tersebut yang diberikan
oleh pelaku adalah suatu bentuk prestasi dalam jumiah tertentu yang dapat dinilai dengan
uang. Hal ini berarti setiap perikatan yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum
akan membawa pelaku, korban, serta pihak ketiga lainnya yang terkait dengan suatu
peristiwa, kepada suatu prestasi yang selatu diukur dengan uang.

Dikarenakan ketentuan yang ada pada pasal 1365 Jo pasal 1366 BW hanya
mengatur tentang tanggunggugat dalam bentuk kerugian saja, maka dalam hal gugatan
ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum mengenai bentuk-bentuk gugatan ganti
rugi berupa biaya dapat penulis analogikan dengan menggunakan ketentuan pasal 1246
BW. Walaupun ketentuan sebagaimana pasal 1246 BW tersebut sebenarnya merupakan
salah satu ketentuan tentang perikatan untuk mengganti kerugian yang timbul dari
perbuatan wanprestasi yang telah ditentukan sebelumnya dari pasal 1243 sampai dengan
pasal 1252 BW, namun dalam hal ini penulis tetap saja menggunakan pasal tersebut

dalam membantu menentukan komponen dari ganti rugi yaitu biaya dan kerugian.
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Mengenai bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dikenakan pada pelaku dalam hal
ini yaitu Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah,
Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route perjalanan
K.M Kota Indah dan nahkoda K.M Kota Indah, maka berkaitan dengan hal tersebut dapat
digunakan pasal 1246 BW yang menentukan sebagai berikut: “biaya, rugi, bunga yang
oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas
ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,
dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang

akan disebut dibawah ini.”

2.2 Gugatan atas Pernyataan Sebagai Hukum

Perihal dasar gugatan atas pernyataan sebagai hukum, dalam hal ini PT PLN
(Persero) sebagai pihak yang dirugikan (korban) dapat menuntut pernyataan hukum
kepada nahkoda K.M Kota Indah bahwa atas kesalahan, kecerobohannya menyebabkan
suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam pernyataan hukum, PT PLN (Persero)
berkepentingan atas pernyataan hukum tersebut dan adanya ancaman nyata bahwa pelaku
yaitu nahkoda K.M Kota Indah tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
Didalam surat pernyataan tersebut akan memberikan jaminan dalam bentuk tertulis
bahwa pelaku (nahkoda K.M Kota Indah) tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang
telah mengakibatkan kerugian bagi PT PLN (Persero).

Walaupun terdapat alat-alat bukti seperti print out event lagger scoda di kantor PT
PLN (Persero) Unit Pengaturan Beban Waru — Taman Sidoarjo, laporan petugas Monitor

Gerdu Induk Gilimanuk dan laporan Monitor PLTU Gresik serta banyak saksi - saksi
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mata yang mengetahui / melihat bahwa pada saat aliran listrik di Pulau Madura padam
lalu terdengar bunyi ledakan, posisi K.M Kota Indah telah berada diatas alur kabel laut
sirkuit 1 dan 3 Pulau Jawa Madura, namun tetap saja nahkoda K.M Kota Indah tidak mau
membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya bersalah dan memberikan jaminan
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT PLN (Persero).

Setelah peristiwa lego jangkar K.M Kota Indah itu terjadi dan terlihat dengan
nyata bahwa PT PLN (Persero) mengalami kerugian yang cukup besar, pihak pelaku
dalam hal ini nahkoda K.M Kota Indah, dkk terkesan melemparkan kesalahan kepada PT
PLN (Persero). Hal ini dapat terlihat setelah mereka menyangkal semua dalil-dalil yang
diajukan oleh PT PLN (Persero) pada proses persidangan, dalam hal ini mereka
menyatakan bahwa pemasangan kabel yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) tidak
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang antara lain tidak ditanam pada
kedalaman yang disyaratkan dan / atau pada kedalaman yang aman.

Padahal demi keamanan lalu lintas pelabuhan, PT PLN (Persero) sebelum
memasang kabel laut sirkuit 1, 2, dan 3 Pulau Jawa Madura telah melakukan survey
terlebih dahulu. Sesuai hasil survey dan Tim Gabungan pihak yang berwenang dan ljin
dari Dirjen Perhubungan Laut, kabel laut 1 dan 2 ditanam 3 m di seabed, sepanjang 800
m dialur clearance, arah timur setelah alur dan clereance (arah ke Madura) kabel tidak
ditanam, diletakkan diatas seabed (stiff clay) sepanjang 350 m dan selanjutnya didaerah
dangkal Pantai Madura kabel ditanam sedalam 1,5 m dibawah seabed (stiff clay).
Sedangkan kabel 3 ditanam sedalam 4,5 m dari seabed (3 m dari stiff clay) sepanjang 500

m dari timur PLTU Gresik.
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2.3 Gugatan dalam Bentuk Perintah atau Larangan Hakim

Perihal Gugatan dalam bentuk perintah atau larangan hakim, dalam hal ini atas
permintaan penggugat hakim dapat memerintahkan tergugat untuk mengakhiri keadaan
melanggar hukum atau melarang ancaman melanggar hukum. Dalam hal dikabulkannya
gugatan untuk memperoleh perintah ataupun larangan, hakim tidak memerlukan
persyaratan seperti telah adanya perbuatan melanggar hukum, bahwa tergugat bersalah
atau telah diderita kerugian, sebaliknya untuk berhasilnya gugatan dalam hal memperoleh
pernyataan hukum, gugatan dalam bentuk perintah atau larangan hakim memang
disyaratkan bahwa penggugat berkepentingan dengan perintah / larangan itu dan memang

ada ancaman nyata bahwa tergugat akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

3. Forum Penyelesaian Sengketa yang Ditempuh oleh Kedua Belah Pihak
3.1 Melalui Jalur Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dikatakan sebagai penyelesaian
sengketa secara damai dan kekeluargaan, dimana para pihak yang bersengketa
berkumpul, berunding, dan bermusyawarah untuk mencari titik perdamaian. Penyelesaian
sengketa ini dapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para
pihak yang bersengketa. Pada penyelesaian sengketa ini para pihak dituntut untuk
memiliki kemauan dan kemampuan untuk berunding dan bemegosiasi dalam menemukan
jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Keberhasilan penyelesaian sengketa
secara damai sangat bergantung pada itikad baik dari masing-masing pihak, baik saat

menentukan bentuk dan besarnya jumlah ganti rugi serta pada saat pelaksanaannya.
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Penyelesaian sengketa secara damai disini diatur dalam Buku III BW Bab XVIII
Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 BW Tentang Perdamaian.

Pasal 1851 ayat (1) BW

| Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan

} menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara

| yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

i Penyelesaian sengketa dengan cara damai ini digunakan sebagai upaya awal
mengingat apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan, akan
memakan waktu yang relatif lama dengan biaya yang tidak sedikit pula. Hal ini
dikarenakan system peradilan di Indonesia sangatlah rumit, dengan prosedur yang
cenderung berbelit-belit atau bertele-tele. Bagi para pihak hal ini sangatlah tidak efisien,
adapun putusan yang dihasilkan bersifat win-lose solution.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui mekanisme
Alternative Dispute Resolution yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasai, atau arbitrase. >
Negoisasi adalah suatu proses diantara dua atau lebih para pihak yang berusaha mencapai

kesepakatan melalui keputusan bersama, terhadap satu atau beberapa masalah yang

\ menjadi konsern bersama yang apabila dalam situasi actual (sebenarnya) menimbulkan

| potensi terjadinya ketidaksepakatan atau bahkan terjadi konflik.

Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa, oleh pihak ketiga yang
bisa diterima oleh pihak yang bersengketa yang bukan merupakan bagian dari kedua
belah pihak (netral). Mediator bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa

agar secara sukarela berusaha mencapai kesepakatan ataupun mencari penyelesaian atas

masalah-masalah yang disengketakan secara bersama-sama.

32 M Zaidun, Managing Partner & Partners Law Firm, Pokok Bahasan yang disampaikan dalam Penelitian
Hukum Bisnis di UNAIR Surabaya, 2000, h.5
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(Mediasi sama dengan Negoisasi yang melibatkan pihak ketiga) Pihak mediator sebagai
pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan selama proses
perundingan berlangsung dan hanya bertindak sebagai fasilitator.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan dengan
melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator untuk mempertemukan para pihak yang
bersengketa dalam satu forum, dan penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak.
Konsiliator berwenang untuk merumuskan masalah serta menawarkan opini / solusi,
sebaliknya konsiliator tidak berwenang memutus suatu perkara. (konsiliator bertindak
lebih pro aktif daripada mediator)

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.*® Putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini bersifat final dan mempunyai
kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak.

Pada dasammya upaya damai yang ditempuh melalui jalur di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi
atau mengenai tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau
tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh PT PLN (Persero)} akibat
kesalahan dari K.M Kota Indah.

Bahwa tidak lama setelah peristiwa lego jangkar K.M Kota Indah terjadi, PT PLN
(Persero) sebagai pihak yang dirugikan menawarkan alternatif penyelesaian sengketa dan

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

% Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Tahun
1999 No. 138, TLN No. 3872, ps. 1 angka (1) '
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Dalam perundingan dengan pihak pemilik kapal (Tergugat II) tidak mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya jumlah ganti rugi, sedangkan dalam
perundingan dengan nahkoda kapal (Tergugat I1I), nahkoda memungkiri bahwa jangkar
K.M Kota Indah telah menggaruk dan mengait kabel listrik bawah laut milik penggugat.
Dengan kata lain Tergugat 11 dan Tergugat III tidak beritikad baik untuk menyelesaikan
kasus tersebut. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak di Jakarta, dimana pihak korban
diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari kantor PT PLN (Persero) Pusat sedangkan pihak
pelaku tidak diwakili oleh siapapun melainkan pemilik K.-M Kota Indah yaitu Paciﬁk
International Lines (PTE) LTD hadir langsung bersama Tim kuasa hukumnya.
~ Pada kesempatan itu kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai
pemberian jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
dan kesalahan yang sama sehingga berujung pada timbulnya kerugian serta mereka juga
berjanji akan menanggung atau mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PLN
(Persero), bahwa bentuk atau wujud ganti kerugian yang akan diberikan tersebut adalah
berupa ganti rugi vang. H
Walaupun di satu sisi ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan oleh kedua belah
pihak, namun disisi lain mereka tidak berhasil menemukan kesepakatan mengenai jumlah
atau besarnya nominal penggantian kerugian yang telah disampaikan oleh PT PLN
(Persero) selaku pihak yang dirugikan kepada pihak pelaku. Oleh karena itu berdasarkan
kesepakatan bersama kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa

melalui jalur pengadilan.

3 Wawancara dengan Manager SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali, 1 Juni 2006
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3.2 Melalui Jalur Pengadilan

Bahwa kenyataannya Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha
K.M Kota Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang
route perjalanan K.M Kota Indah dan Nahkoda K.M Kota Indah tidak beritikad baik
untuk menyelesaikan kasus tersebut, disertai dengan tidak tercapainya kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sehingga permasalahan tidak terselesaikan
dengan jalan win-win solution ditambah lagi si pelaku terkesan melepaskan
tanggungjawab dan melempar kesalahan kepada pihak PT PLN (Persero), maka dalam
usaha untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Jo pasal 1366 BW
serta pasal 1367 ayat (1) dan (3) BW, PT PLN (Persero) telah mengajukan gugatan
perdata berupa gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Walaupun telah dipilih upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, upaya
damai masih tetap diusahakan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (1)
HIR. Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut harus sudah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini sangat penting dilakukan oleh para hakim
mengingat upaya perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi pencari keadilan
yang menghendaki adanya penyelesaian masalah secara win-win solution.

Pasal 130 ayat (1) HIR

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan

negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka

Perihal pengajuan gugatan tersebut diatas dapat dikaitkan dengan prinsip Actor
Sequitor Forum Rei sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 118 ayat (3) HIR.
Bedasarkan ketentuan tersebut pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara perdata yaitu berada didaerah tempat tinggal tergugat, namun
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dikarenakan kejadian atau peristiwa lego jangkar kapal K.M Kota Indah terjadi di
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta tempat tinggal atau kediaman dari para tergugat
berada di luar negeri yaitu di Negara Singapura, maka berdasarkan ketentuan diatas maka
pihak PT PLN (Persero) selaku penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pangadilan
Negeri Surabaya.
Pasal 118 ayat (3) HIR
Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal
sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu
dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau
salah seorang dari pada penggugat.

Sebagai suatu gugatan perdata, pada umumnya pihak yang mengajukan gugatan
perdata, dalam hal ini pihak korban dari perbuatan melanggar hukum, harus
membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku yaitu
nahkoda K.M Kota Indah jika perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan
kesengajaan atau kelalaian. Prihal pembuktian ini sangat diperlukan oleh pihak korban
pada saat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dalam sengketa perdata, penggugat
dalam hat ini PT PLN (Persero) sebagai pihak yang mengajukan gugatan diwajibkan
untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya sesuai dengan ketentuan
yang ada pada pasal 1865 BW atau pasal 163 HIR.

Berdasarkan ketentuan diatas PT PLN (Persero) sebagai pihak penggugat
berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, bahwa
nahkoda K.M Kota Indah telah melakukan pérbuatan melanggar hukum yaitu dengan

sengaja atau setidak-tidaknya akibat kelalaiannya, maka jangkar K.M Kota Indah yang

dinahkodai oleh pelaku dalam hal ini selaku tergugat III telah mengakibatkan terputusnya
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kabel laut listrik sirkuit 1 dan sirkuit 3 yang menghubungkan aliran listrik ke Pulau
Madura sehingga PT PLN (Persero) dan masyarakat pulau Madura mengalami kerugian.

Bahwa atas dalil PT PLN (Persero) tersebut ternyata didalam jawaban para
Tergugat diantaranya Advance Container Lines (PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota
Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta pemegang route
perjalanan K.M Kota Indah dan nahkoda K.M Kota Indah menyangkal serta pada
pokoknya mendalilkan bahwa putusnya kabel laut tersebut bukan disebabkan oleh K.M
Kota Indah dan pemasangan kabel tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain tidak ditanam pada kedalaman yang
disyaratkan dan / atau kedalaman yang aman. Mengingat para tergugat menyangkal dalil-
dalil Penggugat, maka kepada para tergugat diwajibkan atan diharuskan membuktikan
pada saat persidangan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
disangkakan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan pembuktian terbalik.

Dikarenakan para tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, maka kepada PT
PLN (Persero) sebagai penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalil-
dalil Penggugat tersebut diantaranya :

1. Bahwa pemasangan kabel laut pada sirkuit I, II, dan III yang menghubungkan
aliran listrik ke pulau Madura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan khusus sebagaimana dituangkan pada Surat Keputusan Dirjen
Perhubungan Laut No. PP.72/1/7-86 tanggal 19 Maret 1986 tentang ljin
Pemasangan Kabel Laut Sirkuit I — IT dan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan
Laut No. PLN.87/1/18-96 tanggal 24 April 1996 tentang ljin Pemasangan Kabel

Laut Sirkuit III. Maka secara otomatis PT PLN (Persero) in casu Penggugat telah
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mendapatkan ijin dari Dirjen Perhubungan Laut R.L tanggal 19 Maret 1986 untuk
memasang kabel laut / jaringan listrik dari pulau Jawa ke pulau Madura terletak di
selat Madura yaitu kabel laut sitkuit 1 dan 2. Kemudian pada tanggal 24 April
1996 Dirjen Perhubungan Laut memberikan ijin kepada Penggugat untuk

memasang kabel laut yang sama yaitu kabel laut sirkuit 3.

. Bahwa posisi K.M Kota Indah sewaktu aliran listrik ke Pulau Madura padam,

benar berada diatas alur kabel laut pulau Jawa Madura. Hal ini dapat dibuktikan
dari adanya print out event lagger scoda di kantor PT PLN (Persero} Unit
Pengaturan Beban Waru — Taman Sidoarjo, laporan petugas Monitor Gerdu Induk

Gilimanuk dan laporan Monitor PLTU Gresik.

. Bahwa meledak dan terputusnya kabel laut sehingga mengakibatkan aliran listrik

ke pulau Madura tersebut disebabkan oleh garukan jangkar K.M Kota Indah. Hal

ini didukung dengan ditemukannya untaian kabel pada jangkar K.M Kota Indah.

. Bahwa terputusnya kabel laut tersebut disebabkan karena kesalahan / kelalaian

dari nahkoda KM Kota Indah selaku Tergugat IIl. Kelalaian, dimana salah
satunya dapat diketahui pada saat memantau posisi kapal hanya berpatokan pada
alat GPS yang hasilnya ternyata tidak akurat. Ketidakakuratan alat tersebut dapat
diketahui pada saat nahkoda K.M Kota Indah menyetel alarm GPS pada 2 '; cable
(462,5 m) seharusnya apabila kapal sudah larat / hanyut sejauh jarak tersebut
maka alarm akan berbunyi, pada hal jarak waktu K.M Kota Indah lego jangkar

dari kabel laut hanya berjarak 273 m dari kabel] laut.

. Bahwa karena terputusnya kabel laut tersebut telah menimbulkan kerugian yang

nyata bagi PT PLN (Persero). Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya harta
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kekayaan penggugat sebagai akibat adanya pengeluaran biaya-biaya sebesar US $

5.699.995 (lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus

sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 15.800.687.905;

(lima belas milyard delapan ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu

sembilan ratus lima rupiah)

Bahwa berdasarkan jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat
merupakan jumlah yang cukup besar, sedangkan para tergugat tidak menunjukkan itikad

‘ baik untuk menyelesaikannya, maka untuk menjamin agar Tergugat I, II, dan III

membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar

l Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.
21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, untuk mengeluarkan Penetapan Penahanan dengan

% memerintahkan Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna melakukan

| penahanan terhadap K.M Kota Indah, yang saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya.

Pasal 41 UU Pelayaran

Atas perintah pengadilan pemerintah yang berwenang dapat melakukan

penahanan terhadap kapal yang sedang berada di pelabuhan Indonesia.

Bahwa untuk lebih menjamin agar para tergugat memenuhi kewajibannya
membayar ganti kerugian, maka selain dilakukan penahanan terhadap K.M Kota Indah,
penggugat memohon agar terhadap K.M Kota Indah diletakkan sita jaminan.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil penggugat diatas, secara tidak langsung telah
melemahkan argumentasi atau dalil tergugat tentang adanya kapal lain yang diduga
menyebabkan kabel laut sirkuit 1, 2, dan 3 terputus. Oleh karena itu patutlah bahwa

Pengadilan yang menyidangkan kasus tersebut untuk menolak seluruh argumentasi / dalil
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yang dipaparkan oleh para tergugat dan juga menyatakan Advance Container Lines
(PTE) LTD selaku pengusaha K.M Kota Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD
selaku pemilik serta pemegang route perjalanan K.M Kota Indah dan nahkoda K.M Kota
Indah sebagai pihak yang bersalah untuk bertanggunggugat secara tanggung renteng
dalam membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sesuai dengan dasar gugatan yaitu
pasal 1365 jo pasal 1366 BW serta pasal 1367 ayat (1) dan (3) BW.

Selain hal-hal diatas berdasarkan ketentuan mengenai pemberian ganti rugi oleh si
pelaku tidak menghapuskan atau menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban
atau tuntutan pidana berdasarkan pada pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti
rugi serta tuntutan pidana merupakan beban dan tanggungjawab dari pelaku yang mana
pembuktian tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pihak PT PLN lah yang
telah melakukan kesalahan. Disamping mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan
Negeri Surabaya, maka PT PLN selaku penggugat juga mengajukan Tuntutan Pidana Ke
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2001 dengan register perkara No.
816/Pid.B/2001/PN.SBY.

Bahwa terhadap gugatan PT PLN (Persero) tersebut Pengadilan Negeri Surabaya
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Juni 2000 Nomor
279/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

= Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
Dalam Pokok Perkara :

» Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;
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= Menghukum penggugat membayar biaya acara perkara ini yang hingga kini
ditetapkan sebanyak Rp. 167.000; (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Perihal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas penulis dapat
memberikan beberapa analisa diantaranya sebagai berikut :

» Pihak penggugat kalah di Tingkat Pengadilan Negeri karena Majelis Hakim
menganggap bahwa pemasangan kabel laut yang dilakukan oleh Penggugat
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta tidak
ditanam pada kedalaman yang disyaratkan dan/atau kedalaman yang aman. Olch
karena itulah kesalahan berada di pihak Penggugat;

» Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini patut disayangkan karena
sudah terlihat jelas bahwa nahkoda telah melakukan kesalahan. Hal ini dapat
dilihat dari fakta-fakta yang saling bersesuaian diantaranya : adanya barang bukti
berupa photo yang memperlihatkan terdapat untaian kabel sebesar kelingking
terkait pada jangkar K.M. Kota Indah serta adanya keterangan saksi ahli bahwa
sewaktu jangkar kapal diangkat benar mesin macet, dimana merupakan petunjuk
bahwa macetnya mesin jangkar tersebut karena tersangkut kabel laut.

Bahwa Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat-
Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya
tanggal 21 Agustus 2001 Nomor : 20/Pdt/2001/PT.Sby. yang amamnya berbunyi sebagai
berikut :

Dalam Provisi :

s Menolak Provisi Penggugat;
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Dalam Eksepsi :

= Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat — Pembanding untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat III — Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar
hukum;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II - Terbanding terkait dan ikut
bertangungjawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Tergugat III;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat llI Terbanding secara
tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar
US.$.5.699.995 (Lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) dan Rp. 15.800.687.905,--
(Lima belas milyard delapan ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu
sembilan ratus lima rupiah);

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II — Turut Terbanding untuk
mematuhi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat I, Terggugat I dan Tergugat III Terbanding membayar
ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 95.000; (sembilan puluh lima ribu rupiah)

7. Menolak Gugatan Penggugat Pembanding selebihnya;

Perihal Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas penulis dapat

memberikan beberapa analisa diantaranya sebagai berikut :
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= Bahwa terhadap gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat tersebut
seharusnya juga mencantumkan komponen atau unsur ganti rugi selain biaya dan

kerugian yaitu bunga. Hal ini disebabkan karena akibat padamnya aliran listrik di

Pulau Madura selama + 3 bulan PT PLN (Perserc) tidak memperoleh pendapatan

dari pembayaran iuran listrik bulanan masyarakat se- Pulau Madura atau dengan

kata lain PT PLN kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan.

= Bahwa terhadap Tergugat I, II dan III, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
mempunyai hubungan tanggung menanggung (tanggung renteng) atas kerugian
yang diderita oleh Penggugat, karena :

1. Bahwa mengacu pada pasal 1367 BW, tersebut karena Tergugat I dalam
kedudukannya sebagai pengusaha kapal dan sebagai pemegang kekuasaan atas
route perjalanan (charterer) KM Kota Indah yang pada dasarnya mempunyai
wewenang untuk memberikan instruksi-instruksi yang bersifat umum kepada
K.M Kota Indah berkenaan dengan bongkar muat kargo / barang muatan kapal
dan Tergugat Il sebagai Pemilik K.M Kota Indah yang pada dasarnya
mempunyai wewenang untuk mengangkat, memberhentikan, dan menggaji
Tergugat II, maka masing-masing pibak mempunyai hubungan dengan
Tergugat 1II antara Majikan dengan pekerja yang dalam hal ini Tergugat II1
dapat diartikan berada dibawah kekuasaan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa tanggung jawab Nahkoda kapal selain diatur pada Undang-Undang
Pelayaran juga telah diatur dalam Pasal 342 KUHD, yaitu :

“ Nahkoda diwajibkan bertindak dengan kecakapan dan kecermatan serta

kebijaksanaan yang sedemikian sebagaimana diperlukan untuk melakukan
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tugasnya dan la bertanggungjawab untuk segala kerugian yang diterbitkan
olehnya dalam jabatannya kepada orang-orang lain, karena kesengajaan atau
kesalahan yang kasat. “

» Bahwa terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berdasarkan alasan-
alasan sebagai berikut tidak mempunyai hubungan tanggung menanggung
(tanggung renteng) atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena :

1. Turut Tergugat I hanyalah merupakan suatu penjamin tanggung jawab
(Liability Insurer) dari KM Kota Indah dimana Tergugat II (Pemilik kapal)
menjadi salah satu anggotanya sehingga Turut Tergugat I secara mutlak tidak
mempunyai wewenang atau tanggung jawab apapun juga berkenaan dengan
navigasi dan manajemen K.M Kota Indah;

2. Turut Tergugat II pada dasarnya hanyalah agen kapal (Shipping Agent /
Booking Agent) dari Tergugat I di Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat
Penunjukan (Letter of Appoinment) tanggal 16 Desember 1994, dimana
berdasarkan Surat Penunjukan tersebut Turut Tergugat Il mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab sebatas sebagai berikut :

= Turut Tergugat II bertanggungjawab atas keamanan penanganan kargo
baik untuk impor maupun ekspor bagi kepentingan kapal-kapal
Tergugat 1I, selama kapal singgah dipelabuhan-pelabuhan di
Indonesia;

 Turut Tergugat II diberikan kuasa untuk menerbitkan dokumen

pengangkutan atau Bills of Lading atas nama Tergugat II.
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Berdasarkan isi diatas maka keterlibatan Turut Tergugat II hanya sebatas hal-
hal yang menyangkut pengadaan kargo sehingga dengan demikian tidak
mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam segala masalah financial
sebagaimana isi gugatan penggugat atau segala kendali/kontrol terhadap
segala masalah mengenai navigasi dan manajemen K.M Kota Indah.

Oleh karena itu dalam hal pemenuhan gugatan ganti kerugian dari penggugat,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salah satu amar putusannya

memutuskan tidak menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membayar
ganti kerugian kepada Penggugat.

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada
tanggal 12 November 2001 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat 1, 11, 11i dan Turut
Tergugat I dan I Terbanding — Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus,
berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan kasasi secara tertulis pada
tanggal 22 November 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor :

279/Pdt.G/1999/PN.Sby Nomor : 20/Pdt/2001/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera
l Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi
I yang memuat alasan-alasan (keberatan) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal 5 Desember 2001.
Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam
memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
I. Bahwa telah salah menerapkan atau melanggar pasal 1923 jo pasal 1925 BW;

(Perihal posisi kapal pada saat lego jangkar tidak berada di sekitar areal kabel

serta posisi kapal tersebut telah dipandu oleh seorang pandu kapal)
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II. Bahwa telah melanggar pasal 178 ayat (3} HIR; (Perihal petitum gugatan tidak
mencantumkan adanya tuntutan ganti rugi dalam bentuk mata uang asing)

[II. Bahwa telah salah menerapkan hukum karena telah melakukan kekhilafan atau
kekeliruan yang nyata;

IV. Bahwa telah melanggar pasal 541 ayat (1) KUHD; (Perihal tanggung jawab untuk
membayar ganti rugi ada batas atau limitnya seperti ditentukan dalam pasal
tersebut)

V. Bahwa telah salah menerapkan atau telah melanggar pasal 1365 BW;

V1. Bahwa telah salah menerapkan atau melanggar pasal 1338 (1) jo pasal 1342 dan
pasal 1865, 1867, dan pasal 1874 BW;

VII. Bahwa telah salah menerapkan atau melanggar pasal 1367 BW dan selain itu telah
melakukan kekeliruan nyata dalam penyebutan para pihak yang terkait dengan
K.M Kota Indah.

Terhadap keberatan-keberatan ad. I, II, III, V, VI, dan VII, Majelis Hakim
memberikan pertimbangan-pertimbangan diantaranya :

» Bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan, karena putusan
Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan/melanggar hukum
yang berlaku, terlebih lagi keberatan tersebut pada hakekatnya hanya mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana

dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004,
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» Bahwa untuk keberatan ad. VI perlu dipertimbangkan bahwa meskipun terdapat
kesalahan penyebutan/tulis dimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan
Tinggi disebutkan Tergugat I sebagai Pemilik dan Tergugat II sebagai pemegang
kekuasaan (Putusan Pengadilan Tinggi} Sedangkan di halaman yang berbeda
menyebutkan bahwa Tergugat | adalah Pengusaha dan Tergugat II adalah pemilik
kapal. Namun secara Substansial Tergugat 1 dan Tergugat II sama-sama ikut
bertanggungjawab dalam perkara ini.

» Bahwa terhadap keberatan ad. IV itu juga tidak dapat dibenarkan, karena
keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam
perkara ini; (irrelevant)

Oleh karena itu berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari
sebab-sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Fecti dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Majelis Hakim Mengadili dan
Memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Advance Container

Lines (PTE) LTD; Pasific International Lines (PTE) LTD; Shaukat Ali Akhtar
(Nahkoda Kapal); The Britannia Steam Ship Insurance Accosiation LTD;
(P&I Club) dan PT Pelayaran Samudera Selatan.

2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah)

Perihal gugatan ganti rugi sampai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah
Agung Rl tanggal 15 Juli 2004 Nomor :1801K/PDT/2002, wujud penggantian kerugian

yang dituntutkan tersebut belum dapat terealisasikan dengan konkrit / nyata. Jadi sampai
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dengan tahun 2006 pihak Tergugat yaitu Advance Container Lines (PTE) LTD selaku
pengusaha K.M Kota Indah, Pacifik International Lines (PTE) LTD selaku pemilik serta
pemegang route perjalanan K.M Kota Indah dan Nahkoda K.M Kota belum juga
mengganti kerugian PT PLN (Persero). Terlebih lagi karena aset-aset ataupun harta
kekayaan para tergugat (kasus) berada diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Indonesia
maka pengadilan belum dapat melakukan eksekusi dan terhadap K.M Kota Indah yang
pada awal persidangan telah dimohonkan untuk dibebani sita jaminan oleh Penggugat
ternyata satu hari sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,
K.M Kota Indah tersebut dilepaskan dari penahanan Syahbandar Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya.

Tindakan pelepasan K.M. Kota Indah tersebut menyebabkan Juru sita Pengadilan
Negeri Surabaya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung yang bersifat final
dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat melakukan upaya / tindakan tertentu
berupa penjualan melalui acara pelelangan umum yang nantinya dari harga lelang
tersebut setidaknya dapat sedikit menutupi atau mengganti kerugian yang diderita oleh
Perusahaan Listrik Negara. Dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung RI terhadap
kasus PT PLN (Persero) dengan K.M Kota Indah tersebut hanya menang diatas kertas
saja. Sangat patut disayangkan dalam hal ini baik Pemerintah Indonesia maupun pihak
Perusahaan Listrik Negara tidak dapat melakukan upaya apapun untuk memperbaiki atau

mengubah keadaan menjadi lebih baik.
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BAB1V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini akan dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan pada kesimpulan tersebut akan
disajikan saran-saran yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

1. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah penulis uraikan pada Bab I sampai
dengan Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
nahkoda K.M. Kota Indah secara tidak langsung menimbulkan hubungan
hukum atau perikatan dengan Perusahaan Listrik Negara - PT PLN (Persero).
Hubungan hukum tersebut membawa nahkoda kapal serta pihak ketiga yang
terkait yaitu pemilik dan pengusaha K.M. Kota Indah kepada suatu bentuk
prestasi dalam jumlah tertentu yang selalu diukur atau dapat dinilai dengan
uang. Disatu sisi perikatan tersebut menimbulkan hak bagi PT PLN (Persero)
untuk melakukan upaya hukum tertentu berupa pengajuan tuntutan pidana
ataupun pengajuan gugatan perdata ke pengadilan umum. Sedangkan disisi
lain perikatan tersebut juga menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan pengadilan atau
bertanggunggugat mengganti kerugian PT PLN (Persero)

2. Bahwa upaya hukum yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) yaitu

mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri
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Surabaya pada tanggal 14 Juni 2000, dengan dasar gugatannya yaitu pasal
1365 Jo 1366 BW dan pasal 1367 ayat (1) dan (3) BW. Perihal gugatan ganti
rugi berdasarkan pasal 1365 Jo pasal 1366 BW dibebankan kepada Nahkoda
kapal sebagai tanggunggugat kesalahan, karena akibat kecerobohannya ia
berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada PT PLN (Persero). Sedangkan
gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1367 ayat (1) dan (3) BW dibebankan
kepada pemilik dan pengusaha K.M Kota Indah sebagai tanggunggugat
resiko, karena kedua pihak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan
nahkoda kapal sebagai majikan dan pekerja dalam hal ini nahkoda berada
dibawah kekuasaan atau perintahnya. Hal ini berarti ketiga pihak yaitu
nahkoda, pemilik, dan pengusaha kapal berkewajiban secara tanggung renteng

untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan Listrik Negara.

2. Sarap-saran

Setelah diberikan kesimpulan secara garis besar berikut ini adalah saran yang
berguna bagi PT PLN (Persero) dan pihak-pihak terkait lainnya. Saran-saran tersebut
antara lain :

1. Bahwa nahkoda kapal sebagai pelaut yang berkecakapan baik atau professional
pada saat kapal akan lego jangkar dan berlabuh di dermaga atau pelabuhan
sepatutnya harus selalu waspada dan ekstra hati-hati untuk menjaga agar kapal
tetap berada pada posisi aman, oleh karenanya apabila kapal lego jangkar maka
harus berdasarkan pada ketentuan Safety of Life at Sea (SOLAS) salah satunya

yaitu dengan mengambil patokan benda-benda darat seperti mercusuar, buoy,
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ujung dermaga, ujung belokan, tanjung, cerobong asap, dll. Sedangkan alat-alat
lain seperti GSP hanya boleh dipakai sebagai pengecek. Selain harus mematuhi
kewajiban-kewajiban yang ada pada SOLAS seorang nahkoda kapal harus
mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang pada undang-undang
Pelayaran dan Peraturan Tentang Keselamatan Pelayaran.

. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum PT PLN (Persero) sebagai pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib
memenuhi ketentuan dan mengutamakan keselamatan ketenagalistrikan yang
meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tepaga listrik dan pengamanan
pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi yang handal dan memberi
perlindungan kepada masyarakat guna mendapatkan rasa aman / nyaman dari
bahaya bagi manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup (kondisi akrab
lingkungan) sesuai standart yang berlaku serta setiap instalasi ketenagalistrikan
PT PLN (Persero) terutama instalasi listrik bawah laut sebelum dioperasaikan,
baik dalam tahap perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan,
pengujian dan setelah uji laik operasi diwajibkan memiliki sertifikat laik operasi

sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan;
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PT PLN (PERSERO)
;& PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALIX

REGION JAWA TIMUR & BALI

Jalan Suningrat No. 45 Taman Sidoarju 61257
Telepon  : (031) 7882113, 7882114 Facsimile . {031) 7882578, 7881024 Website | www.pin-jawa-vali.co.id
Kotak Pos : 4119 SBS E-mail : regiond@pln-jawa-ba'i.co.id

Nomor - 7321 330/ RITBY 2006. 15 MAY 2008

Surat Sdr No. : 583/J03.1.11/PL/2006.

Lampiran .1 (satu) lampiran.

Perihal . {jin Kerja Praktek. Kepada

Yth. Dekan Fakuitas Bukum
Universitas Airlangga Surabaya.
Di
SURABAYA

Menunjuk surat Saudara nomor : 583/J03.1.11/PL/2006 tanggal : 29 Maret 2006
perihal : Permohonan Praktek Kerja / Survey Lapangan , dengan ini
diberitahukan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada
Mahasiswa Saudara, barnama :

* KETUT BRILIAWATI PERMANASARI NIM. 030315699.

Untuk melakukan Kerja Praktck! Pengambilar Data pada PT. PLN (Persero)
P3B Region Jawa Timur dan Bali Bidang SDM & Administrasi, dengan
persyaratan sebagai berikut : ‘

1. Mahasiswa tersebut diatas supaya menrgisi dan menanda tangani Surat
Pernvataan 1 (satu) lembar bermeterai Rn. 6.000,-

2. Mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturaﬁlketentuan yang

berlaku di PT. PLN (PERSERO) sehingga faktor-faktor kerahasiaan harus

benar-benar diutamakan.

Semua biaya perjalanan, penginapan, makan dan lain sebagainya tidak

menjadi tanggungan PT. PLN (Persero) F3B Region Jawa Timur dan Bai.

4. Buku Laporan Kerja Praktek Mahasiswa tsrsebut agar dGikirimkan kepada PT.
PLN (Persero) P3B Region Jawa Timur dan Bali 1 (satu) buah.

5. Untuk informasi tebih lanjut dapat menghubungi PT. PLN (Persero) P3B
Region Jawa Timur dan Bali Cq. Bidang SDM & ADMINISTRAS!.

@

Demikian harap makium dan terima kasih atas perhatian saudara.

a.n; MANAGER BIDA G SDM & ADMINISTRAS!,

, ‘r . I

—n H
T
o, --.: w

]
Tembusan Yth. : \\ e RMJCI;/MACH!N
1.M.SDMO PLN P3B. Co n\ &
2.M.SDMAD PLN P3B RJTB. TN

i 3. Sdrt. Ketut Briliawati Permanasari
o 4. AsMan Proses Binis

MODEL 1003
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SURAT PERNYATAAN

————

Yang bertanda tangan dibawabh ini, saya :

Nama . KeTut BRiLlaWaTi PerManasaRi -
Bz Wanita ; Wantta

Tempat / Tanggal lahir . Surabayn, 13 Aﬂustug 1985

Alamat / No. telepon . Ream . Delka Petancy L Mo, 20

WaPu - Clcloarjo . (031). 8546394 ~ 081 . 55031729

Pekerjaan : MaHceimo

Dengan ini saya menerangkan bahwa :

! Saya bersedia dan setuju menanggung semua axibat yang ditmbutkan karena kesalahan maupun
kelalaian saya dan semua akibet lainnya yang terjadi pada instalasi peraiatan milik PLN selama
melakukan Training/ Praktek Kerja/ Riset pada PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Timur dan
Bali, yang telah mendapat ijin dari PT PLN {Persero) 3B Region Jawa Timur das Bali ;

2. Saya atas peringatan pertama akan membayar sepenuhnya, semua biaya yang langsung
menimbulkan kerugian atau kecelakaan , karena kelalaian saya .

3. Saya akan segera mematuii semua petunjuk —-petunjuk yang diberikan vleh Petugas PT PT PLN
(Persero) P3B Region Jawa Timur dan Bali

4. Saya sanggup tidak membocorkan hal — hal yang bersifat rahasia perusahaan PT PLN (Perserc)
P3B Region Jjawa Timur dan Bali dan bahan yang saya peroleh dalam Training/ Praktek Kerja/

Riset, dan tidak saya pergunakan untuk hal — hal yang dapat merugikan PT PLN (Persero) P3B
Region Jawa Timur dan Bali

5 Saya sangpup menanggung sendiri segala sesuatu untuk keperluan Training/ Praktek Kerja/ Riset
termasuk biaya perjalanan . penginapan makan dan sebagainya ;

6. Saya sanggup menyerahkan | (satu) buah bu'w laporan Training/ Praktek Kerja/ Riset kepada PT
PLN (Persero} P3B Region Jawa Timur dan Bali, setelah saya presentasikan kepada Manager
Bidang SODMAD PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Tunur dan Bali mengenai tugas Training/
Praktek Kerja/ Riset.

7. Saya tunduk dan akan mentaati semua peraturan yang berlaku di PT PLN (Perserc) P3B Region

Jawa Timur dan Bali, dau saya sanggup tidak meninggalkan tugas kedinasan selama Training/
Praktek Kerja/ Riset.

Surabaya, 12 Apil 2006
s e DEITIYAAAN

lteTuT BRILIAWATI . P.
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JI. Dharmawangsa Dalam Selatan — Surabaya - 60286 ‘& (031) 5023151 — 5023252 Fax. (031) 5020454

DA KL E VRN G0 I S O NA L,
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Nomor
Lampiran
Perihal

Skripsi

0 5837103111 PEH200 20 Maret 2006

o Permohangn Surat Pengantar Survey

Kepada yang terhormat,

Manager SDNM & Adm. PT PLN {Persero)
Penvaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Baii
Region Jawa Tintur dan Bali

u.b. Bapak Sri Wiratmo

Talan Suningrat No. <35

SIDOARIO

Dengan hormat,

Perkenankaniah dengan int kami mohon kesediunnya untuk menerina

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Adrlangga

 Nama D KETUT BRILIAWATI PERMANASARI

o NIM 0 030315699 |
< Scemester > Gienap 200572006 {Semestervl) |
< Alamat Rumah : Perum Deha Pelangi 11 No. 20, Sidoarjo

Adapun keperlnan yang bersangiutan adalah untuk mencart data/informasi
vang diperlukan guna penyusunan “SKRIPSET pada jenjang pendidikan Stroga 1

(SH.

Atas bantuan dan kerjasama \4{5 baik. kami sampaikan terima kasth.

T ~aan. Dckan
A i’uml)‘mlu Jokan Bid. Akademik

. . | /[C/,?(

Dr. M. Zai(!un, S.H.. MLSI.
_ "N[[-’. [30517145
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P T O g AN

Nomor : 1801 K/pdt/2002.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHN AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi

=

telah mengambil putusan sebagai Dberikut dalam

perkara

1. ADVANCLC CONTAINER LINES {PTE)
LTD., Pengusaha MVY. Kota Indah,
berkantor di 140 Cecil 3Streec ¥

12-00 PIL Building Singapore

3]

. PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE)
LTD, Pemilik MV. Kota Indah,
berkantor di 140 Cecil Street #
03-00 PIL Building Singapore ;

3. SHAUKAT ALI AXHTAR, Nakhecda MV.

Kota Indah pada saat inl bertem-

pat’ tinggal di MV. Keota Indah

yany sedang berlabuh .. di Pela-
buhan Tanjung Perak Surabavya,
dalam hal ini ketig wya memberi-
Ean kuasa kepada

‘1. Achmad £. Kartchadiprodjo. SH.
2. M.Husseyn Umar, SH.

3. Nafis Adwani, SH.

4. Aninda P.Haryoto, SH.

5. Bani W. Kusnandar, SH.

e .
: N g
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7. Sahat Siahaan, SH.

dari Kantor Korsultan Huakum

Ali Budiardjo, Nugroho, Rekso-

diputro, beralaméE di Graha

Niaga, Lantai 23 dan 24, Jalan

Jenderal Sudirman Kaw. 58,

Jakarta 12190. Indonesia dan

1. Trimoelja D. Socevijadi, SH.

2 Luh Putu Susiladewi. SH

3. Nur BRadriyah, Si. advokat
dan Pengacara yang berkan-
tor di Jalan Embong Sawo
No. 1§ Surabaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus masing-
masing tanggal 2 dan 4 Juni
1999.

Pemohon Kasasi, I, 1T, ITI,

dahulu Tergugat I, II, ITII-Ter-
banding ;
DAN ®
1. THE BRITANNIA STEAM SHIP INSU-
RANCE ASSCCIATION LTD (p & I
LuB), berkantor 4i New City SE.
1.9 RR. United Kingdom yany dalam
hal ini dipakai alamat perwakil-
annya di Indonesia yaitu P.T.
STLLO BAHARI NUSANTARA 4 th.Flcor

01; Jalan

rrince Cent

Jenderal

% % %hm‘ y
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Jakarta 10220, Jalan Keben Sirih
No. 16 Jakarta Pusat ;

2. PT. PELAYARAN SAMUDERMA SELATAN,
perkantor di Jalan K.H. Zainul
Arifin No.41 A-B, Jakarta Pusat,
dalam hal ini keduanya memberakan
kuasa kepada
1. Achmad §. Kartohadiprodje. SH.
2. M.Husseyn Umar, SH.

3, Nafis Adwani, SH.

4. Aninda P Haryoto, SH.

5. Bani W. Kusnandar SH.

6. Effendi Manurung. SH.

7. Sahat Siahaan, SH.
dari Kanteor Konsultan Hukum
Ali Budiardjc, dNugroho, Rekso-
diputro, beralarat di ©Craha

Miaga, Lantal 23 dan 24; Jalan

Janderal Sudirman Kav. 58,

Jakarta 12190, Inddnesia dan

1. Trimoelja D. Socerjadi, SH.

2. Luh Putu Susiladewi, SH.

3. Nur Bad:iyaﬁ, SH. Advokat
dan Pengacara yang berkan-
tor di Jalan Embcong Sawc

No. 16 Surabaya berdasarkan

Surat Kuasa Khusus masing-
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Pemohon Kasasi IV, V dahulu Turut
Tergugat I, II-Turut Terbanding :

me lawan:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERC) PT.
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ATAU
disingkat PT. PLN (PERSERQO}, berxe-
dudukan dan berkantor Pusat; di
Jakarta® Jalan Trunojoyo Blok M.1/
135, Kebayoran Baru Jakarta Sela-
tan ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat -
Pempanding ;

fi“\ Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surabt-surat yang bersangkutan

/;: Menimbang, bahwa dari suvat-surat e sebul
e H/ternyata ‘bahwa sekarang Termohcn Kasasi sebagal
Fenggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemo-
hon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagal Para
Tergugat asli dan Turut Tergugat asli dimuka
persidangan Pengadilan Negeri Surabaya® pada pokok-
nva atas dalil-dalil

Bahwa dalam tangka menyalurkan aliran lis-

trik kepulau Madura, berdasarkan
A. Keputusan Direktorat Jendera.l Perhubunaan Laut
Departemen Perhubungan R.I. Nomor : P.P. 72/1/7-

86 tanggal 19 Maret 1986 tentang Pemberian Ijin

kepada Perusahaan Listrik Negara untuk Menanam

. e
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Madura antara PLTU Cresik dan Tanjung Tajungan
~Madura T (bukti P-1), Penggugat asli menanam 2
{dua) sirkit kabzsl laut di alur antara PLTU
Gresik dengan -Tanjung Tajungan di Xecamatan
Kamal, Kabupaten Béngkalan di Pulau Madura di
nosisl sebagal berikut '

- Sirkit 1 07"-10'-01"§/112"-3%3'-53"T-ujung Gre-
sik  07"-09'-14"S/312"-41-27"T-ujung Tajuiigan
Madura ;

-~ Sirkic 2 07"-10'-01"8/112"-39'-53"T-ujung Gre-
sik 07"-09'-14"8/112"-41'-27"T-ujung Tajungan
Madura ;
sebagaimana tercantum dalam Gambar Terpasang
(As/Built Drawing) WNemer : E 1732/shest 3
tanggal 20 Hopember 1987, dibuat cleh RICE

»“QEQ?M\ Supertensicn Cables (1900) Limited f{bukci P-

A I

Surat Persctujuan Frinsip Pemasangan Instalasi
Bawah Air yang dikeluarkan oleh Direktur Jende-
ral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan
R.I. Nomor : pln.37/1/18-96 tanggal 24 April
1596 (Bukti P-3; Penggugat asli mgnanam 1
{satu) sirkit kabel laut ({sirkit 3} dialur
antsra FPLTU Gresik dengan Tajung Tajungan di
Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan di Pulau
Madura, diposisi
- Sirkit 3 07"-10'-03"8/112"-39'53"T-ujung
Gresik
07"-09'-14"5/112"-41"-27"T-usung
Tajungan Madura ;
s2pagaimana tercantum cdalam gambar cCerpasang
(Work as Executed) vyang dibuat oleh Kilpatrik
Green tanc}gal 5 Juni 1997‘/4:)3/\;@\

Bahwa untuk mengamaf

g .
Ketut riﬁa\bﬁ('ﬂPéﬁmén
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kaitan jangkar kapal, telah dilakukan upaya

sebagal "berikub

a. Pemasangan satu unit pelampung suar kuning
disisi PLTU Gresik diposisi 07"-09'-49" S/112"-
40'-15"T dan satu unit rambu suar kuning disisi
lainnya di Tanjung Tajungan tepatnya dipasisi
07"-09'-17"8/112"-41'-08"T yang data-data :tek-
nisnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara
Hasil Survey tanggal 14 Maret 1997, dibuat oleh
nantor Wilayah X1I Departemen Perhubungan Pr--
pinsi Jawa Timur, Administrator Klas I Tanjung
Perak, Distrik Navigasi Klas 1 Surabaya. Admi-

nistrator Gresik Jdan PT. Perusahaan Listrik

Negara Sektor Surabaya dan P3-B Pusat, yang

4

-
-
i: iketahui oleh Kepala Distrik Navigasi Klas I

Laut Nomor : 72/3/8/%7 tanggal 15 L. sember 1397
ditetapkan Larangan Daerah Berlabuh Jangkar
{(hukti P-6), yang pelaksanaannya dil%kukan cleh
Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
melalui Surat Edaran Nomor : HK.S06/01/01/
LDPL/SBA-97 tanggal 5 Januari 1998 (bukta F-"),
melarang semua. kapal berlabuh jangkar didekat
posisi

g7"-09'-36" §/112"-40'-00" T

07"-09'-13" S/112"-40'-44" T

T —
ﬁéfgﬁca
")

07"-09'-43" 8/112"-40'-54ﬂ4gw
)

07"-10'-08" £/112"-40'-17"

5

4 f Wy _Jj )
,ﬂ;l"_ 4¢
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Bahwa pelampung suar kunig dan rambu suar
kuning m;rupakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran,
karenanya ketentuan pasal 1 putir & dari Undang-
undang Nemor : 23 tahun 1992 Ctentang Pelayaran,
berfungsi antara lain memberitahukan adanya bahaya
dan/atau rintangan pelayaran, dalam hal ini adanya
kabel laut jaringan listrik ;

Bahwa dengan ditetapkannya Larangan Daerah
Beriabul Jangkar sebagaimana diuraikan dalam butir
3, maka semua Nahkoda kapal wajib memperhat.ikan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran
Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
(bukti P-7), yaitu
Dilarang berlabuh jangkar didekat posisi kabel
laut pada peta Hidral No. 84 sebagaimana diura:l-
kan dalam butir 3-b diatas ;

Menjaga dengan paik  kapalnya agar tidak

larat/hanyut pada saat berlabuh jangkar ;

c. ABK kapal harus cukup cakap saat kapal sedang
perlabuh  jangkar sehingga siap se:aktu—waktu
bila diperlukanr;

Bahwa'pada hari Jumakt, tanggal 19 éebruari

1399 sekitar pﬁkul 11.5§ Wib, MV. Kota Indah yang

dinahkodai oleh fergugat asli fII telah berlabuh

jangkar diposisi 07"-09'-g5" S/liZ”-40'~8” E,

sebagaimana kutipan dari Official Log Of The M.V.

Kor2 Indah. Dengan demikian, pbsisirberlabuh jang-

kar dari MV, Kota Indah sek%gqggggigiﬁyfter dari

s 25\

garis batas Larangan Daerah Béfl&ﬁﬂﬁ#@-qgrar, atau

g

T\

g

T
e
YHYNN

S
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sekitar 6555 wmeter dari posisi kabel laut Jewa
Madura sirkitc 3.

Bahwa Tergugat asli TII menyadari bahwa
M.V, Kota Indah berlabuh Jangkar diwvosisi vyang
sangat dekat (tco close) dengan kabel laut, seba-
gaimana uzapannya kepada petugas Panuu yanghdiu
raikan dalam "Statement of Fact" vyang ditanda
tangani oleh Tergugat asli III selaku Nahkoda MV.
Kota Indah yang kutipannya adalah sebagai berikut
Gefore dropping  anchor, master told pilot that he
was dropplng anchor too close to the under water
power cable (Tanjung sawmill) pilot Mr. Abdul Haris
advised master that this under water cabel) (Tan-
jung zawmill) was no more at position indicated on
“hert No. 921 .

Bahwa deng;in posisi berlabuh jaungkar seba-

Jaimana diuraikan dalam butir &, Tergugat asli III

y//seharusnya memperhatikan

a. Keberadaan pelampung suar kuning yarg becrpa-
sangan dengan rambu suar kuning yang¥merupakan
Sarana Bantu Navigasl Pelayaran dengzn demikian
sebagal sarana yang memberitahukan adanya bahaya
dan/s/atau rintangan pelayaran, dalam hal ini
kabel laut |

L, Ketentuan dalam  Surat  Edaran Administrator
Pelabuhan Tanjung Perak Surebaya sebagaimana
diuralkan dalam butir S yaitu
- Harus menjaga MV. Kota Indah

tidak larat/hanyut pada saat/
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- ABK harus cukup cakap saat kapal berlabuh
jangka; sehingga siap sewaktu-waktu Dbila
diperluxan ;

c. Data arah daﬂ kekuatan arus sebagaimana tercan-
tum  dalam buku yang diterbitkan oleh Badan
Hidrografi TNI AL (bukti P-8), bahwa pada hiri
Jumat tanggal 19 Pebruari 1999, arah dan kekua-
tan arus adalah cebagail berikut
-~ Pukul 10.00 Wib : -7 knots
- Pukul 11.00 Wib : -0 knots ;

- Pukul 12.06C Wik : 7 knocts ;

- Pukul 13.00 wib : 13 kncts ;

Pukul 14.00 Wib : 16 knots ;

Oleh sebab itu, selama MV. Kota Indal berlabuh

jangkar diposisi tersebubt, Tergugac asli 11

! harus’ melakukan pengamatan yang baik melalui

perglihatan, pendengaran atau penggunaan alat

agar dapat mengetahul secara dini adanvya
yejala bahwa MV, Kota Indah akan mengalami

.
larat/hanyut pada saat berlabuh jangkar

Bahwa menurut catatan MV. Kota Indah, posisi
.MV Kota Indah sejak berlabuh jangkar pada pukul
11.52 Wik sampai dengan pukul 13.20° Wib rtelah

bergeser, sebagaimana kutipannya berikut ini

Pukul Lintang Bujur
11.59 Q7'-08'-95"8 112"-40'-80" E

12.30 07" -08'-89%8 1127-40'-74" E

13,00 07"-09'.82"8

13.20 07"-09'-69"8
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sebagaimana kutipan dari Official Log Of The MV.
Kota Indah dan kutipan catatan MV. Kota Indah ;
Bahwa pergeseran . posisi MV. Kota Indah
sebagaimana diuraikan dalam butir 9 walaupun telah
dicatat dalam buku catatan MV. Kota Indah, ternyata
Tergugat asli III tidak mengamatinya, sehingga
Tergugat asli III tidak mengetahui bahwa MV. Kbta
indah sejak pukul 12:30 telah mulai larat/hanyut.
Tergugat asli III baru mengetahui pada pukul 13.20
karena diberitahu oleh 3econd Officer, sebagalimana
trercantum dalam buku Qfficial Loeg Of The MV. Kota
Indah, yang kutipannya adalah sebagal berikut

e 1320 2/0ff informed master that he suspeciced

V/L dragging anchor".

<
ckengan demikian Tergugat asli III tidak menjaga MV.
2

“Hota Indah dengan baik sebagaimana diharuskan dalam
surat: Edaran Administrator Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya Nomor : HK.506/01/01/ADPL/SBA-97 tanggal 5

Januari 1958 tentang Larangan Daerah Berlabuh
Jangxkar. ©

\ Bahwa pada waktu MV. Keta Indah mengalami
ﬁlarat/hanyut, yaitu pada tanggal 19 Pebruari 1999
-dari puakul 12.30 Wib =sampai dengan pukul 13.20
Wib, aliran list}ik ke Pulau Madura terputus,
repatnya pada oukul 13.12.03 sebagaimana tercatat

dalam fasilitas "Superviscry Control and Data

Aquicition (SCADA) di Instalasi
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{tujuh) menit sebelum Tergugat asli III mengetahuil
Lahwa MV, Kota Indah mengalami larat/hanyut ;

Bahwa putusnya aliran listrik xe Pulau
Madura selair tercatat 'dalam fasilitas "Supervisory
Tontrel and Data Agquiciticn (SCADA) di Instalasi
FLN Unir Pengatur Beban Waru di Taman Sidoarjo,
juga ditandai dengan terjadinva ledakan di Tanﬁung
Tanjungan disertai matinya aliran listrik keselu-
ruhan Pulau Madura, sedangkan di Gardu Induk Gresik
terjadi kedipan lampu sesaat (dxop tegangan).

Bahwa dengan terjadinya ledakan dan putusnya
aliran listrik, pada sekitar pukul 13.13 Wib,
petuges PLN di Tanjungan bernama Zainal Arifin dan
pendudul:s setempat bernama Musafik langsi g menga-
mati keadaan diperairan antara Tanjung [lanjungan

-\dengan FLTU Gresik dialur kabel laut, ternyata pada

saat itu terdapat sebuah kapal berada dialur terse-

» but
Bahwa dalam waktu lebih kurang 10 {sepuluh)
menit setelah terjadinya ledakan dan alirar® listrik
putus, Sar. Zainal Arifin dan Sdr. Umar (pemilik
perzhu  bermotor) langsung melaut menuiu kearah

kapal, dan lebih kurang 12 (dua belas) menit kemu-

dian mereka tiba ‘didekat kapal sekitar. S {lima)
meter yang ternyata adalah MV. Kota Indah yang pada .
saat itv jangkarnya berada di atas air dalam kea-

daan mengkait kabel Jlaut sehlngga kabel tersebut_

menggelantung dikiri karan,'gangkar\ Selan]utnya

sekiter S5 (lima) menit berlkutﬁya 'ﬁereka segevra
l\.,
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kembali ke Taniung Tanjungan untuk mengambil foto
tustel ’

Bahwa dengan terjadinya drop tegangan di
Gardu Induk Gresik ﬁaka lebih kurang 30 (tiga'
puluh) menit kemudian, petugas di Gardu Induk
Gresik bernama Mat Safii menuju ke Dermaga u?tuk
melakukan pengamatan kelauvt yalitu kealur kabel aaut
antara PLTU Gresik dengan Tanjung Tajungan di Pulau
Madura, dan melihat sebuah kapal berada dialur laut
tersebut

Bahwa kemudian berdatangan juga petugas PLTU
Gresik lainnya, antara lain Scofyan Rahmadi melihat

melalul teropong ternyata kapal tersebut adalah MV,

SN Kota  Indah yang berada dialur kabel laut antara
S A

uyf\ VQ‘PLTU Gresik dengan Tanjung Tajungan, sedangkan Sdr.
- -

: o \; idik Yantonc dengan dipandu oleh Sdr. Sofyan
) ] |

- Sranmadi melakukan pemotretan yang menghasilkarn
gambar sebagail berikut
a. MV, Kota Indah berada dialur kabel la:t dian-
tara PLTU Gresik dengan Tanjung Tanjungan di
Pulau Madura (bukti P.10, P.10A dan 10B) ;
_ b. Posisi Jjangkar sebagian bersda diatas permukaan
air laut, sedangkan sebagian lainnya dibawah
permukaan air 1aut, sedangkan posisi jatuhnya
mica rantai berikut jangkarnya dinitung dari
ulup jangkar {(house pipe} tidak vertikal tetapi
dalam posisi merentang tegeng dan serong kedepan

{bukti P.10CY ;

Skripsi




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

- 13 -

Bahwa 8dr. Zainal Arifin petugas PLN di
Tanjuny Tanjungan sekitar pukul 14.32 Wil .setelah

A

mengambil fcto :tustel kembali kelaut menuju kearah

kapal, bersama Musafikj Edi Sutrisno'dan 2 (dua)

perugas lainnya dengan diantar oleh Umar ({(pemilik

perahu moter}, mendekati MV. Kota Indah dan setelah

dekat, musafik memotret )

a. Posisli MV, Kota Indah yana kerada dialur kabel
lautg, {(bukti P-11)

b. Memotret jangkar MV. Kota Indah wang membelit

kesisl kiri kapal (buxti P.12)

¢

9]

Memotret jangkar MV. Kota 1Indah yang sudah
berada di ulup jangkar yang mengait satu potong-
an bagian kabel laut (bukti P.13, 13~A, 13-B} ;

Bahwa keberadaan MV. Kota Irdah dialur kabel

L':'; ':_yéut antara PLTU Gresik dan Tanjung Tajungan pada
a ./ Langaal 12 Pebruari 1999 sekitar pukul 13,36 Wib
telah dipantau oleh 8dr. Gatct Santoso, Nakhoda

Koo Mantap saat melintas akan menuju Pelabuhan

Tanjung Ferak Surabaya yang pada saat it:"akan
mendahului MV, Kota Indah, namun karena MV. Kota

Indah melakukan olah gerak yang mencurigakan, nralia

R.M‘ Mantap terpaksa melakukan olah gerak sebagai -

mana kutipan dari Bill Book Mesin, sebagal berikut:

Pukul 13.36 Wik "half" {maju setengah) ;

- Pukul 13.38 Wik Stop ;
- Pukul 13.39 Wib “Slow" (maju pelan) ;

- Pukul 13.40 Wib “Free" (maju peadﬁl(Ez

sedangxan pada pukul 13.44 Wlb'iew Imana ter-

ol
&&fh & éﬁm -
f,rw:j-. N

o
[N
Foxl
N

5

)
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cantum dalam kutipan Lcg Book "tercatat melin-
tang PLTU"

Bahwa pada waktu KM. Mantap melakukan olah
gerax sebagaimana diuraikan dalam butir 17, Gatot
Santoso selaku Nahkoda KM. Mantap mengarahkan
kemudi kekanan, dengan maksud untuk menghindari. MV,
Kota Indah yang gerakannya mencurigakan sebagafmana
kutipan dar: keterangan Sdr. Gatot Santoso pada
saat diperiksa ocleh Staf Subsi Lala dan Tibdar pada
Kantor Administrator Pelabuhan Banjarmasin pada
tanggal 2e Pebruari 1999 ;

Bahwa menurut catatan Kantor Syahbandar

Tanjung Perak Surabaya kapal yang mengalami larac/

hanyut pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 19339
idaerah sekitar alur kahel laut antara PLTU Gresik
engan Tanjung Tanjungan adalah satu-satunya, vyaitu

MV. kota Indah ;

Bahwa menurut data dari buku yang diterbitc-
kan oleh Badan Hidrografi TNI-AL (sukti P-8) arah

-
dan kekuatan arus pada tanggal 19 Pebruari 19959,

adalah sebagai berikut
- Pukul 11.00 Wib C
- Pukul 12.00 Wib 7 Knot,
- Pukul 13.00 Wib 13 knot
Pukul 14.00 Wib 16 knot
Pukul 15.00 Wib 15 knot -
dan tercatat pula pada pukul 11.00 Wib menjelang
pukul 12.00 wWib menunjukkan perubahan arah arus

/{_\ '\ll',’,,{
yaitu semula dari aran utara*'

-nt

;Rn berubah
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darl arah selatan ke utara ;

Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilaku-
karn oleh PT. Komaritim pada tanggal 27 Pebruari
1999 dengan memakai scan sonar dipevoleh hasil pada
permukaan dasar laut (sea bed) terdapat bekas
garukan ({(scars) yang memotonyg ailur kabel .laut
givkic 3, 1 dan 2 (bukti P-14)

Bahwa dalam rangka upaya menemukan kabel
Laut  yang putus derigan memakal side scan sonar
sobagaimana diuraikan cdalam butir 21 diatas telah
dilakukan penyelaman dan menemukan letak kabel laut
sirkit 1, 2 dan 3 dan jﬁga menemukan titik rusak
pada kabel laut sirkit 1 dan 2, sedangkan titik

rusak pada kabel laut sirkit 3 belum diketemukan ;

Bahwa dengan bkerhasil diketemukannya lokasi

ZYitik rusak kabel laut sirkit 1 dan sirkit 2, maka

'gjak tanggal 29 Maret 1899 sampal dengan tanggal
//5 April 1999 telah dilakukan

a. Pengangkatan kabel sirkit 2 dari arah Tanjuhg

Tajungan ke arah PLTU Gresik yang ternyata dalam

keadaan wputus dan kondisi kerusak-nnya telah

direkam dalam fots (bukti P.15, 15-aA, 15-B dan

b. Pengangkatan kabel sirkit 2 dari arah PLTU
Gresik kearah Tanjung Tajﬁngan vang ternyata
dalam keadaan putus dan kondisi kerusakannysa
telah direkam dalam foto (bukti P:;16 dan 16-a) ;

c. Pengangkatan kabel sirkit . {?ﬂ:_ ' PLTU

\/3

\» (,,a’
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:,dalam keadaan putus sedangkan kondisi kerusak -
aﬁﬂya teiah divekam dalam foto {bukti P.17 dan
17-A)

4. pPengangkatan kabel ‘§irkit 1 dari arah Tanjung
Tarnjungan kearah PLTU Gresik yang ternyata dalam
keadaan putus dan kondisi kerusakannya telah
di.-ekam dalam foto (bukti P.18, 18-A dan 18+B).

Bahwa berdasarkan hasil scan sonar dan hasil
fcto sebagaimana diuraikan diatas serta dihubungkan
dengan\ kerusakan yang nyata berdasarkan pengli-
hatan mata, maka rusaknya kabel laut disebabkan
karena digaruvk dan dikait oleh benda lain ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta antara la:inp

s, sebagal berikut

MV. Kota Indah berlabuh jangkar disekitar Xabel

laut pdda pukul 11.59 Wib (kutipan Official Log
Of The MV. Kota Indab} ;

MV. Kota Indah mengalami larat/haasyut sejak
pukul 12.30 Wwib sampal dengan dikerahui oleh
Second Officer pada pukul 13.20 W b, (kutipan
catatan MV. Kota Indah) ;

¢. Alivan listrik ke Pulau Madura terputus pada
pukul 13.12.03 Wib (print cut SCADA pada Kantor
PLM Unit Pengatur Beban di Waru) /

d. Pada saat mengalami larat/hanyut MV. Kota Indah

Lerada Aialur kabel laut antara PLTU Gresik dan

Tanjung Tajungan (Kesakslian petugas di Tanjung

Tajungan dan Petugas PLN giﬁ“
P ":_“ ~ (.’l{‘,\

hasil foto dan kesaksigﬁ?ﬁa h
are

e

rdu Iniduk Gresik,

a\KM. Mantap)
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. Pada saat MV. Kota Indah berada dialur kabel
laut, jangkar MV, Kota Indah yang berada diulup
jangkar mengkait kabel laut dan kabel menggelan-
tung dikiri kanan .jangkar (saksi mata Zainal
Arifin dan Umar) ;

£. pada saat jangkar MV. Kota Indah sebagian berada
diaras permukaan air laut sebagian agi berada
dibawah permukaan alr laut, posisi mata rantal
dan janykarnya merentang tegang dan serong/tidak
vertikal (hasil foto) ;

g. Hasil scan sonar ternyata lobang garukan didasar

laut memctong alur kabel laut sirkic 3, 2.1

(hasil scan sonar) ;

Fondisi kabel laut sirkit * dan 2 setelah

diangkat ternyata putus dan bagian luarnya rusak

ridak " teratur karena gafukan dan keitan benda

lain (hasil foto) ;

Rapal vyang larat pada saat itu, satu-satunya
adalah MV. Kota Indah ;
J. Satu-satunya kapal yang berada dialur Rabel laut
pada  waktu segera setelah aliran listrik ke o
Fulau Madura putus adalah MV. Kota Indah (hasil
fcto) ;

Maka terbukti bhahwa rusék dan putusnya kabel
laut disebabkan oleih garukan dan kaitan jangkar

V. Kota Indah ;

Bahwa jangkar MV. Kota Indah yany menggaruk

dan mengkait kapel .Jaut mlllk Pengg- ar asli seba-
,'-..l ’ ta( \
e
gaimana diuraikan dzlam butrny24u_mefh§alan tang-
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yung jawab Tergugat asli IIT yang dilakukan dengan

sengaja atau setidak-tidaknya kelalaiannya berda-

sarkan hal-hal scbagai berikut

a. Tergugat asli I.I .mengetahul Dbahwa MV, Xota
Indah berlabuh 3jangkar sangat dek t dengan
"Larangan Daerah Berlabuh Jangka"

~

b. Tergugat asli III mengetahul keberadaan peliam-
pung suar kuning didepan PLTU Gresik yang berpa-
sangan dengan wambu suar kuning ol  Tanjung
Tajungan yang merupakan Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran yang memberitahu adanya bahaya dan/
atau rintangan pelayaran, dalam hal ini kabel
laur
Tergugat asli III mengetahul babwa arah dan
kekuatan afus laut pada tanggal 19 Pebruari 1999
di Surabaya (alur barat) dimana MVY. Kota Indah
werlabuh  jangkar berdasarkan data dalam buku
yang cditerbitkan olenh Badan Hidcrografi TNI AL
pada pukul 11.00 Wib menjelang pukul 12 menun-
sukkan perubahan arah arus vyaitu semula dari
utara keselatan berﬁbah dari selatan ke utara ;
d. Tergugat asli IIT mengetahui kekuatan arus laut
pada tanggal 19 Pebruari 1999 &i Surabaya ftalur
barac) dimana ‘MV. Kota Indah berlabuh jangkar, 4
berdasarkan data didalam buku vang diterbickan
wleh Badan Hidrografi TNI AL berkembang dari-o©
pada pukul 11.00 Wib "selanjutnya pada pukul
13.00 Wib naik menjadi 13 knot dan mencapai

-

puncaknya pada pukul 14.007Wibrﬁé§%adi 16 knot.
C 1 AT

?Jf.ei'Teggqgat

. Y - .
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e. Tergugat asli III seharusnya, sejak MV. Kota
Indah berlabuh Jjangkar pada pukul li.OO sampal
dengan‘13.00 Wib menjaga dengan baixk MV, Kota
Indah aga> tidak larat/hanyut dalam menghadapi
kekuatan arus dari Selatan ke utara Yyang akan
semakin kuat dan akan mencapai puncaknya pada
pukul 14.00 Wib |

f. Tergugat asli III seharusnya secara terus me-

nerus menjaga MV. Kota Indah agar tidak larat/

hanyut dengan cara melakukan nengamatan vyang
baik, namun ternyata walaupun cacatan MV. Kota

Indah mencatat bahwa sejak pukul 12.30 wib MV,

Kzra Indah posisinya telah bergeser, Tergugat

asli III baru mengetahui pada pukul 13.20 Wib

setelah memperoleh pemberitakuan dari Second

Officer, sedangkan aliran 1listrik ke Pulau

Madura terputus pada pukul 13:;12.03 Wib
Dengan demikian Terguget asli 111 telah melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal

1365 BW,
e

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum
vang dilakukan cleh Tergugat asli III, maka kabel
laut milik Penggugat asli digaruk dan dikait oleh
jangkar MV. Kota Indah Karenanya aliran listrik ke
Pulau Madura putus, hingga Pengéugat asli menderita
kerug.an sebesar Ro. 157.614.151.618, - {seratus
lima puluh rujuh milyar enam ratus empat elas ‘juta

seratus lima puluh satu ribg;ﬂﬁ?ﬁv. ratus delapan
e Tkt
s J

belas vupian), dengan perindiar s

for /??&
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1. Biava survey hidrografi terhadap kabel vyang

rusak - {cutting, testing, ecapping, dll}). Us§ .,

20,691 . .. . e e Rp. 182.080.800,
2. FEnabling work circuit

1+2+ repair work circuit 2)

Uss 2.288.000,- . ......... Rp.20.134.400.00Q, -
3. Repair work circuit 1 US §

1.623.600 ... oo Rp.14.287.680.00vu, -
4. LEnabling work and repair

work c¢ircuit 3 US §

1.814.9923 ... ... Rp.15.971.938.400, -

5 Material

Caeble 970 meter US 3

1.403.590 ... ... .. . Rp.12,351.592.00¢
‘1 Joint

Fixed joint & Flexible

joint US $ 391.304 ,...... Rp. 3.443.475.200, -
- Cable fluid 50 drum ...... Rp. 1.000.060.000, -
PPM (10%) ..., ... .. ... Rp., 1.679.%06.720, -

6. Protecticon works 1S § -
270,000 ... Rp. 8.536.000.000, -
FPM (10%) ........... #?‘;  Rp. 853:600.000,-

7. Biaya lain-lain
(biaya konsultar Maritim,
Kelzutan, Cable ecpert,
biaya penyelam, biaya sewa

kapal, akomodasi dan lain-

8. Biaya sewa/pengangkutan
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diesel untuk mengatusi
padamnya listrik Pulau
Madura
a. Menyewa diesel dengan kontrak sewa dari
a.l. PT. Sumberdaya Sewa Tama Jakarta,
kekuatan 10 MW o
......... ;.....;.:. Rp. 10.368.000.0600, -

a.2, PT.Kaltrimex Energi Jakarta, kekuatan 10

MW e Rp. 9.072.000.000,-
a.3 PT. Kera Sakti Bahana Jakarta kekuatan
2 MWL Rp. 1.920.000.00¢C,
a,4, UD. Mandiri  Surabava, kekuatan 2,8
MW, Rp. 2.6€°.120.000

Pemindahan PLTD Apung dar: Pontianak ke
Madura dan sebaliknya
- Péngangkutan dari Pontianak ke Camplong
Sampang Madura .......... Rp. 291.500.00C0, -
- Asuransi pengangkutan dari Pontianak ke
Madura ............. ..... Rp. 228.817.860¢C, -
- Pengangkutan dari Kalianget ke 253ntianak
......................... Rp. 291.500.000, -
- Asuransi pengangkutén dari Kalianget ke
Pontianak................ Ro. 2z28.817.600, -
Y. Mobillisasi Genset Ewergensi dan Kerugian energi:
- Pemindahan, pembuatan pendasi dan operasional
Yenset ... Rp. 5.484.040.909,
- Mobilisasi Genset emergensi jaringar, 20 KV
.......................... Rp. 716.994.823, -
- Kerugian dari penghaéiian _penjualdn KWH yang

hilang selama 2 1/2 oulan Rp,,4 000 000.000,

4
$'mwg?
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10. Relokasi PLTG and Switch Yard 150 KV ........ ..

. Rp.23.921.000.000, -

11. Cost of Money setahun 36 % ({realisasi pembayaran
untuk 4 bulan) 12%.x .... Rp.139.834.063.052, -
12. Kensultan Pelayaran, kabel dan lain-lain .. .....

Rp.1.000.000. 000, -

~

{perkiraan maksimum) 2

Jumlah ...... ... [ ..v. Rp.157.614.151.618,

(seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus

empat belas juta seratus lima puluh satu ribu

znam ratus delapan belas rupiab) ;

Bahwa selain Tergugat asli III selaxu Nakho-

da MV. Kota Indah, pihak vyang harus terikat dan
harus bertanggung jawab atas segala keruglan vyang

wj*k disebabkan c¢leh perbuatan melawan hukum yang dila-
T

Tergugat asli I yaitu Advance Container Lines
‘/ (PTE} LTD selaku peangusaha MV. Kota Indah,
sesuai ketentuan pasal 321 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagaag W
b. Tergugat asli 1II yaitu Pacific International
Lines {PTE) LTD, selaku pemilik MV. Kota Indah,
yang daiam perundingan dengan Penggugat asli
nenyatakan ikut bertanggung jawab ;
¢. Turut Tergugat asli I yaitu The Britannia Steam
Ship Insurance Assnciation “LTD_ (P&l Club),

selaku penanggung MV. Kota Indah }‘

d. Turut Tergugat asli II yaitu PT. Pelayaran

Samudera Selatan,
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I dan Tergugat asli II yang mengatur segala
keperiuan MV. Kota Indah selama berada diwilayah
perairan Indonesia ; : | ’
Bahwa Penggugat asli, tidak lama setelah
peristiwa ini telah mengadakan perundingan dengan
Tergugat asli II namun tidak mencapal kesepatagan,
sedancokan Tergugat asli III memungkiri bahwa Jang-
kar MV. Xota Indah mernggaruk dan mengkait kabel
lave milik Penggugat asli. Oleh sebab itu Tergugat -
asld 11 dan IIT tidak beritikad baik untuk menye-
lesaikan kasus ini
dabwa jumlaih tuntutan ganti rugi yang diaju-
kan Penggugat asll sebesar Rp. 157.614.151.613, -

(seratus lima puluh tujuh milyar enam ratus empat

belas juta seratus lima puluh satu ribu znam ratus
““#zlapan belas rupiah) m=2rupakan jumlah vyang cukup

vesar, sedangkan Para Tergugat asli tidak menunjuk-

Va

\ i ';//fkan itikad baik untuk menyelesaikannya, maka untuk

| - menjamin agar Tergugat asli I, II dan III membayar
ganti rugyr kepada Penggugat asli, makai%engan ini
Penggugat ésli mohon agar Ketua Pengadilan WNegeri
Surabaya berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-
Undang Nomor : 21 tahun ;952‘ tentang pelayaran,
mengeluarkan‘Peﬁétapan Penahanan deﬁgan memerintah-
kan Syahbandar Tanjung Perak Surabaya untuk melaku-
kKan penahanan terhadap : |

- MV. Kota Indah, yang sq@hfiqi sedang berlabuh di
L e

BN . .
Pelabuhan Tanjung Perak Sura %ya, dengan iden.:i -
s . - A co

ST
Las ’H\’) W,
\\."--‘.S. i

2

| B .
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Panjang v 174 meter ;

Lebar 1 22,85 meter

Berat Kbtor : 16.332 ton ;

Berat bersih i 7.926 ton ;

Draft Max : 10,3 meter ;

Kapasitas Max : 907 teus ; .
Berbendera : Singapura ; g
Muatan : 598 teus ;

- Kapal-kapal lainnya vang diusahkan oleh Tergugat
asli I yang berada atau kebetulan berada dipela-
buharn Indeonesia

- Kapal-kapal milik Tergugat asli II yang berada

atau kebetulan berada dipelabuhan Indonesia ;

Kapal-kapal vang dibawan kekuasaan dan dijamin

oleh Turut Tergugat asli I ;

Bahwa wuntuk lebih menjamin agar Tergugat

asli I, II dan III memenuhi kewaziibannya membayar

ganti kerugian, maka selain dilakukar penahanan
terhadap  kapal dimaksud dalam butir 29, dengan ini
Penggugat asli mohon agar terhadap MV. Kota Indah
dilevakikan sita jaminan, demikian pul;‘ terhadap
kapal -kapal lainnya sebagaimana diuraikan dalam
buctir 29

Bahwa gugatan ini didukung oleh alat bukti

yang kuat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 180

HIR meohon dapatnya putusan ini dilaksanakan terle-

bih dahulu walaupunfmaq
Faliyt

banding maupun kasasi,’

NGALS

R
-~
f o

13
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Bahwa berdasarkan hal-hal Gtersebut diatas,
venggugat asii mohon agar Pengadilan Negeri Sura-
‘baya memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Provisi

- Menzrima permohonan provisi Penggugat :

- Menetapkan agar MV. Kota Indah yang padahsaat
ini berlabuh di Pelabuhan Tanjuny Perak Surabavya
ditahan, demikian pula terhadap «vapal-kapal
lainnya sebagaimana diuraikan dalam butir 31
diatas ;

Deiam Pokok Perkara

1. tensrima dan mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;

Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuat -
an melawan hukum ;
Menyatakan Tergugat I dan II terikat dan 1kut

bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang

ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum vang

cilakukan oleh Tergugat IITI

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas

; %
MV. Kota Indah, dan kapal lainnya

5. Mengnukum Tergugat I;. II dan III secara
tanggung jawab renteng membayar ganti kerugian
kzpada Penggugat berupa sejumlah uany sebesar
Rp. 187.614.151.618, - (se:atus‘lima puluh tujuh
milyar enam ratus empat belas juta seratus lima
pulul satu ribu enam ratus delapan belas rupiah)
ditambah bunga 6 % perjrahun yang dihitung sejak

tanggal dldafLarkdn pquara ini sampai saat Para
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Tergugat membayar ganti rugi tersebut kepada
Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat [, II dan II] secara tanggung
renteng membayarx 'kerugian Jainnya vyang sampai
saat ini belum dapat dihitung k. rena sedang
dikumpulkan bukti-puktinya dan sebagian®* lagi
sedang dilakukan negosiasi yang jumlahnyg akan
disampaikan kemudian ;

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turu: Te¥gugat II
tunduk/mematuhi keputusan Qdalam perkara ini .

§. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terle-

bih dahulu walaupun ada upaya perlawanan,

banding maupun kasasi ;

Menghukum Para Tergugat untuk membavar tiava

perkara

ATAU :-apabila Pengadilan berprendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa artas gugatan Penggugat tersebut dia-
tas, maka Para Tergugat telah menaajukan Eksepsi
yang pada pokoknya atas dalil-dalil sehagai beri-
kut

Ralam_ Eksepsi

Bahwa gugatan Pengaugat terhadap Tergugat I, Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah salah ’
alamet, dengan alasan‘ sebagai berikut

a. Bahwa Tergugat I pada dasarnya hanya mempunyai

wiwenang untuk wmemberikan instruksi-instruksi

Kétut Briliawati Permanasari

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ...




- 27 -
IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

kapal), Tergugat I sama sekali tidak mempunyai
wewenang atau hak untuk memerintah dan dalam
segala. hal tidak mempunyai kendali/kontrol
terhadap MV. <Kota Indah dan/atau Nakhoda dan
awak kapal berkenaan dengan navigassi dan Mana-
jemen Keta Indah, sehiﬁgga Tergugat I Rsama
sekali tidak dan tidak dapaﬁ mempunyat hubﬁngan
hukum dengan Penggugat ;
L. Bahwa Turut Tergugat I hanyalah merupakan suatu
penjamin Tanggung Jawab/Liability Insurer (P&l
Ciub) dari Kota Indah dimana Tergugat II menjadi
salah satu anggoltanya dan Turut Tergugat I
secara  mutlak tidek mempunyai wewenang atau
tanggung jawab apapun juga Dberkenaan dengan
navigasi dan manajemen Kota Indah ;

Bahwa .Turut Tergugat 1 sama sekali tidak atau

tidak Dbisa mempunyai hubungan hukum dengan
Penggugat. Turut Tergugat I hanya mempunyai
hubungan hukum dengan anggotanya, dimana salah
aty anggotanya adalah Tergugat II ;
d. Bahwa Turut Tergugat II pada dasarnyz hanyalah
Agen Kapal/Shipping Agent dari Tergugat I di
Indonesia sebagaimana © terbukti dari Surat
Penunjukkan/Letter of Appoinment ~tanggal 16
Desember 1§94 (bukti T-4) ;
e. Bahwa dalam kedudukannya 'sebagai Ayen «Xapal/
Shipping Agent dari Tergugat I di Indonesia
sesual  Surat Penun ukkan/Le ter of Appoinment

\|l(_, Ton
tersebut pada butlb’d a8 % 5, Turut =rgugat II .,

.l __;”,_..

Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... Ketut Briliawati Permanasari




R

e \\1

o

R TN SR A
S U A
f-.: .
v r :J'/

Skripsi

IR_-Pgrgustékaan Universitas Airlangga

tidak mempunyal wewenang bertindak untuk dan
cvas nama Tergugat I dalam segala hal yang
berkaitan dengan manejemen dan navigasl Rota
Lndah

Bahwa wvasal 3 ayat 1 Keputusan Mentery Perhu-
cvintgan Homor KM L0 tahun 1988 canaoal o 21

Noptnber 1988 tentang Agen Umune dan Perwaftlap
Cornsahaan  Pelayaran Asing  {bukoi To¢. tidak
menyebutkan  bahwa Agent  dapat mewakill kepen-
tingan pemilik kapal dalam segala masalah-masa-
Pah finansial
pahwa Turut Tergugat 11 juga bervkedudurnan seba-
e Booking Agent darir Tevgugatr 11 calingainana
e buktsr darl o Surat Penunjukhan, Letier ol ape
punment tanggal 5 Pebkruari 1990 (bukty U6
Dalam -kedudukannya cebagai Booking Agent dari
Torguygat 1D berdasarkan Surat Penunju<kan/better
ol Appoinwent tergebut diavas, Turut Tervgugaut 11
moempanyal kewajiban-kewajiban dan tangguny jawab
suieatan sebagal Lberikut
n
v Turur Tergugat II berctanggung jawal atas
Leamanan ponanganan kargo baik untux impor
maupun ekspor bagi kepentingan kapal -kapal
Tergugat 1I, selama kapal singgah dipela-
buhan-pelabuhan di Indonestia |
tia, Turut Tergugat I dibevikan hiazma untuk

meneybitkan Bills of Lading (downuimen pe-

ngangkutan} atasiir

A e e

Berdasarkan 1si
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Appoinment  tersebut diatas, maka keverlibatan
Turutl Tergugat 11 sebatas hal-hal yang menyang-
kut pengadaan kargo dan dengan demikian tidak
meinpunyal wewenang dan tanggung jawab dalam
segala masalah finansial sebagaimana isi gugatan
penggugat atau segala kendali/kontrol terhadap
segala masalah mengenai navigasi dan manajemen
Keva lndah. Dari hal-hal tersebut diatas sangat
lah jelas bahwa Tufut Tergugat II sama sekall
cidak dan tidak dapat mempunyal hubungan hukam
dengan Penggugat

. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, IT,

IIT, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat [ atas

dasar tanggung renteng (tanggung menanggunyg)

c
A
o

berdasarxan alasan-alasan sebagaimana telah
1iuraikan diatas, éama sekali tic:k berdasar
karena mereka ticdak mempunyal hubungan tanggung
wenanggung atas kerugian yang diduga diderita
oleh Penggugat ;
i. Bahwa pasal 123z Kitab Undang—uq?ang Hukum
Perdata menetapkan sebagal berikut
“Tiada perikatan dianggap tanggung menanggung,
melainkan jika hal itu dinyatakan secera £egas.

Aturan ini hanya dikecualikan dalam hal-hal,

dimana suaty perikatan karena kekuatan suatu
penetapan  Undang-undang dianggap tanggung me-
Na Ny yuny

¢ teom

). Berdasarkan pertimbangan-péyEimbangan sebagaima-
T RN,
R N
na terdapat  dalam g %t;ryﬁ LMy, a,  sampal i
ST
L
1 o
o e e
Skripsi
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30 -

diatas, maka gugatan Pengguget terhadap Tergugal

t, Wurut Teryugat I dan Yuruc Tergugat 11 adalah
sarah alamat (efror ir persona) dan tanpa dasar.
Glch sebab itu mohon gugatan Penggugat terhadap
Tergugat f, Turut 7Tergugat I dan Turur Tergugat
I1, dicalak ;

lahwa  karena gugatan Penggugat salah  alamat
Lechadap Tergugat I, Turut Tergugat [ dan Turut
Tergugat IT dan karena sama sekali tidak dan
tidak dapat MQmpunyai hubungan  hukum  apapun
antara Tergugat I, Turut Tergugat 1 dan Turut
Tergugat II dan Penggugat sebagaimana telah
Jdivraikan diatas, maka Tergugat T, Tu.:t Tecrgu-
gat I dan Turut Tergugat II tidak berkewajiban
untulk memberikan tenggapan, dan segala tanggapan

terhadap gugatan Penggugat dibuat tanpa mengu-

rangi kedudukan Tergugat I. Turut Tergugat I dan

Turvt Tergugat II banwa Pengoguget tidak mempu-

nyal hak untuk menggugat mereka

-,
Bahwa berdasarkan hal-hal tarsebut diatas,

renggugat mchon agar Pengadilan Negeri Surabaya
memberikan putusan sebagaji berikut

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan ‘memborikan putusan atau seluruh

Eksepsi Tergugat yaitu tidak memasukkan Tergugat/
«, Turut Tergugat I dun Turut Tergugace I[1 dala=

perkara ini

4

2. Fenolak  seluruh gugaggnirPengguqat texrhadap
r’v\:“ it
Tergugat I, Turut rer/g at ) Tergugat
HeeD:
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Il atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
tidek dapat diterima oleh karena gugatan salah
alamat (error in percona) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Penga-
dilan ; | l
bahwa..Lerhadap gugatan tersebut Pengadilan
Wegeri Surabaya telah mengambil putusa., yaitu
putusannya tanggal 14 Juni 2000 Nomor - 279/P@t.G/
1999/PN.Sby. vyang amarrnya berbunyi sebagai beri-

kut

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

i

lialam_Pokok Perkara

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya

h

Menghukum Yenggugac membayar biaya acara per-
:}L Kara ini yang hingga kini ditetapkan sebanyak
$7}Rp. 167000, - (seratus enam puluh  tujuh  ribu ;
"Eupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan

" Para Penggugat-?embanding telan dibatalkan oleh

Yengadlilan Tinggi Surabaya dengan Futusannya tang-
gal 21 Agustus 2001 Nomor 20/Pdt/2001/PT.Sby.
F/4ng amarnya berbunyi sebagal berikut <
- Menerima permohonan banding dari Penggugat -
Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabavya
tanggal 14 Juni 2000 No. 279/PAL .G/1999/PN . Sby .
yang dimohonkan banding dan '

MENGADILI SENDIRT

¢

Dalam Provjgi
- Menolak Provisi Fenggugat

Dalam Eksepsi

T

- Menolak Eksepsi Para Tergugawgsb

SR N

L S

Dalam Pckok Perkara :uff--% ?\'
. .

TR SRR PR R :
1. Mengabulkan gugatan'{PTnégpg‘ E%mbandlng untuk

Rt

aolt ST
uﬁegggxan”f\
7/ "-‘»‘
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seragian ;

2. Menvatakan Tergugat III-Terbanding telah melaku-
ken perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II-T=rbanding
terkait dan ikut bertanggung jawab terhadap
segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuat-
an melawan hukum yang dilakukan Tergugat IIT ;

4. Menghukum Tergugat I, Terqugat II dan Tergugat

TlI-Terbanding secara tanggung renteng membayar

ganti kerugian kepada Penggugat sebesar

US.%5.5.699.995. (lima juta enam ratus se@bilan

puluh  sembilan ribu sembilar ratus sembilan

puluh  lima dollar Amerika Serikat) dan

Rp.15.800.687.905, - (lima belas milyard delapan

ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu

sembilan ratus lima rupiah)

?

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

1I-Turut Terbanding untuk mematuhi putusan ini

v

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat 4
ITI-Terbanding nembayar ongkos perigara pada
kedua tingkat peradilan, vang pada tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000,- {sembi-

laag puluh lima ribu rupiah?

Menclak gugatan Penggugat -Pembanding selebihnya;
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberita-

hukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12

Hopember 2001 kemudian terhadapnya oleh Para Tergu-

gat I,II, III dan Turut Terguqst I, Il/Terbanding-
\].f,'?"',_
Turut Terbanding denganlperéhfafaan kuasanya khu-
rf)‘

R o0
sus, berdasarkan suratfkdaﬁéﬁ
‘ ‘L‘! RS A

: Sk

e

W

~ -\ ' e . .
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tanggal 2 Juni 1999, 1 Juni 1999 dan tanggal 17
Juny 1999%  diajukan permohonan kasasi secava Lertu-
lis  pada vtanggal 22 Nopewmper 2001 sebagailmana
ternyata  dari  akte permchonan  kasasi  Nomor

279/Pdt.G/199§/ PN.Surabaya Nomor . 20/pPdc/2001/
PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya, permochonan mana kemudian disusul oleh
manorl kasasi yang memuat alasan-alasan yang d{-
terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tervsebut
pads tanggal S Desember 2001
bahwa setelah itu oleh Tevrmohon Kasasi vang

pada tanggal 28 Desember 2001 telah diberitahu

tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi

J Januari 2002
Menimbang, bahwa permchonan kasasi a quo
begerta alaéan3alasannya telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang
wakriu dan dengan cara yang ditentukan da¥am Undang--
Undany, maka oleh karena itu bermohonan kasasi
tersevut formil dapat direrima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang
diajukan _oleh Para Pemohon Kasasi di am memori
kKasasinya tersebut pzda pokoknya ialah !

1. Bahwa telah salah menerapkan atau melanggar

pasal 1923 jo 1925 BW.

Baviwa pada halaman 8-17 "ad 2 sampai dengan 4 ’

T R
\\[‘..\

AT
' T )

putusan aquo telah -mgmp§%ﬁ§mbangkan mengapa
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disitmpulkan bahwa (1) putuvsnya kabel laut dise-
babkan garukén jangkar KM. Kota Indah dan bahwa
{2)  hal ctersehut karena kesalahan/kelalaian
Pemohon Kavasi 1IT,

Zahwa diabaikan atau tidak dipertimbangkan .
putusan aquo, butir No. 8 posita gugatan Termo-
hon Kasagi.

Cahwa butir No. 8 posita gugatan Termohon Kasasi
lengkapnya sebagar berikut

fahwa menurat catatan My, Rota Indah, posici py.
Kota Indah sejalk berlabuh jangkar pada prikul
11.99 Wib sampai gpukul 13.20 Wib tzlah berge -

scr, sebagalmana Kutipannya berikut ini

'z Pukul Lintang Bujur
59 07-04%'-95ug 112-40' .80 g
30 07-09'-g89vg - 112-40-7a4+ g
G0 ‘ 07-09'-82"g 112-40'-73v g
13.20 07-09'-63"5 112-490' 76" g

sebagaimana kutipan dari Official ng Of The
M.V. Kota Indah dan Kutipan catatan M.V, Kaota
Indah.

Bahwa posita gugatan, khususnya butir No, 8
Cersebur i.c¢. merupakan pengakuan yang diberikan
Termohon kasssi di. depan hakim sebagaimana

dimaksud pasal 1923 BW. Oleh karena .ty sean-
dainya pun benar koordinat~koordinat tersebur
pada butir No. 8 pPosita gugatan salah quod non,

pengakuan Termohon Kasasi tersebut merupakan

ohon Katcasi sebab
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dengan mencantumkan koordinat-kocordinat tLersebut
dalam posita gugatan, Termchon Kaszasi e
dianééap telah menerima kebenaran koordinac -y
koordinat tadi,

Bahwa selain itu menurut pasal 1925 BW pengakuan
dl depan hakim merupakan bukti sempurna terhadap
Termohon Kasasi ,

Bahwa berdasarkan POsisi-posisi atau koordinat-
koordinat MV, Kota Indah pada jam-jam tertentu #
sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan
fermohon Kasasi, ternyata sewakty diplot di peta
posisi MV. Kota Indah pada pukul 13.20 masih
berada di sebelah felatan circuiz No. I, circuijt
No.o IT Ymaupun circuit No. IIT milik PLN (Termo-
acn Kasasi)

Hahwa waktu itu sesuai arah arus MV. Kota Indah
larat keutara,

Hahwa listrik di Pulau Madura padam mulai pukul
13.12.03 vide buriy No.10 gugatan.

Bahwa karena menurut posita gugatan® tersebut
pada pukul 13,20 posici kapal MV. Kora Indah
masih berada di sebelah Selatan circuir. 1, 17
dan I1I, maka dengan sendirinya posisi jangkar
MV. Kota Indah terhadap circuirt I, IT dan 111
masih lebjh Jauh lagi ke Selatan, sebab kapal
larat dari Selatan ke Utara

Balwa oleh karena itu bagaimana mungkin kapal

MV, Kota Indah
kabel bawah laut PL&;y‘?gﬁuf
PO A

b

k..‘:
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Pulau Madur cada pukul 13.12.03 pacam, padahal
pada pukul 13,20, jadi setelah listrik padam,
posisi MV, Kota Indah masih berada di sebelah
Selatan ketiga buah circuit milik PLN.

Bahwa pletting circuit No. I, II dan IIT kahel
bawah  laut PLN vyang koo;dinat-koordinatnya
tercantum dalam butir Ne. 1 huruf a dan b posita
gugatan dan plotting posisi MV. Kota Indah pada
prkul  13.20 menurut koordinat yang Lercantum
dalam butir No. 8§ posita gugatan pada peta BAC
921 (bukti T-28) wmaupun peta Indonesia No. 84

fbukei T.16.A} menunjukkan hal yang sama, yaknil

bahwa pada saat listrik di Pulau Ma-<ura padam ..
uku; 13 20.03 posisi MV. Kota Indah Lada.pukul_.
3.20 mésih berada di sebelah Selatan circpitc
©. I'dan II, yakni lebih dari 400 m sebelah
Selatan circuit [ dan II; vide 10 baris terakhir
pacda  halaman 179 putusan tingkat pertama Penga-
dilan  Negeri Surabaya No. 27%,/pdL .G/1999/
PN.Sby. tanggal 14 Juni 2000 . ®

Bahwa Termochon Kasasi tidak dan tidak mungkia

dapat membaﬁtah bahwa berdasarkan posita gugatan
No. 8 dan No. i, pada saat listrik 4di Pulau
Madura pacam pada pukul 13.12.03, posisi Km.
Kota Indah pada pukul 13.20 masih beréda di

sebelah Selat... circuit No. T, I1 dan 1I1, wvide

antara lain bukti T. dan T.27A dan T.28

'

Bahwa sehubungan d. dﬁﬁ( ; gakuan merupakan

(A

Lukti sempurna terﬁaﬁquwg ohon Kasasi, Para
; g g

29 N

'I‘.“ f rj)' e ' -
: ﬂ_‘f}. npemphon....
¥ \»_.,\,‘-‘. L ey} SRR
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Pemohon Kasasi berikut inl ingin mengutip aua ;

yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat

~

Pertama pada halaman 212-214 putusannya sebagal

berikut
Menimbang, bahwa sejak kapal Kota indah lego
jangkar  pada tangcal 19 Pebruari 1999 jam
11.5%  (gugatan butir %) sampal dengan jam
11.42 termasuk pada jam 13.12.03, saalt listrik
pacam di Pulau Madura sesuai “"Svoervisory
Contrecl aad Data Aguicition® (SCALA) di
irnstalasl PLN unit Pengatur Bebar wWaru di
Taman "Sidoarjo (gugatan butir 10) kapal Kota
Indah tetap barada pada alur pelayavan di
Selat Madura (lihat bukti T-28 yeang telar
diplot dengan posisi kaval Kota Indah tersebut
berdasarkan log boock kapal Kota Indah) .

- lenimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan
diatas mulai pada jam 11.59 saat kzpal Kota
Indah lego janghar, {(lihat ticik A p%&a T-28)
hingga jam 13.20 ‘!saat Mualim IT melaporkan
kepada Nakhoda bahwa kapal Kota Indah hanyut,
lihat titil F T-28) yang berarti sekitar + 87
menit setelan padamnya lampu di Madura,
posisi kapal Kota Indah masih berada sebelah
Selatan dari kabel sesuai plot garis merah Y-2
pada T-28), lebih = Selatan lagi pada saat

pukul 13.12.03 Xarena seperti fakta hukum di

muka kapal terseihut Hanyie ke Utava
[ AN

i

. e "
- (PR
- Manimbang, bahwa bq;rd_%e{'r}}can fakuva hukuni
Sy R AR
T
R o !
. litergeh R/
J.‘ g . I,/\ ‘ ,_--.__;:

A :
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tersebut yang diplot sesuval gugatan Penggugat
olehlldua orang saksi ahlil pelayavan cailn
Rozaimi  Jatim  {saksi ahli Penggugat’@ dan
Karmeihan Sabaroedin {saksi ahli Turguéat)
ternyata bahwa pada saat padamnya lampu di
Madura {pukul 13.12.03) kapal Kotz Indah tidak
berada di areal kabel 1listrik bawah laut
kepunyaan Penggugal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenal posisi
awal Kpta Indah saat melego jangkar vang
menurut  gugatan terlalu dekat d. gan daerah
larangon berlapuh jangkar vakni sekicar 278
meter atau sekitar 555 meter Jdari posiol
sirkit 3 kabel laut Jawa Madura (hu[lf. 5
gugatan) pihak Tergugal menyanakal dengan
alasan tidak berada di sekitar areal kabel
serta posisi kapal Koca Indah tersebut telah
dipandu oleh Abdul Haris.

Menimbang, bahwa terdasarkan keterangan daa
oraﬁg saksi ahli pelayaran yaitu¥® Karmeihan
Sabarocdin yang Jdibenarkan oleh Rozaimi Jatim
pada kesaksian tanggal 10 Mei 2000, vyang
dimaksud “seki;ar kabel” yakni 500 meter .
Menlhbang, banwa Majelis menilaa posisi awal
kapal Kota Indah cersebut sudah ridak dapat
dikategorikan berada diareal "sekitar kabel"

karena sesuai gugatan Penggugat sendiri,

posisi  saac lego jaﬂgﬁ%@%ﬁ alah + 555 meter
s g

.,\
dari kabel sirkitc go- sudah lebih

Yoy
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55 meter dari posisi "sekitar kabel® seperti
yang dijelaskan cleh kedua sazksi ahli tersebut
diatas ;

- Menimbang, bahwa apalagi, kabel 1list

s
y

[N
=
[

sesuai yang terungkap di muka sidang, pada
Ltanggal 19 Pebruari 1999 (waktu kapal Kota
Indah berlabuh ialuy hanyut) kabel Lersebut
dalam keadaan tidak berfungsi ;
- Menimbang, bahwa sesual bukti p-4, susunan
letak kabel tersebut adalah paling Selatan
firkit 3,.di tengah sirkit 1 dan paling Utzara
sirkic 2
dahwa cleh karena itu dengan mengabaiian Penua
kuan Termchon Kasasi sebagaimana dimaksud dia-
Uas, putucan a quo telah melanggar pasal 1923

jo 192% BwW.

Bahwa telah melanggar pasal 178 {3} HIR.
- Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugatc
menuntut’ pembayaran sejumlah ganri i?gi dalam
mata uvang rupiah, yakni seluruhnya sebesar
Rp. +614.151.618, {seratus lima puluh tujuh
wilyar enam ratus erpat belas juta seratus lima

Pulul satu ribu enam ratus delapan belas r&piah)
- Bahwa dalam petitum gugatan sama sekali tidak

ada tuntutan ganti fugi dalam mata uang dellar

Amerika Serikay
- Bahwa memang dalam posita gugatan Ya&ng memperin-

ci kerugian- kerugian . yané(dldalllkan ada yang

dinyatakan dalam mata;uﬁng F?ilar Amerika Seri-
- A

1“,. e

P

'33-

\
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Kak, terapil oleh Penggugat sendiri langsung
dikonversi dalam mara vang rupiah (avas dasas
Uss 1 = Rp.8.800, -) sehingga .total gant; TUgl
yang dituntul gesuai butir Nc. 5 Pel - tum gugatan
adalah sebesar Pp.157.614.151.618,- ( {seratus
lima puluh tujuh milyar enam ratus empat helas
juta seratus lima puluh saty ribu enan’ rarus
delapan hbelas rupiah) saja. Tidak ada peLitun
YaNg menuntut sejumlah ganti rugi dalam maga
vang dellar AS (U3 sy

Bahwa dengan demilkian putusan a quo yang mwnuhu-
kum Pemohon Kasasi 1, 171 dan Irr untuk  secarg
Langgung renteng antara lain membayar seiumlap
USS 5.699 995 bertentangan-dan telah melanggar
ketentu;n tersebut dalam pasal 178 (31 o
karena telan Mengabulkan yang tidak divuntur
atau lebih daripada yang Jdituntur ;
dahwa telah sajah menerapkan hukum karena telah
melakukan kekhilafan atay kekeliruzn Yyang nyata.,
Bahwa pada halaman a Putusan a gquo dipértimbang~
kan bahwa keberadaan kabel 1lauc Pulay Jgga-

Madura telah ditandai pada peta laut, termasuk

peta BAC No. 921, RhaJ tersebut terbukti dayj .

keterangan  gaksi Krustiono Basuki {mealim 1IT
K.M. Kota Indah dan saksi Daniel Attan Gyasi

{frualim T KM, Kota 1ndah) Yana membenavrkan hal

tersekbut. A
oL M
“‘

Pahwa di" einjy pukiy

kekhilafan nyara, W ] T

v 3 "',_-sl.u-
e
S r,..’]
B [
e [
\-,“.\ Y, %T‘N.l'("‘ {r
A5 " !

T ung Gugat Pemilik Ve Ketut Briliawati Permanasari
angg . 1




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
- 40 -

kér, tetapl  eleh  Penggugat sendiri  langsuna
dikonvers: dalam mata uang rupiah l{avas dasat
uss 1 = Rp.8.800,-) sehingga toval ganc; rugil
yang dituntut gesuai butir No. % pelLitum gugatan
adalah sebesar Pp.157.614,151.618,- | {seratusc
lima puluh tujuh milyar enam ratus empat belas
juta seratus lima puluh satu ribu enam’ ratus
delapan belas rupiah) saja. Tidak ada peritum
vang menuntut  sejuwmlah ganti rugi dalam mata
uanyg dollar AS (U3 $)
- Bahwa dengan demikian putusan a GUO  yang mengﬁur
kum Pemohon Kasasi I, IT1 dan 1I1I1I untuk  sgcara
Langgung renteng antara lain membayar sejumlah
US55 5.699.995 kertentangan *dan celah melanggar
ketentuén tersebut dalam pasal 178 (3% 1§
karena telah hengabulkan yang tidak dituntur

atau lebih daripada yang dituntut

ITI. Bahwa telah salah menerapkan hukum karena telah
melakukan kekhilafan atauy kekeliruan yang nyata.

- Bahwva pada halaman 8 putusan a yuo dlpertlmbang—
kan bahwa keberadaan kabel laut  Pulau dea

Madura telah ditandai pacda peta laut, termasuk

pela BAC No. 921, hal tersebut terbukti darj
keterangan  saksi Krustionc Basuki {mualim 1II
K.M. Kota Indah) dan saksi Daniel Atrah Gyasi

(mualim I KM. Kota Indah) vYang membenarkan hal

terselut.

- Pahwa di sini melukukan

kekhilafan nyata.
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- Bahwa kedua c¢rang saksi vyang disebutkan vidak
pernah membenarkan hal tersebut. -

- Bahwa untuk dapat menjielaskan kekhilafan nyata
tersebut, perlu dikemukakan di sini bahwa pada
peta BAC 821  (bukcti T-18 A dan atau T.28}
maupun peta Inddﬁesia No. 84 (hukti T.16 A) yang
rercetak dar tergsmbar di situ adalah ‘tanda
kabel bawah laut, tetapi tanda dua buan kakel
bawah laut tertera dan tercetak disitu bukan
:chuit I,‘circuit TI maupun circuit I11 milik
PLN.

- Bahwa waktu diplot dipeta berdasarkan xoord:act -

koordinat yang tercantum dalam butir No. 1 huruf

a dan b posita gugaten, ternvata posisi circuit

I, Il dan IIT milik #IN berada .diantara dua

tanda kabel bawah laut yang tercetak dan tertera

baik pada péta BAC 921 ({buktl T.28) maupun peta »

Indonesia No. #4

7

Kebenaran bahwa posisi circuit I, IT dan 111

milik PLN berada diantara tanda dua kubel yang

tercetak dan tertera dalam peta-peta rtersebut

Cibenarkan saksi ahli Rozaimi Jatim vang

diajukan Termchon Kasasi.

- Bahwa mengenai kebenaran hal ini dapat dilihat
pada bukti T.28, T.18A serta bukci . 27 dan
T.2%A (catatan bukti T.27 adalah plotting cir-
cuit I, II dan III milik PLN pada ! uakrpi P-4

s¥).

NS

rld dicegaskan disini
P
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edisi No. 22 tvahun 19%9 yang diterbitkan pada
vanggal -3 Juni 1999, jadi baru dicantumkin
sotelah kejadian pada tanggal 19 Pebruar: 199¢,
vide mukty T-31 C
Babiwa justru yang mengherankan adalah Pcnyauaaﬁ
balbwa bagli dunia pelayaran nasional/domestihk
penguauman adanya daerah larangan labub jangkar
baru dimuat dalam buku Berita Pelaut Indonesia
{BPL yané Lerbitc mingguan edisi 1 April 21999,
jadi juga baru .diumumkan cetelah [ vistiwa
tanggal 19 Pebruari 19%9; vide buktiMT-17A ;

- Rahwa dalam pada itu menurut bunyi Sﬁrat Cdaran

sang bersangkutan (bukti P-7), salinannya disan-

paikan antara lain kepada Pimpinan Pevusahaan

Pelayaran dan para nalthoda kapal.

Bahwa akan tetapi sebagaimana telah diterangkan

oleh  saksi-saksi  Sudirman  dari  Pelni  (agen

pemohon Kzsasi II), pihaknya baru menerima Surat

Edaran tersebut pada tancgal S April 1999, jadi
setelah kejadian pada tanggal 10 Pebruami 1999,
czdangkan Pemchon FKacasi III sebagai nakhoda
sampali déﬁgén tanggal 19 Pebruaril 1995 ctidak
pernah menerima Surat Edaran tersebut; vide
halaman 153 putusan tingkat pertama Pengadilan
Negeri S;rabaya~Nomor ! 2?9KPdt.G/1999/PN.Sby.

danwa dengan demikian adanya daerah larangan

labuh jangkar 1.c. tidak. t dipertimbangkan

untuk (ikut) meaern b lahan/kealpaan

remohon Kasasi IIT. qg

B . s \
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- Bahwa dengan (ikut) mempertimbangkan adanya.
daeraly larangan labuh jangkar karenanvya Lo
merupakan kesalahan menerapkan hukum.

- Bahwa pada halaman 12-13 putusan a guo dipertin-
hangkan bahwa keterangan saksiy Musapik dan Zainal
Arifin bahwa ada untalan kabel terk::t pada
jangkar KM. Kota Indah, dibenarkan saksi Daniel
Attah Gyasi.

Bahwa saksi Daniel Attah Gyasi tidak pernah
membenarkan kevevangan saksl Musapik dan Zainal
Arllin t@rséﬂﬁt.

Batwa yang diterangkan saksi Danlel Attan Syasi
zdalah bahwa yang dilihat olehnva terura:i di
jangkar adalah taii.

";‘Bahwa selain itu kalaupun benar vyang dilihat
{raks1l Musapik dan Zainal Arifin sebesavr keling-

"king adalah kabel gquod non hal itu Lanpa ada

éemeriksaan forensik, bagaimana bisa dis.mpulkan
dengan pasti  bahwa kabel sebesar kelingking
cersebut: merupakan {bagian) dari kabe! bawan
laut milik PLN yang ukurannya menurur sejumlah
saksi sebesar paha wanusia, dan i.c pemeriksaan
forensik dimaksud :sidak ada.

- Bah@a “arenz itu putussn a guo i.c. telah melaku-
karn  kekeliruan nyata yang berakibat penevapan
hukumnya menjadi salah.

Bahwa pada halaman & dan 14 putusan aguo diper-

jarak KM, \Bari posisi cir-
7 .

-
-
x

: R AN
Skripsi Tanggung Gugat Pemilik ... . . Ketut Briliawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
- 46 -

cuit I, II dan 11T,

- Bahwa ini merupakan kekeliruan yang nyata scbab
jarak tersébut bukar. antara KM. Kota Indah ke
circuit I, IT dan ITII milik PLN. melainlan javak
antara KM. Kota Indah dengan tanda kabel bawah
Jaut sebelah Selatan antara Pulau Jawa-Madura
seperti yang tercetak dap tergambar dalam peta
BAC 921 f{bukti T-18 A dan T-28},

- Bahwa jarak antava XM. Kota Indah dengan cicuit
IIL yakni circuit yang letaknya paling Selatan
dari keviga buah cglrecuie milik PLN bukan 273
meter, melainkan yang benar seKitar 553 meter;
untuk ity berilkut dikutip pertimbangan pada

fi\ halaman 213 putusan pencadilan tingkat pertama,

ntirva lain sebhagal berikut

rimbang, bahwa selanjutnya mengenal posisi awal
g Ak
S pta Tndah  saalt melego jJangkar yang menurul
R &

R
L /gugatan rerlalu dekat dengan daerah larangan

g

Lertabuh jangkar yakni sekitar 278 meior atau
sekitar 55% meter dari posisi sirkit 3 kabel rauc
Jawa Madufal {butir 5 gugatan) pihak Tergugat
menyangkali dengan alasan fidak berada disekitar
areal kanel serta posisi kapal Kota TIndan !ﬁ}ﬂu:
but telah dipandu.oleh Abdul Haris.

Behwa circuit I, II dan III milik PLN ©ridak
rexcetak dan tidak tefgambar baik dalam peta BAC

921 (bukti T.18A, T.28) maupun:=pata Indorssia No.
CANG N

.,

g4 {bukti T 16), dengan

15 diatas.
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Rahwa dimochconkan pexrhatian bahwa posisi lego
jangkar Fersebut di atas ditentukan oleb pandurs
dan penggunaan jasa pandu 1i.c. wajib menurut
Undang-undang; vide pasal 344 KUHD.
Bahwa pertimbangan pada halanian 16 putusan a Jquo
yang menyatakan ket idak akuratan alat GPS vyang
digunakan, yaitu menyetel alarm GPS pada 2 1/2
cable (4562,5% meter), arrinya apabila kapal sudah
larat sejauh 1itu maka alarm berbunyi, padahal
jarak w;kﬁu lego jangkar dari kabel laut hanya
273 meter pertimbangan putusan a que i o wmerupa-
kan kekeliruan nyata,

. Bahwa penyetelan alarn 2 1/2 cable ({462,5 marer)

pada GPS (halaman 15 Putusan a quo) dilgkuxan

saksi Krustiono Basuki dengan mengacu pada tanda

}kabel, bawah laut sebelah Utara yang tercerak dan

o tergambar dalam'rpeta BAC 921 (bukti T.18AR dan
T.28) vyang perjarak + 780 meter dari KM. Kota
indah, bukan mengacu pada tanda kabel oawab laut
sebelah Selatan seperti yang tercetak ddn tergam-'
Bar RAC 921 (bukti T.18A dan T.28), Karena menu-
rut pandu Abdul Haris kabel sebelah Selatan sudah
tidak ada lagi, sedangkan circuic I, II dan III
memang sama sekall tidak tergambar dalam peta BAC
921 maupun peta Indonesia No. 84

Bahwa oleh karena itu andaikata pun kapal larat

ve Utara sedjauh 462,5 meter,. hal itu .asih  aman

R VA N
mengingat tanda kabgl sedelalNUtara bslum terle-

waci katrera jaraknya if{801””
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Bahwa lagil pula tverlepas bahwa pandu Abdul Harls
telah mempantah wengatakan kabel sebelan Selatan
wang tertera dipeta tidak ada lagi, sesungguhnya
dan menurut Kenyataannya, tepat pada posisi
Landa kabel sebelah Selatan sama sekalli tidak ada
habel  yang letaknya seperti vyang tertera pada
canda kabel sebelah Selaran; vide hutir No. 22.13
saimpal dengan’ 22.8 diatas
- Bahwa dengan demikian putusan aguo telah melaku-.
kan kekeliruan yang nyata dan karenanya penerapan
hukumn ya ménjédi salah.
Bahwa putusan agquo pada halaman 16 Yang memper -
timbangkan bahwa untuk menentukan posisi KM. Kora

Indah hanya mengandalkan pada alatr elctronik 3PS

(Global Positioning System), adalah ¢idak benar.

1 sinl’ putusan aguo telah melakukan kekeliruan

'iang nyata.

fRahwa saksi Krustioné Basukl menerangksn bahwa

;qu'dalam 1nelé;;énakan pengamatan dilakukan dengan
GPS, Radar, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)
daﬁ baringan visual; vide halaman 160 puﬁusan
tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

-~

279/Pdt . G/1999/PN.Sby. tancgal 14 Juni 2000

f

- Bahwa visual baringan yang dilakukan Mualim II

dan hasilnya dicatat dalam Ancher Log Book (vide

bukti T.12A). Hanya saje karena hasilnya tidak

baik (garis motong objek yang dijadikan baringan

)

“—'\{l’f D
oreh

o

>

=
-

~ /
BN/

membentuk sudut yvang lapqi;@t'):ry\hasil visual ba-
La N

. e

ringan tersebut tida@f,d$

}?a

Gt .
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Indah selanjutnya hanya menggunakan GPS dan ARYA
untuk memantau dan menentukan posisi kapal.

- Bahwa lagi pula andaikata benar quod nen 1.<¢. Kb
vota Indah  hanya menggunakan GPS, tidak ada
larangan untuk itu.

- Bahwa selkedar sebagal catatan, GPS ‘akurasinya
tinggi karena dalam Perang Teluk (tahun 1991)
dan Perang di Afghanistan vyang sekarang .sedang
berlangsung, GPS digunakan untuk memandu rudal
ke sasaran tembak.

Bahwa oleh karena ftu dengan mempercicbantgran
bahwa KM, Kota Indah nanya menggunakan GPS5,
putusan  aguo  telah melakukan  kekelivuan  yang

nyaca.

Bahwsa telah wmelanggar pasal 541 (1) KUy
dahwa  kalaupun dianggap terbuktl gquod non
_/Pemonon Kasasi III ctelah melakukan perbuatan

34
/}/. melawan hukum, tanggung Jjawab (aansprakelijk-

heid; untuk membayar ganti rugl Para Pemchon
Kasasi I, I1I dan IIT ada batas atau limitnya
seperti ditentukan dalam pasal 541 (1) K CHD

- Bahwa akan tetapl masaleh pembatasan atau limi-
tasi tanggung Jjawab membayar ganti rugi terse-
but, sama sekali.tidak dipertimbangkan putusan a
qun, meskipun hal itu telah dikemukakan Parn Pe-
mohon Kasasi mada butir WNeo. 31 halaman 1&-13
Kontra Memori Banding mereka tanggal 6 Mavet

200v, . jo kesimpulan Langqal ?4 Mzl 2000 halaman

'f‘{J
J#&_

15-37 . b \
| ' 4 :L
/ i manwa e

|
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- Bahwa pasal %41 (1) LUAD lengkapnyas bovihunyi
sebagai berikut
“Fertahggung jawaban pengusaha kapal “avena
kerugian yang disebabkan oleh Lubrukan 1 orha-
tas sampal sejumlah limaouluh gulden per mover
kubikh 1si bersih dari kapal dan, sekedar
mengenal  Kkapal-kapal yang digerakkan dengan
kekuatan mekanis, divambah dengan apa vang
untuk menentukan isi itu, dikurangkan dari isi
kotor untuk ruangan yang diambil u-tuk kekuarg-
an penggerak itu‘ .
Bahwa berdasarkan ketentuan pembatasan Langgung

Jawab ex pasal 541 (1} KUHD rtercebur gJant i

rugl yang bisa dikebankan kepada Para Pemchon
sasi I, II dan IIT hanyalah scbatas sebesar
11.940.256.000,- (sebelas milyar limaratus
”mpat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu
roepiah) saja, yang  penjelasannya sebagaimana
sernah disampaikan pada kesimpulan Para remohop
Rasasl tanggal 74 Mei 20601 halaman 35-37 vang
- .
intinya sepadgai berikut
- YUntuk menghitung batas tanggung jawab menurut
Fasal 541 KUHD, haruslah merujuk kepada Fepe-
Lapan Peﬁgadilan-NeguLi Jakarca Pu;dt Nt
GAS/PAL/P/1994 /PN, Ok Pst Lartanggal 16 Januari
Laus (bukti>T.40) yang menyatakan bahwa argka

Rp. 50,- dalam pasal 541 KUHD harus dibaca 5o

Culden. Belanda pada janan $8belum perang” dan
' 3 . (_.!....'. SN p J

St RN .-
farus  dinilaj kemba}bfﬁdﬁp§ﬂi\ membandirgkan
Sl -2, "x
AT

716

4 . /(>/
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harga  emas 24 xarat  di pasaran pada jaman
sebelum perang dan harga emas 24 karat sekarany
ini. Dengan memperhitungkan harga emas 24 karat
vada Jjaman sebslum perang, 50 Gulden RBelanda
adalah sama dengan 20,8 gram emas 24 kara&.
Harga emas-24 karat sekarang inl adalah
Rp. 70.000,-/per gram. Oleh kareuna itu, rumusan
untuk menilai kembali batasan ganti rugl aua
lah:

Rp.70.000,- x 20,8 gram per kubik mecer (yaitu
Rp 1.450.000,- per kKubik meter);

Isi bersih/net teonrage kapal Kota Indah adaiab

7,926 seragaimana tersebut dalam International
"Ilonnage Certificate (1969) (bukti T-41) dan
‘ertificate "of Singapore Registry/S erLlfmxa

M;eudafthran Kapal di Singapura milik kapal Kota
" Indan (buker T-42) . Tidak perlu ada cambahan

untuk ruang yang ditempat mesin-mesinnya kavena

[
)

;1 bersih/net tonnage tersebut, berdasarkan
International Tonnage Certifizate (1969}, tidak
“
giperhitungkanr dengan pongurangan YTUanJan  ,aiyg
ditempatl mesin-mesinnya (dari halaman 2 dari
international Tonnagye Certilicate {lyuy} .
(Marujuk - kepada bukti T-41} jelas bahwa 181
beres 1h/net Lonnage ditentukan oleh ruang hkargo
Y i ng dipakai ranpa adanya pengurangan «lar: 1si
koror {(gross tonnage) .

./1'

Satvuan  isio bersirlﬂ(ﬁet tonpagc , bercdasar-

o1 International “Tonnagu‘ QErL ificate {1969}
AR
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Sertifikat Tonnage Internaticnal 1369 adalah
kubik.mecer. Oleh karena icu sumlaly bartag gant i
rugl "kapal Kota Indah adalah Rp.1.45¢ GO0, -
TLoule kubik - meser yang sSama dengan
Rp.11.540.256. 000, - {eebelas milyar Jima tatius
empat puluh juta dua rarvus lima palun enan ribu
vuplah)

Dengan demikian apabila Para Pemohon Kasasi I,
[T dan 7117 bertanggung Jawab quod on maka -
Tara Pemohon Kasagi berhak untuk membatasy
Langgung jawab ganci ruginya sebotas nobiesar
K. L1.%40.256.000, - {sebelahn milyar Tima ra-oe

empat. puluh dura dug ratus lima pulul enam ribu
rupiah} sada.
Bahwa peristiwa rusaknya kabel bawah Laut yang

menurut'pertimbangan Putusan a quo Clsebabkan

karena Jangkar My, Kota Indah quod non, Lerma -

suk  dalam Pengertian  tabrakan sebagarinana
disebut dalam Pasal Sd4a KUHD, seban Jangkuar
merupakan pPerlengkapan tetap kapal (pqsal 309
KUHD) , dan karenanya ketentuan pasal 541 (1)
KUHL 1.¢ harus dibexlakukan; vide H. M.N, Purwo-
sutjipto dalam Pengertian pokok Huken Dagang

Inconesia, jilig ¢ Hukum Pelayaran Laut  dan

Perairan Daray, Dijambatan, cerakar ke I, 1nrg:, !
halaman 13-14, dan Mr. DR.H.F.A. Vollimar : Her
Nederlands Handelsrecht Series, jiligd » . Zece

en Binnenvaartrechr, H.D¥ K Willink & Zoon

.\.

T TERIEN
NV, Haarlem, cetakan,kb;;ip¥ Ll

ili \\"‘-"' &tut Briliawati Permanasari
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Lahun 1v%2, halaman ld-15,

. hahwa Para Pemohon Kasasi I II dan ITI kave-
nanya sekali lagi perlu ditegaskan Dberhak
mwenbat as i tanégupg jawab mereka

- Bahwa dengan demikian. dengan tidak membatasi
ranggung jawab Parxa Pemohon Kasasi I, Il dan
III putusan a quo telah melanggar pasal 541
KUHD .

- Bahwa tentang pembatasan tanggung jawab seba-
Galmane  ditentukan  pasal 541 1) KUHD vidak
pernai dibantah Termcohcn Kasasi kecuali menya
Lakan bahwa gugatan gantl gugi Termohon Kasas:

T didasarkan avas p;(slal 1365 T
KQF/ \\le Bahwa pasal 1365 BW. merupakan lex genera.is.

%ﬂ) sedangkan pasal 541 KUHD mevupakan 1ex spe-
Wiz ]1

‘\‘ "y ;

\\ 24 (

AN AYE

ff Yahwa oleh karena itu pasal 541 (1) KUHD menge-

clalis, o

sampingkan berlakunya pasal 1385 BW.
V. Bolwa telah salah menerapkan atau telah melang-
gar pasal 136% BW.
- Bahwa fesuai dengan butir No. 25 posita ugatan
dan pertimbangan putusan a que, Pemohon Kasasi

III dianggap telah melakukan perbuatan melawan

hukum ex pasal 1365 BW.
Bahwa Pemohon Kasasi III (3haukat Ali Akhuvar)
walkru itu adalah nakhoda KM. Kota Incah.

- Bahwa tanggung jawab nakhoda kapal telah diatur

_\
-\

secara ¥khusus i.c. di atur dalam pasal 342 KUHD
\
Ny
yang bunyinya sebagal bprlkuu d
P

‘
[
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smakhoda diwajibkan berbuat dengan kemampuan dan
Lelitian servta kebijaksanaan yang sedzi Kiarn
seperti yang perlu untuk menunaikan tugasnya /
dengan pantcas.
“la bertanggung jawab terhadap kKeyruglan, yang
didalam jabatannya ditimpakan kepada orang lain
karena kesengajaannya atau kesalahannya yang
berat.
3ahwa calam bahasa aslinya (bahasa B iandal
kesengajaannya atau kesalahannya vyang Dberat
adalah grove schuld atau gross negligeanae dalam
bahasa Inggris.

Bahwa i.c tidak pernah didalilkan apalag:

dibuktikan oleh Termohon Kasast sehubungan
lengan peristiwa tanggal 18 Pebruari 1999, habwa

iPemohon " Kasasi III sebagal nakhoda telah mela--

ngﬁﬁ‘ﬁzﬁ’ kukan kesalahan berat (gove schuld), padahal
nakhoda hanya bisa dimintal pertanggung jawab-

annya bila ia melakukan kesalahan berat ex pasal
342 KUHD, Eukan kesalahan ex pasal 1365 BW.

Bahwa a contrario hal itu kerarti bahwa*dalam
Jal tidak didalilkan dan  juga ridak cerbukti
remohon Kasasi 111 selaku nakhoda telah melaku-
kan kesalahan berat, maka 1.2 Pemohon Fasasl II1
{idak bisa dimintakan pertanggung jawabannya,

andailata pun i.¢ benar gued non Pemohon Kasasi

Il telah melakukan kesalahan

sevat) .
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Babiva  CLerhadap pasal 1365 BW, pasal 312 KUHD
merupakan lex specialis bagl Pemohon kasas: 111

selragal nakhoda, dan karenanya pasal 13065 UW

[

Lo el Lertaxu dan tidak dapat diberlomahan
terhadap Pemohcn kasasi 111,
Bahwa dengan demikian dengan mengnukurr Pemohon
Kasasi I1II1 mempbayar ganti rugl padahalr Pewohon
Kasasli III tidak pernah didalilkan telah melaku-
Kan kesalahan berat, putusan a guo telah salah
menevapkan atau celah melarnggar pasal 1365 BW.
VI. Bahwa telah salah menerapkan atau melanggar
pasal 1338 (1) jo pasal 1342 dan pasal 1865,
1867 dan 1874 BW,
Bahwa putusan a quo dalam pertimkangannya pada
halaman.la‘bérdasarkdn bukti-bukti P-31, P*JlAh
P-315, dan  P-31C  telah menganggap Lerbukta

secara sah dan kareranya dapat dikabulkan ganti

rugl sebesar Rp. US $20.691,- untuk biaya survey

nidrografi

- Bahwa bukti P.31 adalah Surat Perjanjian_ tanggal
1 Maret 1999 antara PT. PLN {Termohon Kasasi)
dengan PT. Kohari.thn ;

- Bahwa buktiug.BlA adalah tanda terima (kwitansi)
tanggal 25 Pebruaxi 199%9 senilai USS 17.600, -.

- Bahwa bukti P-21B adalah tanda terima (kwitan-
51) tanggal 8 Maret 1999 senilal US$ 3.091,-

Bahwa puktl ©-31C adalah Qg;ita acara sevah

terima  Pelerjaan ngvgy :Pidﬁoqrap canggat 1
LA i I A
I ) _ N

; R S

Maret 1999 ; 1 AT A
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Bahwa menuvut bunyi pasal 5 Svrat Perianjian
antara Termohen Kasasi dengan PT. Komaritim
(bukti P-31), kwitansi bukan merupakan bukt:
ponbayaran

- Bahwa kwitansi  i.c¢ hanya merupakan salab satu
persyaratan  yang harus diajukan PT. Komaritaim
untul bisa wemperoleh pembayaran. Persyaratan
lain antara lain adalah (1) ccpy - surat perijan-
yian dan (2} Berita Acara.
Hoabwrr bul by pombayaran menurut pasal 5 Surav

cesyoajran {bukti P-31) adalah bukbti tranoee.

dah, 1 e uktl transter bDanlhi ke reken:ing Ul
. P lomar s im oy CTTT BANK
R !{N\\
fii/ ‘\§§luuhut Sedlaln 1tu menuruvt bunyl pasal 5 Suiwml
"_'.‘
b o
!f’li o Perianjran (bukta P-31}), PT. Komaritim deboban:
N o
S -

1 ,ﬁ\ﬁt 4 /Pembayaran 10% Pajak Pertambahan Nilzi (PPN)

. -, « Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanj:an
\ /.'/// !
: (baker 1-31) antava Termohon Kasasi deogan o0
Romrarit vn mengikal mereka sebagal Undang -undang,
LN

pa.:;al 1338 (1) Bw, .
- Bahwa bunyi pasal 5 (bdykti P-31}) sudah terang,
karenanya menurut pasal 1342 BW. bukti P.31A
dan P.31B tidak bisa dan tidak boleh diartihan
atau ditafsirkan sebagal bukti pembayarin, sebeol
sekall lagi perlu ditegaskan disini, bahwa i.c.

kwitansi hanya merupaxkan salah satu syarat yang

harus dipenuhi dan disjukan PT. Komaritim unuuk

sebagal telah

\{,\._»- o
Lt ‘-51 (-A,
v ...‘a \hﬂlgﬂf‘ '
Skripsi Tanggung Gugat Pemilik . % AKetut Briliawati Permanasari




g IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

rerbuktl secara sah kerugiaﬁ Termohon Kasasl
Lerdasarkan adanye tanda terima/kwitansi ioukt:
-3l A dem.P.'H.!j), putusan aguo i.c telah salah
menarapkan atau telah welanggas pasal 1338 (1}
jo. 1342 Bv dan pasél-pasal 186%, 1867 dar. 1874
Gt sebalb berdasarkan bunyi"pasal 5 perjanjian
{ukti P-31), bukti P-31A dan P.31B bukan meru-
pakan alat bukui (dibawah tangan} pembayaran.
Bahwa selain itu meskipun telah dimochonkan oleh
para Pemohon Kasasi melalui Ketua Majelis Hakim
sewaktu pemeriksaan ditingkat pertama (vade
bukri T-37 berikut lampirannyal, Termohon Kasas)
vidak pernah menyerahkan

bukti transfer bank ke rekening P, Komarii:m
di <Citibank sebagal Dbuktl pembayaran vydng

50 un<thnya sesual pervjanilan,

<. = © "/ bukvy pembayaran 10% PPN,
Grteea Lualni-bukui transfer bkank dan pembayaran
Pa% EPPH o owutiak diperlukan untuk menchek kebenaran
Jumlan ganti ragl yang dituntul, Ajadi LLosEesual
vang pernah dikemukakan oleh Para Pewmohon Kasasi
sewaktu pemariksaan di tingkat pertama dipesrlukan
untuk membuktikan bahwa 1.c¢ tidak telah terjadi
mark up dan juga untuk membuktikan bahwa Termohon
asasi tidak telah wenggelapkan pajak 10% PPN

s ang telah  dipungutnya dengan cidak menye -

Lorkannyi kepada Negara.

Le hwa  kegagalan menga]ukan*Jﬁqg" {a} ftiansfe:

Lank sebagai bukol Den.}bai' sesunggunnya
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Yesual perjanjian dan  (b) bukti penyetoran 1%
P mungﬁatkan dugaan adanya mark up dan BT
lapan pajak vang dilakukan Termohon Kasagi
Bahwa dengan demikian dengan mencabulkan qaln s
rugl sepesar USS20.691, - untuk survey hidrogra:
putdLan  a quo secara diam-diam telah mensahkun
atau membenarkan  tindak pidana mark up (pemed -
Suan) dan penggelapan Fajak yang Sangal  layvak
diduga telah dilakukan Tevmchon Kasasi, seliigan
Gitihan dari sisi ini putusan a qQuo bertentangan
dengan Undang -undang perpajakan, keterriban gmis
dan kesusilaan.
Bahwa pertimhangan Putusan a quo halaman 1§ Yang
ganti rugi sejumlah US$, yakni untuk:
f;i. enabling work circuir T dan II + repa - wrwyx
circuit II sesuaj bukti P-?l, P-22B dan pP-32C
sepesar USS 2.288.000, -.
2. repair work Circuit I sesuaji bukci P-33a, E.
33B dan P-33C sehesar US$ 1.823.00, - .
telah salah menerapkan atau telah méfé%ggar
pasa#l 1338 (1) jg. 1342 BW dan pasal-pasal
1865, 1867 dan 1874 B,
Bahwa verlebih dulu dikemuk&kar bahwa bukt P-ii
yang  disebut  disity cebenarnya yang d.imaksud
adalah buke g P~32, sebab bukti p-11 bukan menge-
L enabling work circuifwi dan II atau repaiyr

Welkocireuit 11 buked P-31 adalah bukti sebagal -

N
e dosebut dalam butir No.~31ﬁﬂ§\diatus‘
-y ST A\ \.‘

- liehwa wengenai enabling work i'¢i

.’IIL‘CUJ.C i dan 717 -0
)
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Cpe SR T et 11 Jimohonkan Po i v
Pl
peakte sl adalab Surarn Perjanjian tanggal o
Zpnd) 1909 antara Termohon Kasasi dengan b7
aliour Beatuty Bakzl Indconesia. (PT. BBSI) .
Perktr 2 328 adalah kuitansi dari PT.BBSI sebe
wsar USs300.800, -.
buktl  P-32C  adalah kuifansi dari Pl.BES!

besar USS 228 .800, - .

[
L

1N

- Bahwa menusut bunyi pasal 5, (2) huruf e Surac

Pervjaniran (buktiy P-32) tentang cara pembayararn,

Kuitansi bukan bukti pembayaran, melainkan salah

satu  syarat saja yang harus dipenuhi aga. PT

BBSI bisa memperoleh pembayaran dari 9T. PLN .,

1samping syarat-syarat lain vang harus dipenuh:
“seperti (1) faktur, (2} Eg;;ta Acara Pekerjaan
vanyambungan, (3} Kopi Kontrak dan lain-lain.

Bahwa menurut pasal 5 (1) Surat Perjanjian (bukti
P-32), bukti pembayaran vyang sah adalah bukoi
transfer bank ke rekening PT. BBSI pada *iank

Credit Lyonnais Indonesia.

- Bahwa selain itu menurut. bunyi pasal 2 (1)

1 dan
wesal S {2) huruf a, b, ¢ dan 4 Ferjanjian ‘ioukti

F-32), dalam harga kentrak seluruhnya sebesar Uy

<.83.000, - sudah termasuk 10% Pajak Pertambahan

frlail (DPHY

dahwa menurut  pasal 1338 (1) BW.

peldaniian
g

snvara ST BBST dan PT?PLEKMQBgékat mereka seba-
2

N o
e wandaag-undany, dm? "‘bbg%‘d@]}j}]%1yc‘ pasal
ey @ﬁbentukan oL
N R
PN
v Ao

ST Aoy b
;; .\3

L |
Skripsi Tanggung Gugat Pe}'nilib‘é\..'.%u- - «f;’ £ . Ketut Briiawati Permanasari




IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
(LU

mernentukar banwa bila katra-kata suvatu sSerjanrjian
sudah jelas, tidak boleh menyimpang daripad. nya
denuan jalar penafsiran.

- Bahwa oleh kavrena itu dengan mempertinbantkan
selagal terbuktl kerugian vyang aiderita Termohoun
nasanl atvar dasar bukti kuiransi P.32B dan P-32
- Putusar a gue telah salah menerapkan atau

meleiggar pasal 1338 (1) jo 1342 BwW. jo

sasal-pasal 18635, 1867 dan 1874 BW, sebab i{.c¢

S bulian werupakan buke i vembavaran.

Ve i e pudah kerugian  yang  Jdituntul

ot shakti ke dengan

N BWEUL Bank transier ke rekening bank P 3BST

gfh betda Bans Credirv LYONRNGis: pasal 5 1) Sural
v

I‘--"q Celdanitan (bukty o pe3n, dan
Y ’ ‘

Ti’.n? bkt s bUke L pembayaran 10% PPN, pasal 2 dan

-

Lasal 5 {2) huruf a, b, ¢ danr d Surat Peviyan-
yran foukri P-32) .
Pahwa Termohon Kasasl tidak pernah bisa mengaju-
van di persidangan bukti bank transfer dan bukti
cembayavan 10% PPN dimaksud, ﬁéskipun hal ity
belal dhnnntakan Para Pemohon Kasasi  dj sidang;
vide bLuktl T-37 berikut lampirannya.
- Bahwa cleh xkarena ity dengan i.c mempert imbangkan
werlbagal terbukii kerugian yang diderita Termonon
Ras«si, tanpa adanya sesuai perjanjian antara PpT.
=3l dan BT PLN bukti bank transfer qan buke: -

vuktl  pembayaran  10% PPN " var bersangkutan,

.
Wou \(“ /
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mzlanggar pasal 1338 (1) jo 1342 BW. dan pasal-
pasal 1665, 1867 dan 1874 BW, sebab .c¢ kuilansi
curan merupakan dan tidak boleh diartikan sebagai
Lukoy pembavaran.
Braeea selain 1tu, dergan mengabulkan cuntutan
GERE L TUYL yang bersangkutan-tanpa di;ertai Balit
ol Lranéfer dan bukti-bukti pembayavan 10% PP
putusan a TuUo telah mensahkan tiandak
prdana/kejahatan mavk up (pemalsuan) dan pengge -
Lapan pajal yang sangat layak diduga telah dila-
Caraan Termohon Kasasi, hal mana Jelas Lertencang
“ioodengan Undang-Undang perpajakan, Kketertiban
vty dan kesusilaan.
Sahiwa dalam pada ivu putusan a guo 1i.¢ hanya
Benpertlneangkan  dan menyebutkan bukti Rkuitars:
Ped2i o den Tp-330),
Balizc ntlay kultansi  bukei P-328  adalah Uss
B0, - dan kuitansi p-31270 adaiah USS 228.800, -
Strterga o lar AR dan P-Qé& hanya bevjumlan
DEUOS00. - sadja, Letapi mengapa diperLTm~
s gian yacrg terbukel dan dikabulkan adalah lebin
thetenithan), yakni sejumlah Uss 2.288.000, -
vadr kelecrihan USs 1.258.4007
Habwa  dengan demikian telahn terjadi kekeliruan
sany nyata dalaw menghitung ganti rugl  vang
dikabulkan, sebab untuk kelebihan vyang dikabulkan
sebusar USS 1,258,400, - terseEuE sémasekali tidak
didukung bukri kultansi, meskipun kuitansi dimak-

sud andaikata ada, quod non,.i.c bukan merupakan

ar

S

T8 {h’“
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LU ey i salah :‘nener;'ipk.f\n aUA T T
v langgary pasal 1865 bW,
WAl ngeta o vepar worh (:Ii._rc:uil' T oyarmy sdvia
butkan sebesar USS 1.623.000, - berdasarkan bukti
Pe33a, P-338 dan P-33C, putusan a quo Juga Leiap
salahy menerapkan atau telah melanggay pasal 133
J11ojo 1342 BW dan pasal 1865, 1867 dan 1874 BW
Behwa putusan agquo telan salah menyebutkan nomor
nomo.” buktil yang bersangkutan, sebab vang benar
1.2 adalah bukti-bukti P;jg, P-33A dan P-1.5
Trdak ada bukty P-33C sebagai berikut
- P-33 adalah Suravt Perjanjian tanggal 14 nlen
1993 anvara PLN dan PT.BBST.
P-33A adalah kustansi untuk pembayaran sobwoo
JS5S . 461,240, -
P-338 adalah Rerita Arcara Serah Terima

B e

Jaarn.
Bahwa menurut bunyi pasal 5 (2) huruf d Perjan-
Jian (bukti P-33), kuitensi bukan bukei pembayar -
an melainkan hanya merupakan salah satu Syaral
yany harus dilengkapi PT.BBSI untuk bisa ﬁempero—
leh pembayaran dari PLN, di samping syarac-syavat
lain vyang narus dipenuhi antara lain ac¢ lah (1)
saktux, (2} Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
{3) Laporan Teknik dan lain-lain.
flahwa  bukti pembayaran yarng sah menurut bunyi
pasal o (1) Perjaniian {bukt: P-32) adalah buics
transier banh

A T T A TA B

Bahwa .
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Bl Solain feyg AEIINERVET bunyi_ Fasal 2 (1) dan
pHSEL S 02 harar d, b odan ¢ Perjaniian vhalke
Srosledam milag kontrak sebesar Usyg 1.623 600, -
Gkl ormanuk ) g Pajak Pervambahan Nilai (ppn) .
Hahwa ketentuan-kctentuan dalam Perjanjian (buky,
A antara e BBEY dengan pLuy mengikat mercka
Lebagai Undang-unaang bPagal 1338 (1) gy
Balivd buny Pasal 2 dan pasal 5 Perjanjian {bukr
ST Sudar Lerang, dan kargnanya bukei Booaan
Lidaik bolen diarvtikan agay ditatsivkan sebagal
Luice g Pembayaran, sebab 1. ¢ kuitansi hanya mery -

PARAN malah ogagy SYdrat  yang harus diajukan

g PUUBBST untuk bisa memperoleh Fembayvaran .

Ao .‘r‘

\_'K_ \';)% . ‘ . .

‘ ‘\"w‘\‘ Babwa alepn karena {py dengan mempertimbangkan

Ry
fa .
_ ];Xbahwa atas  dasar  pukeg kuitansgi P-33A ctelan
SRR o
: ' [terbuktl Secara sah kerugian pLy Pulusan a quo

telah salah Menerapkan aray telah melanggar pasal
1338 (1) Jo. 1342 pw dan pasa) 1865, 1867 4 |
Le?d pu. sebab menuruc Perjaniian yang bersang—
Fultan {bukei ¥-33), bukan Merupalian buktj pem™
Dayaran
- BRahwa Termalion Kasasi meskipun telah dimainre,
Clbukui 7oy berikuc lampirannya) tidak higy
mengajukan dj sidang . .
buker s transfer bank ke rekening pr. BESI pada
Bank Cradat Lyonnais Indonesig sebagaimana

dihavuskan berdasarkan we

a5 () Perjanjian

Lo

. - ‘-.fl‘;:"‘-
(bukci p-373) T NS
R \ -
Pk g Pembayaran 10y PPN, .

| ‘ “‘}'\’r- g

ili Ketut Briliawati Permanasari
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Bahwa  kegagalan Termohon Kasasi mengajukan ia)
bukti transfer kank sebagal hukti ;Sc.‘nbayaran Vg
sah menurut Perjanjian dan {b) bukc: penyeltoran
10% PPN, wmenguatkan dugaan vyang sangat lavyak
bahwa i.c telah terjadi tindak pidana mark unp
{pemalsuan) dan penggelapan pajak,

Bahwa dengan mengabulkan ganti rugi sebesar USS
1.622.000,-, putusan a quo t.c telah mensahkan
tandak pidana mark up {pemalsuan) dan penggeiapan
ety sangat layak diduga telah dilakukan Te.mohon
Saits sehilngga dilihac dari sisi ini putusan a
o et eatangan dengan Undang-undang parpajalk-

AL Relertiban umum dan Kesusilaan.

LN Babra selain ey putusan a quo hanya Mempert: -

Mupan Satu bukyg kultansi s$aju, yakn. bukr, p-

iAo senilai Uss g 461.240, -, tetapl mengapa yang

I
adikabulkan  lobin begar Jumlahnya, yakni Uss

Loo3. 000, -3

Bahwa  dengan demikian telah terjadi kekeliyuan
atau kekhilafanp ¥Yang nyata karena kuitansi yang
ada  vang notabene bukan bukti pembavyaran hanya
sSentlai Usg 1,481 . 240, - tet.‘—l[;i yang dilkabulkan

teriake g jumlahnya lebih  besar, vakri uss

Vo623, 000

Cleh arens ity untuk kelebitan yang dilkabulkan

sebesar Uss 161.760, - Yy

ang tidak ada Kuitansinya

Skripsi
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- by -

ftee s dangan wengabulican antul keperluan mateds

no, sebagal berikut

a. cabie sepanjang 472 meter sehesar Ush
GG 000, - akas dasar bukri P-34.

Loooiwad cdan flexible joint sebesar ye 5 391,304
ctas dagarn buktl P-340.
o dvane cabrlo Fluid sehesar US 55 040U Lo
Ganar bukt PAGA

4 Protection works  sebesar, Uss  9v0.0eo Lanpe

asar Dekcol o apapun.

puLusan  a  Jquo retah salah menerapkan atau

melanggar pasal 1338 {1y jo 1342 Bh, pasal

1855, 1867 dan pasal 1874 Bl sebag .1 beri-

(AN

5. bukti P-34 bukan merupakan kuitar si  arau
faktur pembelian, melainkan adale . Berita

Aoara Pewmakaian Kabel sepanjang «00 melel,

Izkean gepanjang 472 mecter sepe L1 yang
dupertimbangkan dan yang ditandacarzani PT.
ST dengan  PLN O 14 Juni 1999, i1 daddat
ikt d o34 inl sama sekall tidak terteva
vorapa harga kabel rersahut.

L bLukti Pe34C adalah Berata Acara Temaraian
Flexible joant, bukan kuitansi avea fakour
pembelian fixed joint dan flexibl: joint

dan disitu pun tidak tercantum berapa harga

flexible joint. ;&féﬁﬁjpitu pukti P-34
‘/'-: v e “-.‘.' /.i‘“‘\

s TN .
gamasekali tidakmedeQ%@?E%ntang pemakaian
PR R S

. o L LT '
[iwed joint. I AT
Y
]
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RIS oot bnkan' kuitﬁnsi acau Dok

pomboelian minyak  kabel (cable fruscli

e lalnkann  adalah  Berita  Acara Pomakaran

Minyak Kabel sebanyak 20 drum {bukan 350

drum seperti dipertimbangkan:. DL sini pun
idak cercantunm harga ainyal.

d. dikabulkannya proteccion works sebesar ULy
LuTD 00O, - tanpa, sekall lagl tanpa ada
buk;i pendukung secuil pun, sunggub nensge
jutkan dan mengherankan. Atas dasaxr apae lial
1vw dikabulkan?

- Bahwa dalam pada itu bila untuk penentuan hoarga

(1) cabkle, (2) fixed dan flexible joint sert

[

"cable fluid dranggap didasarkan atas buktil Pl
Couod non, buktl o iny o pun bukan merupakan fakuur
atau invoice pembeliaﬁ material melainxkan hanye
merupakan  informasi  price list belaka.
Bahwa Perijaniian-perjanjian antara PLN dengan
PT. BBSI {bukti P-32 dan P-33) dengan te;as
telall memperjaniikan bahwa untuk memperoloh
pembayéran, kontraktor {PT. BBST) harus menyo:
tekan aptara lain kuitansi dan faktur.
- Bahwa dengan demikian dengan mengabulkan ganti
rugli untuk material
cable ad US 5 2354.00¢C, -
- faixed 4+ flexible joint ad bS$ 391,304,

v 5 4 ‘.. X 'S_
cable tluid ad USS 53 OOO ngﬁ\
s} Tt

Srotzotion works ad U )0, - {bahkan yang

B
N
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- &7 -

fhi sama sekali tanpa buktio apapun! .

Gubusan a Quo telah saiah menerapkan atau telal
wmulanggar pasal 1338 (1) Jo 1342 DBW dan pasal
1Te6Y%, L1867 Jan 18740 BW.

Sabwa apalagi dalam butir No. 26 angka & posita

igatan  tentang procection works sebesar UsS
GSULD0Y, - disebutkan adanya 10% PPN sebesar

WL 853500000, -

Lo s koipun Lelah diminta eoleh Pava Pewmobon
S sawuy lbwakeio T-37) Tevmohon Kasasi taidak bana
sengajuan bukti  apapun, ;e;masuk bukti setcran
YR prert adh RpodS3,600.000, untuk  Keper luan
protection  works dimaksud.

Babwa  karenanya  jelas  sudah  bahwa prolection
works yang dituntat tersebuc fiktif belaka.

Bodiwa dﬁhédﬂ demikian dengan mengabulkan tunlutan

yang notabene fikcif dimaksud, putusan a quo 1 .¢

velah melegalisir tindak pidana yang sangat layak
diduga telah dilakukan Termohon Kasasi, i
vindak pidana mark uvp (pemalsuan} dan penggéﬂapun
pedale, hal wana bertentangan dengan undang-utdang
paerpajakan, ketvevtiban umum dan kesusilaan.

Boabrwa chmratan vaig sama, ya&nj Brahwa ot asan
guo telab salah menerapkan atau telah melanggay
presal 1338 (1) jo. 1342 BW. dan 1865, 1867 darn
Le71 EW  dan bertentangan dengan  Undang-undang

perpajakan, ketertiban umum dan kesusilaan dapat

1

juga diaiukan terhidan dikabulkanaya gant. rugl

.. ' ‘-:.l‘,.:l‘ . -
Levdasarian bukti R-37 sampai dengan ¥P-50 geba-

galmand .. 7. 0
AAREGH s
> ‘&

rs
PN
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e -

daopmana telah dipertimbangkan pada halaman 19-a0
sesbesar seluruhnya Rp. 15.294.528.905, -
Bahwa menurut pasal 10 (2) . jo pasal 2 Yoy Feronon
jian (Lbukei T-37) antara Termohon Kasasi dengan
pr . SUMRERDAYA  SEWATAMA (PT. SS) kuitansi bukgf
pukty pembayaran, melainkan hanya merupakaln
salah catu syarat yang harus dilengkapil Qaﬁ
diajukan PT. 85 untuk bisa memperoleh pembayaran.
Balida  karena  bLoc bukyi-bukti kuitansi B3 Y
sampai dengan P-37 ¥ bukan merupakan buktl
prombaaydaiiann, ekl -bukeld dlmaksud vadak (R
dnpadilan abasan antuk mengabulkan ganti RIS
Lasiy drguntul.
. Bahwa yang  1.c harus dianggap sebagal buxi:
Cpewhayaran yang sali sesuai ketentuvan dalam Duny:

il 200 (6] buktd .37 adalah bukti transis

LDank ke vokening PT. 585 pad; Bank Dagang HNegara
avau pada  Citibank.

Lahwa lermohon Kasasi gagal mengajukan di sidang
Lukii  cransfer pank dimaksud, weskipun « Salah
diminra disidang oleh Para Pemohon Kasasi (buktl
T-370 .

Galwa demikian pula Termohon Kasasi gagal atau
Lidak bisa mengajukan di sidang buktl pembayaran
atau penyetoran  10% PPN dan pemotongan urit uk

pajax  penghasilan (PPh}, mnadahal dalam buktu-

an Sewa Gensel P-370,

pukti Herita Acara Eemﬁ%%&
e ~ U ks fo
PR e 0

P-371,P-3TK, ada Jjelas

il ean o T

4

e v el
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Lo untak abE o PPN dan Pih

Dot kegearslan Termohon Kasasi mengajukan
sadang (1) buktiy transfer bank, {2) lhuki;
Leeyevoran 10% PPN dan {3) pemctongan PFh sudan

davat  dipastikan  tidak lain sebabnya adajab

vavoena .o sangal  pacut  diduga telah terjad:
vorgabialoaln o wark e (premalsuan) dan  pengge lanan
oioyak.

dahwa menurul bunyl pagat 9 (1) Perjanjlan apia:.

Termohon Hasasi dengan PT. Kaltimex EBnergl (Fi.

KEY (P-38), kuitvansi bukan werupakan bukul pew”

/wﬁﬂ?\\_ bayaran, mwelainkan hanya salah satu syaratbt yand
BALTS

' harus dipenuhi PT KE untuk bisa memperocleb pen

Vol
Lo L

bayaran dari Termchon Kasasi, syarat-syarat

yang harng dipenuhi PT. KE untuk hisa memp. rolah

. pembayaraﬁ antara lain adalah (1) Polis Asurans),
(u) berbagai Berita Acara, {3} data record per-
wintaan pembebanan dan lain-lain.

Fabwa bukcl pembayaran yang sah menurut pasad 10
ra} Perjaniian {bukti P-38) adalah bank trancfer
wo rekening PT OKE pada Lippo Bank.

- Bahwa dengan demikian  dengan  mempertimbangkan
Lahwea  berdasavkan bukti-bukti  kuitansi 238 A
paanpad o deongan P-38F tuntutan dimaksud bilsa dika-
Caltkan, pubusan a guo t;léh salah menerapkan atau -

Pabe omelangoar pasal 1338 (1) jo 1342 BW dan

o Teon ) LB6Y dan 1874 BW.

R T A U S I U PR N W ¥

hadap PT KE telah dikenakan
RPN

TENIS TN IR TN I p'{-_’ll'lotoﬁgéh“ Uﬁﬁ\?{}i 10% PPN dan Pajak
AL ;.

f

k
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o o, Dohat buktd 238G sampai dengan P

oo untuh aeenbuktakan kebenaran nilay koot ipas
Pelotocle el ap, Pewohon Kasasi relan
it bk nukvl o pemotongan  10% 0 PPN Gan Pt

peorhoeir Tan diagukan diosidang (bukui T-37 ner -
oy Puaspleannyal, celap: ternyaca Termonon

el b b b e tgaguian bukti-bukti o tersebut (Y

St medagalal Lersebul wenguatkan dugaan ol
wewanyg  vtelah verjadi vindak pidena mask up

fpuralsuan) daa penggelapan najal,

Bahwa mutatis mutandis keberatan vang sama diazu-

kan  sehubungan  dengan dicerimanya bukti-oukti

Zfpkultansi P-39A sampai dengan P-39G sebagai bukt:

pasal ¢ {1} Perjanjian antara Termohon Kasagi

seentan P odera saktl Behana (PT. KSB) kuitans.

b yanah swlah satu syarat sada yvanc harus d° .0

ran PT.KSB untuk bisa memperolehn pembayaran Qari
Tevmohon Hasasi ),

Hahwa bukti pembayaran yanys sah i.¢ sesuai pasal
e (6] Perjanjian  (bukti  P-39; ada:an buir |
transfer bank ke rexening PT. KSR di Bank BNT.
Fahwo selain itu Pl KSB sesdail Perjanjian {(lukti
F-39)  dibebani 10% PBN 'dan' pemotongan Pajak

Penghasilan  (DPPRh) lihat bukti-bukti P-3% -

sampai dengan P-39 Berita Acara Perhi -

Lungan Peomintaan Ré

! N~/
/
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Lorwa  bukbi-oukti o pemotongan untuk 10% PPN an -
sy o1n: pun tidak dapat diajukaﬁ Termoncn Kasaw.
mabwa  mutatis amutandls mengenai dikabulkarnya
gantl rugil berdasarkan kuitansi-kuitansi bukti F-
a0k sampal dengan p-49D, vyang diterbitkan UL
Mandirl putusan a Juo telah salah wmenerapkan atau
relah melanggar pasal 1338 (1) S0 1342 BW. dan
casal . 1ua5, 1867 Aan 1874 BW. karena menurul
Lusal 9 (1) Perjanjian {buktl P-40) kui-
~arsi bukan merupakan buxti pembayaran, melalnkan
Larnya  werupakan  salab o osatud syarat yang hatus
raonkanrr HD Mandiri untuk bisa‘n@mperoleh pem-

Poegioran dari Termohon Xasgasl.

Lo bt bkt pesbayaran yand sall menurut pasal Lo

P rurpany e (bukci P-40) adalah Dbukti tran

G

S Lant ke rekeniay Ul Mendira pada Bark Rakyat

S IR OTE S 1 A N Y berdaesarkan pasal 8 Fz2rjanian
froake o Ped0) . UL Mandiri dibebani 10% PPN dan
|

sebagaimana seharusnya  juga dikenakan potoigan

vajak  Penvhasilan sepertl nyata ‘dapat dilihact

pada  bukti mengenai kontraktor lain sepertl

Gkt -hukn . P-37G, P-3710 P-37IK, poagM, R-3T7TN dan
40, bukti-bukri P-37G sampai  dengan  P-39¥

serta bukol P-39H sampail dengan P-39K.

sanwa singkat kata dengan mengabulkan gantl rugl:
sehosar Pp. 4.769.154.475, - (PT.SS) . ’

- sebesar Rp. 7.380. 328* {(PT.KE} .

sebesay Bp. 1.698. 955 9)0\0. N \PT KSB) .

.| v ;" >
P q\
N

- SR/
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Rp. 1.146.448.020, - (UD.Mandiri) . , -

Rp.1%.294.928.905, -

mutlLsan a quo telah salab nenerapkan atau teiah

webanggar pasal 1338 (1) Jo. 1342 BW. dan pasal

1367 dan 1874 B dan juga telah melanggar

andaag perpajakan, ketertiban umum dan

Foenua s Laal.

rusan a quo pada halaman 20 berdasarkan
11 rampai dengan P-45 telah mengabulkan
gant: rugl sebagal herikuc

p-i1 adalah Surat Perjenjian Penarikan/

iahan PLTD Apung 1 tanggal 17 Maret 1939

MU damapta Nusantavae (P70 SN) Jengar

Termohon Kasasi.

P-41 A dan F-410L adalah kuiltansl yany

LLican, PP LGN

snurul bunyi pasal 7 Perjanjian (bukti P-

Cuanul bukan bukti pembayaran, melainkan

Lo osvarat sajta yang harus diajukan PT 35N,

ot wleh pembayaran dari Termohon Kasasi.

1
iy |':‘\Jl

e it A

il oleh karena

Skripsi

syarar lain yang  harus  diajul.an unnteh

wh pembayaran  Jntara lain  adalah (1}

cara Penyershuzn Pokerjaan, dan (2) fakvur

Vang merupakan bukti pembayaver menurut

Perjaniian (bukei  P-4l) adalah  bukti

bank ke

T8N pada Bank Niaga.
L

1t:”

Y . y
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o, 1w telah  selah menelapkan  atadl telah

Cqgar pasal 1338 (1} 1do. 1342 DBW dan pasal

Cn . LBG dan 1874 B

ey

femohon Kascsi o juge Celab gaygal moiyga itk an

51dang buktil penyetoran 10% PPN pacdahal PT SN.

Gikenakan 10% PPN {vide pasal > bukti P-41)

o rarenanya  dengan mengabulkan ganti rugi

sang bersangkutan putusan a quo juga telah mele-

Liu:r Rejahatan mark up dan penggelapan pajak

oy wangar layak diduga relah Adilakukan Termo-

o Kasasi.  Futusan a guo i.¢c. relab melanggar

Undang - Undang poerpajakdn, keterciban  wiue  dan

S
il L aal.

fahwa Lelah salah menerapkan atau melanggar
pasal 1367 BW dan selain itu telah wmelakukan
kekeliruan nyata.

tahwa pada helaman 21 putusan a Juo diperzim-
Langkan bahva  Pewodhon Kagasi I (Advance Con-
Fainer Linee (PTE) LTD adalah pemilik sedangkan
¢ ooronon Kasasli 11 (Pacific International Line

TRy LTD) adalah sebagai pemegang kekuasaan
i Kota Indah.

o ibwen Pemeolon Kasasi I .pukan pemilik KM. Kota
“hdah, melainkan pengusaha KM,  Kota Indah.

Lol lak K. Koua Indah adalah Pacifi~ TInterns -

i

Ll tincg  {PTE)  LTDY), Pemcohon kasas: I

diea hdlaman Tosurat o gugatan can halaman 1

ang dimaksud dengan

pemegany

BT

O
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e

pemeganyg kekuasaan Galam putusan 4 Quo, sebab ~
dalam  terjemahan bahasa Indonesia istiiah
freeder dalam pasal 320 WvK (bahasa Belandal,
e jumalilcan sebagal pepgusaha kaval Jdalaum
pasal 320 KUHD oleh Ny: Sici Soemarcti Hartono.
Bahwa bagaimana pun Jjuga 1.c telah terjadi
Kekeliruan vang nyata mengenal siapa pemllik
dan wiapa pengusaha, KM Kota Indah, sehingge
Lowotelah terjadi kesalahan penerapan hukum.
Pl promohon Kasasi  II1 (nakhoda) bunruan
ravyawan dan  juga tukan tanggunrgan Pemohon
Kasasi 1.

- Bahwa Pemohon Kasasi I[II sebagai nakhoda di-

angkat, diberhentikan dan digaji oleh dan b=r-

ranggung Jawab kepada Pemohon Kasasi II sebagai

pemllik kapal. Pemohon Kasasi TIT sawma sekali

;idak hertanggung Jjawak rerhadap Pemohon
Kasas1 1. Tidak ada hubungan hukum apapun juga
antara Pemchon Kasasi I!T dengan Pemohon Kasasi
I {charterer). >
Bahwa dengan wendasarkan pasal 1367 BW memper-
timbangkan Pemochon Kasasy I dan 11 bertanggung
Juwiab létenq dengan Pewohon Kasasi III putusan
a quo Ltelah salah menerapkan atau telah melang-
il pasal 1367 BW., setidak-tidaknya teivah
salah henerapkan Lerhadap FPemohon Kasasi I

Yoy bLukan majikan atav penanggung Jawab Pemo-

non Kasasi 111 (nakhoda‘

. ’- g 'l‘ )- -
- Bahwa di lain plhaka"T putusan a gu¢ telah

’ ! '
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pemperciabangkan bahwa Pemohon Kasasi Ll adalan .
pemegang xekuasaan atas youte perjalanan KM
“ata Indah padahal Pemohon Kasasi II acilan
pemilik, Pemohon Kasasi II juga tidak mur. Kin
dinyatakan bertanggung Jjawab renteng dengan
pemphon Kasasi III {(Nakhoda) .,

- Bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan
Pemohon Kasasi I cdan 1@  bertanggung Jawab

renteng dengan Pemchon Kasasi III, Putusan a

gquo telan salah menerapkan atau telan melang-
gar pasal 1367 BW, selain juga telah membuat

xesalahian yang nyata.

,.\’:'}_;ﬁ"‘\. Meninbkany
T W . .
, Q}qenqunal heberatan-keberatan ad. 1, 2, 3, 5, & dan

Bal,wa Keberatan-keberatan 1nl tidak dapat

ihapliorkan, Karena putusan Pengadilan Tinggi: sudah

Lepot o yaltu- tidas salah menerapkan/melanggar hukum
vale berlaKu, terlebih lagl keperatan-keberatan ad.
I, 4 dan ad. & hakekatnya mengerci penilaian hasil
pembuktiken yang bersifét penghergaan tentang suatu
renyataan,  hal  mana  tidak dapat . dipertimbangkan
dalam  pemeriksaan dalam tingkat kasasi, kare;a
pemeriksaan dalam ctingkat kasasi hanya berkenaan
Aoengan cidak dilaksanakan atau ada kesalchan agara.
pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 30 Undang-undang Nc. 5 tahun 2004 ;
arn untuk KkKeberatan ad. 7 selain pertimbangan
Mahkamab Agung tersebut diatas tidak bervkelebihan
prer 1y dipertimbangkan  bahwe meskipun terdapat
‘kesalahan penyebutan/tulis dimara daluam pertim-
bangan putusan Pengadilan Tinggi disebutkan Tergu-
yat 1 sebagal pemilikﬂwQQHA Tergugat II sebagal
Pz Aang kf;fkue.sagl‘i ({"JuL\.‘h’s;a\p Pengadilan Tingyl

b
o halaman
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Lilaman 2.), sedangkan sebagal pihak di halaman 1 -
sutusan Pengadilan Tinggr disebutkan bahwa Tergugat

I adalah pengusaha dan Tergugat II adalah pemilik

kepal . Namun gsecara substansial Tergugat I dan
Tergugat II sama-sama ikut bertanggung jawab dalam
cerkava ini

mengenal Keberatan ad, 4

Bahwa keberatan 1n Juga tidak dapat dite-
Latan,  karena keberatan tersebut tidak mengenal
vatey omenjad) poholk sengketa dalam perkara ol
Prreaevant)
wenymbang, bahwa berdasarkan apa yang diper-
Ccoesnigkan diatas, lagl  pula dary  sebab  tidak
Lernata bahiwa putusan Judex Factl dalam perkara
NEn Lot ontanigai dengan hukun  dan/atau  Undanyg
Uiidang, maka permohcnan kasasil yang diajukan olen
Pare Pemohon kasasy o ADVANCE CONTAINER LINES (PTE)
LTD., dan kawan-kawan tersebut harus ditolal

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

P dori ara Pemohon kasasi ditolak, mak
barus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
Coaapgkoat hasasl o oLni

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
Dosor o tahun 2004, dan Undeng-Undang Nomor : 14
toabian T U8% jou. Undang-undang No. 5 tabhun 2004 serca
pueraturan perundang-undangan lain yvang terxait |

M ENGADTITL X

Menolak  permechonan  kasasi darl  Pemohon
Pl 5 : 1.ADVANCE COIF\ITI{.INE} LINES \PTE) LTD.,
2. PACIFIC INTERNATIONAL LINES (PTE) LTD, 3. SHAU-
kAl ALL AKHTAR, 4.THE BRITANNIA STEAM SHIP IN-
SUKRANCE ASSOCIATION LTD- (P“__g\I CLUB), S5. PT. PE-

LAYARAN SAMUDERA SELATA;g"'L ;

G b

"l"_ Y )
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IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

fenghivkum Para Pemohon kasasi untuk nembeyar

oo jeerkare dalasm tingkat kasasi ini ditetapkan -
vy al Rp. 200.000,- ( dua vatus ribu rupiah)} ;

cowmtkranleh diputuskan dalaw rapat permusya-
Moalikanah Agung pada hari @ KAMIS, TANGGAL
ML 20Ul dengan My, Chairari AL Wanl, SH.
Hoarrm Agurg yvang dituniuk oléh Ketua Mahhamah Agung
LJut Kuelua Sicang, Widayatno Sastrohardjone, SH.
MG . cdan My, Titi Nurmala Siagian, SH.: Hakim-Hakim
migyona. dan diucapkan dalam sideng terbuka untuk
Gintis eada harl itu juga oleh Ketua Sidang terseburt,
dungan dinhadir®  oleh  Widayatne Sastrohaxdjono,

PR I

Moo, Jdan My, Titi Nurmala siagian, SH. blakim-

fiak:im Anggota dan Ny, Martini Marja, SH. sebagal
Paitera Pengganty dengan tidak dihadivi oleh kedua

- T ~ o~ 1.
Lelan orhak.o-

Hakim-Hakilm Anggota Ketua
Lnd.
layainu Sastrohardjono, SH.oMSc.  trd.
ted. - Ny . Chairani A.Wani, SH.

DyoTons tlarmala Siagian, SH.

Panitera Pengganti

‘ ced.
Ny. Martinli Marja, SH. -

drava-Bilrava

e toe roa 1. L. Rp. 6.000, -
Redaks 1 ....... Rp. 1.000, -
Adninistrasi Kasasi . Rp.2193.000, -
Jumlah .o, . BRp.200.000, -

PHTUK SALINAN b

HAHKAMAH AGUNG R.I.
P1lt. YEPALA DIREKTCRAT FPEXDATA

T.T.B.

PAAWOTS VIGHTOSUMANTO, S
NIP, 048 018, 1437
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